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KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2002-2007 merupakan publikasi
kedelapanbelas yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Publikasi ini merupakan perwujudan
dari hasil kerjasama Tim Penyusunan NAD Indonesia yang terdiri dari Badan Pusat Statistik,
Bank Indonesia, dan Departemen K euangan.

NAD Indonesia 2002-2007 ini masih mengikuti format publikass NAD tahun
sebelumnya baik dari segi pembagian sektor/institus maupun kategori transaksi finansialnya.
Beberapa angka yang disgjikan dalam publikasi ini mengalami perbaikan sesuai dengan revisi
data pendapatan nasional. Di samping itu, sgalan dengan makin baiknya data lembaga
keuangan non-bank, maka dalam publikasi ini ditambahkan pula analisis mengena sektor
tersebut. Disadari bahwa publikasi ini masih mengandung kelemahan terutama dari segi
kecepatan pengadaan datanya. Oleh karena itu upaya mempercepat pengadaan data dan
meningkatkan mutu publikasi ini terus dilakukan. Dalam konteks ini masukan konstruktif dari
berbagai pihak sangat dihargai.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan kontribusi dalam
mewujudkan NAD Indonesia ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Demikian pula kepada instans dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah
memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Diharapkan kerjasama yang baik ini
dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga publikas ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2008
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

RUSMAN HERIAWAN
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BAB |
PENDAHUL UAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar
penciptaan nilai tambah dan memacu lgu pertumbuhan ekonomi, maka untuk mewujudkan
investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasa dari

dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah.

Proses pembiayaan investas dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-
lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai perantara yang
menghubungkan penyedia dana, selanjutnya disebut sebagai sektor surplus, dengan sektor
yang membutuhkan dana atau sektor defisit." Peranan lembaga keuangan ini pada masa lalu
kurang begitu menonjol dan di lain pihak penyedia dana hanya melakukan investasi
finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito.
Akibatnya belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investas,
sementara itu sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh

sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, maka pemerintah sgjak permulaan dasawarsa 1980 mulai
melakukan reformasi ekonomi, khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat
suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investas finansial dengan
pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar
modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "go-public”,
maka pilihan para pemilik dana bertambah lagi dengan investas finansial yang bersifat
langsung dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan
perkembangan yang terjadi sekarang ini, maka arus finansial dari sektor surplus ke sektor
defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-
perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansia ini perlu dicatat dan dipantau secara
berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif dan konsisten sehingga berguna

! Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari

kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnyainvestasi real merupakan besarnya
pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.



sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih
tepat. Sistem data dimaksud selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini sistem data mengenal statistik produksi dan distribusi barang dan jasa
yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor real) telah disgikan secara berkala
baik dalam Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam
bentuk neraca-neraca lainnya® Kebanyakan neraca-neraca ini hanya menggambarkan
besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi dan pembentukan modal yang
terjadi di masing-masing sektor. Kemudian bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan
memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiaya investas real maupun investasi
finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang
terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investas real karena tabungannya tidak
memadai, serta jenisjenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan
pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana
mencoba mencatat seluruh transaks ini dari sisi finansialnya, sehingga tergambar arus
finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit. Arus finansia tersebut Iebih
lanjut merefleksikan perubahan harta dan kewgjiban finansia melaui perubahan
instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang,

piutang dan sebagainya.

Sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan di atas, Badan Pusat Statistik
segjak tahun 1987 telah membuat suatu studi mengenai Neraca Arus Dana Indonesiatuk
tahun 1980. Walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas, tetapi usaha ini
merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya telah berhasil disusun NAD Indonesia
1984-1988, yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik,
Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan
publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan
dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

2 Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh

PBB, United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No. 2, New York
1968.




Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat

menyusun secara berkala NAD Indonesia. Publikasi NAD ketujuhbelas ini mencakup

periode 2001-2006, yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa

mendatang usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya

terus dikembangkan.

12

Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2001-

2006 merupakan publikasi ketujuhbelas yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik,

sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini

mempunyai tujuan antaralain:

a

13

Bab

Bab

Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro, yang berkaitan dengan
arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.

Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan
disempurnakan Badan Pusat Statistik.

Menyebarluaskan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana
sebagal bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi
moneter.

Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral,
keterkaitan finansia antar sektor, dan penyebab “financial deepening”berdasarkan
data NAD 2001-2006.

Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada
tahun-tahun yang akan datang.

Sistematika Penulisan
Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

l: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

[I:  Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguralkan mengenai definis dan
kerangka teori NAD. Setelah itu dijelaskan pula hubungan NAD dengan

sistem neraca nasional. Untuk mendapat gambaran yang jelas perlu diketahui



Bab III:

Bab IV:

Bab V:

bagaimana cara membuat NAD dari perusahaan. Kegunaan dan keterbatasan
NAD akan diberikan di akhir bab ini.

Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengena kerangka NAD Indonesia,
sumber data, dan metode penyusunan.

Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara
deskriptif mengenai neraca pembiayaan modal sektoral, keterkaitan finansial
antar sektor dan penyebab financial deepening

Kesimpulan, memberikan ringkasan hasil pembahasan pada bab-bab

sebelumnya.



BAB [
KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

21  Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk
memperlihatkan transaksi finansial® antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah,
perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta nonfinansial, dan
sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana
yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial,
seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen ini merupakan komponen
harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena sistem ini memasukkan
juga sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang
terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada
suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu
perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan
dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Dalam sistem
neraca nasional dicakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan
ekonomi dalam bentuk terpadu (integrated accounts). Termasuk dalam sistem ini adalah
neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial
ekonomi. Seluruh neraca ini menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi.
Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau
pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dikena juga dengan sebutan neracareal.
Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca

keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor real.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Di
samping itu, diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Untuk para
pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan
analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan
keterbatasan NAD.

® Transaksi finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam
neraca akhir tahun.



2.2 KerangkaTeori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam
perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro ada satu
persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi,
tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah.
Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah
investasi (1) atau Y = C + I. Jikatabungan (S) didefinisikan sebagai S=Y - C, makaS=1.

Biasanya pendapatan sektor rumah tangga secara makro selalu lebih besar dari
pengeluaran, sebaliknya sektor swasta nonfinansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor
swasta nonfinansial harus meminjam dari sektor rumah tangga. Sektor lainnya, misalnya
bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan
menyalurkannya ke sektor lain. NAD, menyediakan data keuangan secara rinci mengenai

pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disgjikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan
sektor dan barisnya menggambarkan berbaga jenis instrumen finansial. Setiap sektor
mempunyai dua kolom, yang pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana)
dan yang kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikkan jumlah harta
maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif, sebaliknya
penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut
menunjukkan konsep "net" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunya arus
yang berasal dari transaksi bulanan, harian dan mungkin untuk instrumen finansia tertentu
dapat terjadi setiap saat. Padahal dalam NAD hanya dicatat perubahan dalam setahun.
Konsep net semacam ini, secara sederhana diperoleh dengan cara mengurangkan neraca
akhir dan awal tahun, dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini
ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor keuangan, rumah tangga, pemerintah, bisnis
dan luar negeri. Sektor luar negeri memperlihatkan transaks antara bukan penduduk dan
penduduk Indonesia. Di samping itu, dalam contoh ini hanya beberapa jenis kategori

transaks yang dicantumkan.



TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)

KEUANGAN RUMAH PEMRINTAH BISNIS LUAR TOTAL
TRANSAK S| TANGGA NEGERI

P S P S P S P S P S P S
0100 Tabungan Bruto 1 19 6 15 3 44
0200 Perolehan Barang Modal 1 9 8 26 0 a4
0300 Pinjaman Neto 0 10 -2 -11 3 0
0400  Selisih Statistik 0 2 -1 0 -1 0
0500 Inv. Finansial Neto 0 8 -1 -11 4 0
0600 Jumlah Penggunaan Finansia 14 12 5 13 16 60
0700 Jumlah Sumber Finansial 14 4 6 24 12 60
0800 Cadangan Valas 1 1 1 1
1000  Deposito 6 3 3 1 -1 6 6
1100 Surat Berharga (Jangka Pendek) 1 3 1 1 3 3
1200  Pinjaman 13 4 4 6 11 (10 (24 | 24
1300 Modal dan Penyertaan 2 1 4 1 4 4
1400 Surat Berharga (Jangka Panjang) -1 11 -1 -1 | -1
1500 Cadangan Asurans dan Pensiun 2 2 2 2
1800 Kredit Dagang 10 1 2 12 | 12
9000 Rupa-rupa 2 5) 3 4 4 9 9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada Tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor rumah
tangga, kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto
sebesar Rp 19 triliun, sedangkan tabungan bruto sektor pemerintah hanya sebesar Rp 6
triliun. Sektor rumah tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan
modal sebesar Rp 9 triliun, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada
kewgjiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di rumah tangga berupa
deposito, modal dan penyertaan, cadangan asuransi dan pensiun, serta rupa-rupa masing-
masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor rumah
tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah Rp 12 triliun. Pada saat yang
bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar Rp 4
triliun. Berdasarkan persamaan akuntansi, pinjaman neto harus sama dengan investasi

finansial neto, karena pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih



statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi dari sumber data yang
berbeda. Pinjaman neto diperoleh dari neraca real sedangkan investasi finansial neto
dari neraca finansial. Dalam Tabel 2.1 untuk sektor rumah tangga tampak bahwa
pinjaman neto sebesar Rp 10 triliun dan investas finansial neto Rp 8 triliun, atau terdapat
selisih statistik sebesar Rp 2 triliun. Sektor bisnis perilakunya berbeda dengan rumah
tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan
penyusutan, yang menghasilkan tabungan bruto sebesar Rp 15 triliun. Pembentukan modal
sektor bisnis sebesar Rp 26 triliun melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Untuk
itu, sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar Rp 11 triliun.
Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewagjiban finansial sebesar Rp
24 triliun. Sebagian dari dana tersebut (Rp 13 triliun) digunakan untuk membeli harta
finansial dan sisanya sebesar Rp 11 triliun merupakan pinjaman neto. Dalam Tabel 2.1
tampak bahwa untuk sektor bisnis, pinjaman neto sama dengan investasi finansia neto,

oleh karenaitu selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam
melakukan kegiatan usahanya, tetapi sektor ini sangat besar peranannya bagi kegiatan
pasar finansia, khususnya bertindak sebagai perantara dalam meyalurkan dana dari sektor
surplus ke sektor defisit. Dalam Tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan
dana dari kegiatannya berupa tabungan bruto sebanyak Rp 1 triliun, sama dengan
penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol.
Namun demikian jumlah pertambahan harta finansial sektor keuangan cukup besar, Rp 14
triliun yang berasal dari surat berharga jangka pendek Rp 1 triliun dan pinjaman sebesar
Rp 13 triliun. Sumber dananya atau pertambahan jumlah kewagjiban juga sebesar Rp 14
triliun yang merupakan pertambahan kewajiban deposito sebesar Rp 6 triliun dan sisanya
Rp 8 triliun merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara
pertambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula pinjaman neto dan selisih
statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar Rp 6 triliun,
tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah Rp 8 triliun,
sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebanyak Rp 2 triliun. Dari sisi kewajiban
(sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar Rp 4 triliun dan Rp 3 triliun berupa

kewgjiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali obligasi pemerintah



yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar Rp 1 triliun. Dengan demikian jumlah
seluruh penambahan kewajiban sektor pemerintah menjadi Rp 6 triliun. Kalau dilihat dari
sis harta (penggunaan), jumlah keseluruhannya sebesar Rp 5 triliun yang terdiri
penambahan deposito, surat berharga jangka pendek, dan penyertaan modal. Perbedaan
antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah 5-6=-1 triliun rupiah. Pada hal jika
dilihat pinjamam netonya minus Rp 2 triliun, sehingga menimbulkan selisih statistik minus
Rp 1 triliun.

Sektor luar negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca
pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk sgjian NAD. Defisit
neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar Rp 3 triliun (lihat Tabel 2.1). Angka
ini menunjukkan surplus sebesar Rp 3 triliun dari sudut pandang luar negeri dan besaran
ini dimasukkan pula ke dalam kategori tabungan bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak
mempunyai investasi real. Dalam NAD, sektor luar negeri mempunyai klaim finansial atas
modal fisik, tidak dalam pembentukan moda secara langsung, sehingga nilainya sama
dengan nol. Di sisi penggunaan, sektor ini menai kkan jumlah harta finansialnya sebesar Rp
16 triliun, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sgjumlah Rp 11 triliun.
Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau merupakan penambahan kewajiban terhadap
Indonesia ssjumlah Rp 12 triliun. Dengan demikian investas finansia netonya 16 -12 = 4
triliun rupiah tidak sama dengan pinjaman netonya (Rp 3 triliun), sehingga terjadi selisih
statistik sejumlah Rp 1 triliun.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika
dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen
finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansia dicatat dua kali, satu
sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap hartafinansial suatu
sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta
berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima
(kewagjiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar Rp 24 triliun (ditunjukkan dalam Tabel 2.1
pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk
kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah
tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta nonfinansial atau investasi red
sebesar Rp 44 triliun.



Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disgjikan dalam
matriks NAD. Misalnya deposito, yang merupakan kewagjiban sektor keuangan meningkat
sebesar Rp 6 triliun. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan
pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Dalam Tabel 2.1,
jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa rumah tangga dan pemerintah
menambah hartanya masing-masing sebesar Rp 3 triliun, sementara sektor bisnis
menambah Rp 1 triliun, sedangkan luar negeri menurunkan hartanya sebanyak Rp 1 triliun.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat
keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1),
cadangan asuransi jiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor asuransi dan
sebaliknya merupakan harta (sis penggunaan) bagi rumah tangga. Ternyata hubungan
semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD.*

Jika kembali diperhatikan Tabel 2.1, kenaikan harta berupa modal pada rumah
tangga sebesar Rp 2 triliun mungkin berasal dari modal saham tahun yang lalu dan modal
yang disimpan oleh sektor keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru

dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3  Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Dalam sistem neraca nasiona (integrated system of national accounts) setidaknya
ada 4 neraca pokok, neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal
dan neraca luar negeri, yang harus disgjikan. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana
nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun komponen
penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan berapa besar
tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca
modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiaya pembentukan
modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri
memperlihatkan transaksi dengan luar negeri baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor
dan impor) maupun pinjaman dan transfer modal.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada
dua neraca yang mempunya hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran, dan

4 Sebenarnya NAD dapat disgjikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan

penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah
tidak dapat diketahuinya secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu
instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penygjian kedua,
yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab V.
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neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan tabungan bruto,
sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan pembentukan modal tetap dan pinjaman
neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan
instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca pendapatan dan pengeluaran (income and outlay accounts) pada intinya
merupakan gabungan dari neraca pendapatan dan pengeluaran sektoral, yang dalam
beberapa hal dapat dipersamakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Dalam sistem
neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu
sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran
sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan
di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun nonfinansial (disebut
current expenditure). Angka tabungan yang berasal dari neraca pendapatan dan
pengeluaran selanjutnya dibawa ke dalam neraca modal (capital finance accounts), yang
mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir
ini mencatat tabungan bruto dan pembentukan modal atau harta real yang terdiri dari
pembentukan modal tetap bruto ditambah perubahan stok. Dalam NAD juga dicatat
pembelian neto barang tak berwujud, seperti: hak paten dan nama bak (goodwill)
wal aupun data semacam ini tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam neraca pendapatan dan pengeluaran, dan neraca modal lebih
sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang
sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor sgja.

NAD juga mempunya kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD,
surplus/defisit neraca pembayaran adalah negatif/positif tabungan di sektor luar negeri
untuk NAD. Bagian neraca modal dalam neraca pembayaran mencatat transaksi luar negeri
menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda
dalam kategori dan rincianya.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan
pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit
lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai
suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten
dengan data dari neraca real (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan
nasional.
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Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor real
melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi melaui
variabel-variabel finansia seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbaga jenis
instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara
empiris. Misalnya untuk melihat interaks antara tabungan dan investasi, hutang dan

piutang, perilaku perantarafinansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kaitan antara neraca pendapatan dan pengeluaran,

dan neraca modal dengan neraca arus dana diberikan seperti dalam Bagan 1 berikut.

BAGAN 1

Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional

NERACA BERJALAN:

Pendapatan minus pengeluaran sama dengan
Neraca Pendapatan dan )
Pengeluaran tabungan bruto (Tabungan neto tidak termasuk
(Menurut Sektor) Penyusutan barang modal)

NERACA MODAL.:

_ Tabungan bruto minus perolehan harta nonfinansia
Neraca Pembiayaan o
Modal (pembentukan modal tetap) sama dengan pinjaman
(Menurut Sektor) neto
NERACA ARUS DANA:
Neraca Arus Dana Menyediakan data rinci mengenai kegiatan pasar
(Menurut Sektor dan finansial (Dengan caramerinci pinjaman neto)
Subsektor)

Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyagjikan data
mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selish pendapatan
dan pengeluaran ini menghasilkan tabungan bruto, karena di dalamnya masih termasuk
komponen penyusutan barang modal. Dalam neraca modal digambarkan bagaimana barang
modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara tabungan bruto yang

12



berasal dari neraca pendapatan dan pengeluaran dengan jumlah pembentukan barang
modal merupakan pinjaman neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya pinjaman
neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansia dan
sektor pelakunya.

24  Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Perusahaan biasanya membuat paling sedikit dua jenis laporan keuangan, yaitu
laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran
berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari
neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan moda perusahaan pada satu saat
tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun berdasarkan data
neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa
jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis

dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi
HARTA = KEWAJIBAN

Sisi kewajiban biasanyaterdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama

merupakan kewgjiban terhadap pihak ketiga dan yang terakhir merupakan kewajiban
terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat dirubah menjadi

HARTA =HUTANG + MODAL

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta real dan harta

finansial. Harta real mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan
peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan
kegiatan perusahaan, maka disishkan sebagian dana untuk mengganti barang modal
tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda

negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

HARTA REAL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL
atau

HARTA REAL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL DAN
PENYUSUTAN (MP)
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Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang
berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut

HRt+ HFt: Ut+ MP{,
dan

HRt1+ HF1 = Ups + MPrg

Sekarang jika kedua persamaan ini dikurangkan diperoleh besaran yang
menunjukkan selisih dualevel neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

AHRt+AHFt:AUt+AMPt

Dengan mengganti MP; dengan TB; (tabungan bruto) persamaan di atas dapat
disusun kembali menjadi
AHF{ - AU{ = ATB{ = AHR{

Berdasarkan persamaan terakhir dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan
lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan
ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti
menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan
finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansia dan pembayaran
hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat
ditulis kembali menjadi

ATB; + AU; = AHR; + AHF;

dan memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan
sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan
jumlah penggunaan dana (penambahan hartareal dan harta finansial).

Persamaan di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD
masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam
matriks NAD sektor pelaku ekonomi disgikan menurut kolom, maka identitas ini
disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD

harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan
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merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus
melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian
untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata
lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewagjiban untuk
kategori finansia yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial
disgjikan menurut baris, makaidentitas ini disebut "identitas baris.”

2.5  Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat
data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam
pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. NAD
juga konsisten artinya data keuangan yang disgjikan harus mengikuti aturan tertentu.
Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan
ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan
untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan
sebagal dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

25.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (data base), yang menyediakan catatan-
catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini
dapat dibuat analisis deskriptif mengenal kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

25.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Bagi para
pengamat ekonomi makro yang tertarik dalam menganalisis kaitan antar sektor finansial
dan real dapat menggunakan informasi tabungan dan investas real.

Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan
sektor tertentu, misalnya sektor swasta nonfinansial, dapat menggunakan data deret
berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari
hutang-hutang terhadap modal saham, pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman
jangka panjang. Apalagi jika data tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga
dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan.
Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi.
Jumlah perubahan harta dan kewagjiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen
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dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah
tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi apakah sebaga individu atau
perusahaan melakukan investasinya ke berbagal jenis instrumen finansial sesuai dengan
hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika diabaikan biaya
transaks masing-masing jenis portfolio, maka para pelaku ekonomi akan merubah
perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing
portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu
aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga
meningkat atau harganya lebih rendah.

Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaks juga diperhitungkan
sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan
secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik dalam meramalkan tingkat suku bunga dapat
memanfaatkan arus finansial sebagai aatnya. Prosedur sederhana yang dilakukan adalah
memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat
pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut
seperti bank dan perusahaan asurans jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan
penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran
terhadap suatu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan
penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan
penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan
tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansia,
tabungan, dan investasi sektora sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan
nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel
tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini
harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini

dilakukan karena, pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun
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ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima
tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuailkan dengan
memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral
maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula
beberapa informasi tidak langsung.

Dalam konteks membuat perencanaan, dapat dimulai dengan perkiraan investasi
real untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan perkiraan besarnya tabungan
yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD.
Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-
variabel terkait lainnya.

26 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah
keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan
penggunaan metode sampling tak dapat dihindarkan. Di samping kelemahan sumber
data, di bawah ini dijelaskan pula beberapa keterbatasan NAD berkaitan dengan
pendekatan yang digunakan. Misalnya pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai
sumber data, membawa implikas terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi
neraca, dan arus sebenarnya (true flows).

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan
neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk
periode satu tahun. Padaha selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup
berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber
atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan
dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Tapi
penurunan piutang dagang misalnya, belum berarti penurunan kas.

2.6.2 Konsolidasi dan Gabungan Neraca

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-
neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan.
Pengelompokkan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika
dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi
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penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik
sebagai harta maupun kewajiban.

Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus
tersedia secara rinci data mengena dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor
tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali
untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode
gabungan.

2.6.3 "Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun
yang berurutan. Angkaini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (true flows)
selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya
tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu yang diakibatkan karena: (1) keuntungan
atau kerugian akibat perubahan kurs, (2) capital gains dan losses, (3) perubahan
klasifikasi sektor dan (4) perubahan dalam prosedur akuntansi atau penyusunan
laporan keuangan.

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang
asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari
perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang
dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan
kurs.

Idealnya, nilai "true flow" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data
setiap transaks yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta atau
kewgjiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi
tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat
besar dan datanya sulit diperolen. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat
dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan
mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs
pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing
menggunakan kurs yang sama. Demikian pula dilakukan untuk periode
sebelumnya dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung
arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs
yang sesuai untuk mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah.
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3)

(4)

(@)

Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang
dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini
dilakukan angkanya akan mendekati arus sebenarnya.

Capital Gains and Losses serta Revaluas

Perusahaan atau pemerintah dapat sgja menyesuaikan nilai hartanya seperti:
tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain
sesual dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian
harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/ penurunan modal
ini dapat disamakan dengan labalrugi yang diakibatkan capital gains/losses yang
tercermin dalam laporan rugi/laba. Walaupun begitu, sistem neraca nasiona tidak
memperlakukan capital gaing/losses sebagai pendapatan, karena data ini tidak
mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan
NAD sebagian besar adalah laporan keuangan perusahaan, maka penilaian kembali,
apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan
dianggap sebaga arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustras
perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap
kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi
perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD.

Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level
neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain.
Penurunan dan kenaikkan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena
kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu
sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan
tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang
dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada
akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Misalnya, penilaian pada akhir tahun
akan berbeda bila digunakan sistem "last in first out" (LIFO) atau "first in first out”
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(FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya,
tetapi tetap tercakup pada NAD karena mendasarkan pada data yang ada.

Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD.
Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang
dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut
yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, seolah-olah terjadi
penurunan level neracanya, karena transaksi antara induk dan cabang tidak
diperhitungkan.

Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa
sektor seperti perusahaan nonfinansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca
perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi
mungkin pula berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca
gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada giliranya
dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui besarnya tingkat
kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi misalnya dengan cara menghitung arus dana
masing-masing tahun, berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau
dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-
masing individu.



BAB |1
KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa NAD adalah suatu sistem
pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaks pinjam-meminjam antar
berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Dari pengertian ini paling tidak ada dua hal
yang harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu melaui instrumen finansial apa proses pinjam-

meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya.

Untuk menggambarkan arus finansial antar sektor melalui instrumen finansial tertentu,
lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansia dan
kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor
dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia
akan dijelaskan secaralebih rinci.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan anaisis tertentu lazim
dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen.
Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan
perbandingan antar kel ompok.

Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan
ekonominya, seperti sektor pertanian, industri dan sebagainya® Berbeda dengan cara
pembagian tersebut, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi.® Alasan
pembagian tersebut adalah karena transaks finansial dan keputusan investasi yang dilakukan
dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti rumah
tangga, pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam
meminjam berbagali pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial.
Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi ke dalam jumlah sektor

° Klasifikas Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik

produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari International Sandard Industrial Classification (1SIC).
6 Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.
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tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Untuk tujuan tersebut biasanya unit-unit
ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke
dalam satu sektor. Dengan demikan, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam
lima sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, dan luar
negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda
Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab
terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah
besar. Lembaga keuangan khusunya bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan
menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi perusshaan adalah mencari
keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam prakteknya, keempat sektor yang disebut
pertama (kecuali luar negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, kelima sektor di atas, terkecuali luar negeri, dikelompokkan
menurut sektor keuangan dan bukan keuangan. Dengan demikian dalam analisis Neraca
Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor
keuangan, bukan keuangan dan luar negeri. Sektor keuangan adalah sektor-sektor yang
tidak  menghasilkan barang dan berfungsi sebaga penghubung atau perantara
(intermediaries institution) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan
dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor luar negeri merupakan konsekuensi logis dari
dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan
nonresiden.

Dalam sektor keuangan, paling tidak harus muncul sektor bank dan bukan bank
atau seringkali disebut sebagai lembaga keuangan lainnya, dengan pertimbangan bahwa
hanya sektor bank sgja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang
gira, sedangkan sektor bukan bank tidak diizinkan melakukannya (nonintermediaries
institution). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial

dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Di samping itu dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana
(surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini sektor keuangan dirinci ke dalam
sektor Otoritas Moneter, sektor Bank dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Moneter
dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan
uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Bank terdiri dari bank
umum atau BPUG, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perbankan syariah. Khusus bank
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umum atau Bank Pencita Uang Giral (BPUG) secara spesifik dapat dibedakan menjadi
Bank Swasta Nasiona (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah
(BPD), bank campuran, dan bank asing. Karena keterbatasan data yang tersedia, maka data
yang dicakup untuk sektor bank ini hanya meliputi bank umum atau BPUG sga.
Sedangkan untuk BPR dan perbankan syariah data masih belum lengkap.

Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor keuangan bukan bank
tidak sebaik yang dimiliki sektor perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi
sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor non
bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu perusahaan pembiayaan, modal ventura,
asuransi, pegadaian dan dana pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan
di Indonesia, sektor asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan
kemajuan pembangunan di Indonesia, maka peranan sektor ini secara waar juga akan
semakin meningkat. Oleh karena itu pembentukan sektor asuransi juga seharusnya dibuat
cukup rinci dalam NAD tetapi karena keterbatasan data yang tersedia, sektor ini masih
bergabung dalam sektor keuangan bukan bank. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada
tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan
program asuransi sosial. Jenis usaha asuransi dibedakan menjadi tiga yaitu usaha asuransi
kerugian, usaha asurans jiwa dan usaha reasuransi. Usaha penunjang asuransi meliputi
usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha
konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi. Sedangkan program asuransi sosial melipuiti
program asuransi sosid yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) seperti program asuransi sosial yang diselenggarakan oleh PT. Jasa
Raharja, PT. Taspen, PT. JAMSOSTEK dan Perum ASABRI.

Lembaga keuangan bukan bank lainnya terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal
ventura, pegadaian dan dana pensiun. Termasuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan
adalah jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan
konsumen dan pembiayaan kartu kredit Walaupun peranannya tidak sebesar sektor bank
atau asuransi, tetapi akhir-akhir ini perkembangannya cukup berarti, terutama untuk dana
pensiun. Suatu kekhasan di dalam sistem finansial Indonesia adalah adanya sektor
pegadaian yang secara teknis operasinya masih sangat terkait dengan sektor pemerintah.
Di negara-negara lain juga terdapat sektor pegadaian tetapi diselenggarakan oleh swasta.
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Lain halnya dengan sektor keuangan, sektor bukan keuangan adalah sektor-sektor yang
bergerak di sektor real, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam
perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang menggerakkan roda perekonomian,
yakni sektor pemerintah, perusahaan pemerintah termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG, perusahaan swasta,
koperasi dan rumah tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri
dalam NAD.

Sektor terakhir sebaga pelengkap sistem NAD adalah sektor luar negeri. Sektor ini
secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik hutang-piutang penduduk Indonesia
dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya
terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor
di antaranya merupakan sektor keuangan, dan hanya 9 untuk sektor bukan keuangan serta
satu sektor luar negeri. Tetapi karena keterbatasan data, maka dalam publikas ini hanya
disgiikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, terdiri dari Otoritas moneter, Bank
Umum (BPUG), lembaga keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Moda Ventura
Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN,
BUMD, dan BULOG), Bisnis (Perusahaan Swasta, dan Koperasi), Rumah Tangga dan
Luar Negeri. Khusus untuk perusahaan modal ventura datanya masih belum mencukupi.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD
Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

* Otoritas Moneter
* Bank
* Bank umum atau Bank Pencipta Uang Gira (BPUG)
* Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
* Perbankan Syariah
* Lembaga Keuangan Lainnya
* Perusahaan Pembiayaan (pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak
piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan kartu kredit)
* Peransuransian (usaha asuransi, usaha penunjang asuransi dan program
asurans sosial)
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» DanaPensiun
* Pegadaian
SEKTOR BUKAN KEUANGAN
* Rumah Tangga
* Pemerintah (Pusat dan Daerah)
* Perusahaan Pemerintah (BUMN, BUMD, dan BULOG)
* Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial dan Koperasi)

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1,
dalam publikasi ini.

3.1.2 Pembagian Kategori Transaksi

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian atas
berisi tabungan bruto dan perolehan harta nonfinansia yang dalam istilah lain disebut
investasi real atau pembentukan modal. Tabungan bruto dibagi dua yaitu penyusutan
barang modal dan tabungan neto. Sedangkan perolehan harta nonfinansial berisi
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), perubahan stok, dan Pembelian Barang Modal
Bekas dari LN dan Harta Tak Berwujud Neto (PBHTN). Kesemua rincian tersebut berasal
dari sektor real yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional, dan merupakan
jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansia untuk kepentingan pengecekan konsistens,
diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih
antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi karena matriks NAD disgjikan
menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investas real. Jika
angka baris ini positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor
surplus), sebaliknya jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit).
Melalui matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran danadari sektor surplus ke
sektor defisit melaui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian
di bawah.

Sebenarnya angka pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah
penggunaan finansia dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto
adalah bagian investasi finansial, begitu pula selisih jumlah pengunaan dan sumber juga
akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial.
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Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah
penggunaannya. Sebaliknya jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan
lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan dalam baris selisih
statistik. Dengan demikian terdapat lima baris penunjang, yaitu pinjaman neto, selisih
statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber
finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang beris
berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh
masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Kalau pendekatan ini ditempuh
maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan
mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen
yang sgjenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-
instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, cadangan asuransi dan dana
pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor asuransi dan dana
pensiun. Begitu pula transaks kategori pajak, yang hanya menggambarkan hubungan
hutang dan piutang pajak antara sektor pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan ini yang diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi
NAD Indonesia dapat dibagi ke dadam (@) cadangan valuta asing pemerintah, (b) klaim
dalam valuta asing lainnya, (¢) uang dan simpanan, (d) surat berharga jangka pendek, (€)
pinjaman, (f) modal (equity), surat berharga jangka panjang dan (g) lainnya. Di bawah ini
dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas.

Cadangan valuta asing pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor otoritas
moneter dengan sektor luar negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi emas moneter,
Soecial Drawing Right (SDR), posis cadangan di IMF, cadangan vauta asing, dan
lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping otoritas moneter, sektor lainnya
dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor luar negeri. Oleh karena
Itu, untuk menampung transaks yang demikian, dimunculkan kategori klaim dalam valuta
asing lainnya.

Di bawah kategori uang dan simpanan dirinci semua instrumen yang sebagian besar
berkaitan dengan hutang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor

lainnya di sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan
kategori uang dan simpanan dalam valuta asing dan rupiah secara terpisah. Masing-masing
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kategori ini dirinci lagi ke dalam uang kertas dan logam, giro, tabungan dan deposito
berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya,
yang mencakup tabungan giro pos dan koperasi, berturut-turut untuk menampung
simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi.

Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu aternatif lain
dalam investas finansial. Di lain pihak, otoritas moneter kadang-kadang menggunakan
instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan
kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya pinjaman merupakan hutang pada bank dan
institusi lain.

Dalam praktek, terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan nonbank juga ikut
mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Kesemua kredit atau
pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu
dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen kredit bank dalam rupiah,
pinjaman institusi lain dalam rupiah, serta pinjaman dalam valuta asing. Karena sifat kredit
yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit baik yang berasal dari
bank maupun institusi lainnya dipecah menjadi kredit modal kerja, kredit investasi dan
konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank

maupun institusi lainnya, dimasukkan dalam satu kategori pinjaman dalam valuta asing.

Setiap sektor untuk menjalankan kegiatannya sudah tentu mempunya modal atau
equity. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan
penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara
dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan
menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara
melakukan penawaran sahamnya (go public) di pasar moda khusunya untuk perusahaan-
perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan
(emiten) cara seperti ini merupakan cara memperolen sumber dana di luar kredit
perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana cara seperti ini
merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam
bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas
tersebut, maka dalam NAD, di bawah kategori modal, juga dimunculkan jenis kategori
transakss moda saham dan penyertaan (swasta) dan penyertaan moda pemerintah, yang

27



dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi
perusahaan yang menerimanya.

Surat berharga jangka panjang (obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor
pemerintah, lembaga keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka
panjang. Bagian dari kategori ini untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan obligasi
pemerintah dan obligasi lainnya tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun
valuta asing. Saat ini obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri jugatelah
menerbitkan obligasi untuk dalam negeri, seperti: Surat Utang Negara (SUN), dan Obligasi
NegaraRitel (ORI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan
kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti cadangan asuransi dan pensiun, untuk
sektor asuransi dan dana pensiun, dan dana perwalian yang direncanakan untuk
menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "trust company". Nampaknya
investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia Kemudian
untuk menampung hutang-hutang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan
kategori kredit dagang. Kategori pajak dimaksudkan untuk menampung hutang-piutang
pajak antara pemerintah dengan sektor lainnya. Kategori klaim antar bank dibuat khusus
untuk transaksi yang terjadi antar bank, baik antar BPUG dengan Bank Indonesia, maupun
transaks antar BPUG.

Selain kategori transaks di atas, dibuat pula suatu kategori rupa-rupa yang
menampung semua transaks yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut
terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun
demikian, berkaitan dengan data NAD yang disgjikan dalam publikasi ini, hanya kategori
transaks yang penting dan strategis sgja yang dimunculkan tersendiri, sedangkan untuk
kategori transaksi lain hanya dimunculkan agregasinya.

3.2  Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia umumnya
merupakan neraca akhir tahun (Balance Sheet) perusahaan. Sesual dengan pembagian
sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk
sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan kode-kode
transakss NAD, sebaliknya sektor keuangan bukan bank dan sektor bukan keuangan

sebagian besar masih merupakan neraca individu perusshaan yang memerlukan
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pengolahan lebih lanjut. Sektor rumah tangga dan luar negeri karena karakteristik data
yang digunakan berbeda, tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun.

Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam
penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil
pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci sehingga
memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula
dengan perkiraan alokasinya (counterpart accounts) ke sektor-sektor lain. Dengan
demikian sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca
konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank
Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi
ini juga sangat memadai sehingga memungkinkan membuat perkiraan alokasinya ke sektor-
sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis
kegiatan yang dicakup di dalamnya. Seperti data perusahaan pembiayaan diperoleh dari
Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan
bersangkutan. Data Dana Pensiun diperoleh dari Departemen Keuangan dan dari survei-survei
khusus. Survel khusus yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data perusahaan
pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan
(SKDLP). Data untuk sektor asuransi (meliputi tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha
asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asurans sosia), diperoleh dari
Departemen Keuangan berupa neraca individu sehingga perlu pengolahan lebih lanjut.
Sedangkan data untuk Perum Pegadaian,’ diperoleh langsung dari perusahaan bersangkutan.

! Sejak April 1990, perusahaan ini berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum).
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3.24 Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan sekor-
sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam bentuk neraca. Untuk
keperluan penyusunan NAD diupayakan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari
Bank Indonesia dan Departemen Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat”.
Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, karena keterbatasan data hal yang serupa tidak dapat
dilakukan. Oleh karena itu sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya,
terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah.
Khusus mengenai data tabungan dan pembentukan modal pemerintah, diperoleh langsung dari
hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 Perusahaan Pemerintah

Perusahaan pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BULOG. Perusahaan pemerintah di bidang keuangan baik
perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank sudah termasuk dalam kelompok sektor
keuangan sebelumnya. BULOG, walaupun sebenarnya bukan merupakan perusahaan
pemerintah tetapi untuk kepentingan penyajian, digabungkan dalam kelompok ini.

Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Departemen Keuangan berupa
neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun demikian,
data yang diperoleh belum mencakup seluruh BUMN yang ada, sehingga masih diperlukan
penaksiran-penaksiran. Data untuk BUMD juga diperoleh dari Departemen Keuangan, dengan
cakupan yang masih kurang memadai. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik
dilakukan secara tidak langsung melalui alokas (counterpart accounts) sektor-sektor lain.
Sementara itu, data untuk BULOG berupa neraca akhir tahun yang cukup rinci diperoleh
langsung dari lembaga bersangkutan.

3.2.6 Perusahaan Swasta

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD dan lembaga
keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di
Indonesia, dalam arti belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan
menygjikan statistik keuangannya. Oleh karena itu keberadaan sektor ini dalam NAD
Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti.
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Satu-satunya sumber data keuangan untuk sektor ini adalah dari Direktorat Jendral
Pajak, Departemen Keuangan, yang mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka
pemungutan pajak.

Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka
dari data perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan keseluruhan
cakupannya. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambilkan dari
perkiraan-perkiraan lawan (counterpart accounts) yang tersedia di sektor lain (khususnya
sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh
gambaran struktur finansialnya. Untuk melengkapi gambaran sektor perusahaan swasta,
dikumpulkan dan diolah pula neraca-neraca perusahaan yang go-public, yang diperoleh
dari Badan Pengawas Pasar Moda (BAPEPAM).

3.2.7 Koperasi

Sektor koperasi terdiri dari koperasi pedesaan (KUD) dan koperasi perkotaan (non-
KUD). Data untuk penyusunan NAD sektor ini diperoleh dari beberapa sumber. Untuk
Induk Koperasi baik yang berkaitan dengan KUD maupun non-KUD diperoleh dari
Departemen Koperasi. Data untuk KUD diperoleh dari hasil perkiraan Departemen
Koperasi. Sedangkan data non-KUD diperoleh dari estimasi hasil survei khusus terhadap
1500 koperasi.

Daam publikasi NAD Indonesia, untuk memudahkan penyajian, sektor koperasi ini
dikelompokkan dengan perusahaan swasta. Matriks NAD untuk sektor koperasi pada tahun
2006 datanya diharapkan berasal dari hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE 06). Tetapi sampai
saat ini hasil pengolahan SE 06 belum dapat disajikan, sehingga matriks NAD untuk
sektor perusahaan swasta untuk tahun 2006 belum mencakup sektor koperasi.

3.2.8 Rumah Tangga

Sektor rumah tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun
neraca akhir tahunnya, sebab dengan alasan ekonomi belum terlihat pentingnya rumah
tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data
keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan
Investass Rumah Tangga (SKTIR) dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak
10.000 rumah tangga.
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Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio
tabungan terhadap pendapatan (saving ratio) dan struktur perubahan harta dan kewajiban
finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti:
uang, giro, deposito, kredit bank dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi
(counterpart accounts) yang diberikan oleh sektor bank. Data tabungan dan pembentukan
modal diperolen dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional

Indonesia

3.29 Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia data untuk sektor luar negeri diperoleh dari
beberapa sumber dengan cara tidak langsung (sebagal counterpart accounts). Data tersebut
diturunkan dari hasil perhitungan NAD untuk sektor otoritas moneter, bank dan
pemerintah. Di samping itu, dipertimbangkan juga data yang berkaitan dengan transaksi
luar negeri yang ada pada neraca pembayaran (Balance of Payment).

Tabungan sektor ini sama dengan surplus berjalan yang diperoleh dari Neraca Luar
Negeri, Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam
penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor rumah
tangga dan luar negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (@) neraca
konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca
asuransi yang dikerjakan oleh Departemen Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan
yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari

instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas, dapat
dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Penyusunan Bagan Transaks (Chart of Accounts) Sektoral

Bagan transaksi adalah suatu media antara, yang secara teknis digunakan untuk
mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan
kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun baik berdasarkan neraca dalam
bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada
setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transakss NAD dapat dilakukan dengan
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mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan sering dilakukan dengan
membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk
setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai
berikut.

I Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transakss NAD yang
sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku
yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi
yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD disebut
Bagan Transaks Perusahaan. Selanjutnya bagan transaksi ini dapat disederhanakan
dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode
kategori transaksi sama.

ii. Bagan Transaksi Sektoral diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi
Perusahaan, yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode
sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakal

untuk menyusun NAD.

3.3.2 Penghitungan Arus Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang
terjadi antar sektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktek, arus
finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori
transaks dari dua neraca (bagan transaksi) tahun yang berurutan. Oleh karena itu arus

finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif.

Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan dalam dua kolom, sumber dan
penggunaan. Arus finansiad sebagal sumber (sources) berasal dari semua kategori
transaks yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya arus finansial sebagal

penggunaan (uses) berasal dari semua kategori transaks di sisi aktiva.

3.3.3 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansiad yang dikumpulkan dari
berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus
dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Karena Bank Indonesia di samping
menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula

menunjukkan alokasinya (counter part accounts) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk
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arus uang dan rekening giro sebaga sumber di BPUG, dapat diketahui sektor apa sgja
pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak transaksi yang sama juga dapat diketahui
dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya
rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik
ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat
menurut sektor, selish antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus
sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus

sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasiona, rekonsiliass NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
sebagal berikut:

i Isan kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor  harus
memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.

e Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap
atau Perolehan Harta Nonfinansia (0200).

e Investas Finansia Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah
Sumber Finansial (0700).

e Sdish Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investass Finansial Neto
(0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya
sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali, maka selish statistik
ditiadakan, Sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.

e Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan
danadari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.

e Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari

berbagai instrumen finansial di kolom sumber.

ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus
dijaga Secara nasional, data penyusutan barang modal, tabungan neto,
pembentukan modal tetap dan perubahan stok yang diperoleh dari hasil perhitungan
NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).
Oleh karena itu seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan
angkarangka PDB. Dalam praktek, penyesuaian dilakukan dengan mengal okasikan
perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas kepada sektor-sektor yang tingkat
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ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya hasil perhitungan dari
sektor-sektor yang tingkat ketelitiannyatinggi tetap dipertahankan.

lii.  Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat
perhatian. Instrumen finansial seperti uang, giro, deposito, kredit dagang, dan kredit
bank mempunyai karakteristik yang berbeda. Beberapa instrumen dapat
ditransaksikan oleh sektor-sektor yang lebih terbatas. Sebagai contoh giro (1022), di
sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh
data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia tidak mengalami
penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank
Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin sgja diubah untuk menjaga keseimbangan

dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari
sumber yang sangat beragam. Data tersebut umumnya dalam bentuk neraca akhir tahun
baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu
perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat
mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan
pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan makna dari setiap pos neraca
tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat
berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelgari dan

memahami setiap neracaindividu ini cukup memakan waktu.

Masal ah kedua adalah sering terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh
keterangan yang memadai, bahkan disgjikan dalam bentuk kelompok besarnya sgja (tidak
rinci). Kondis ini sangat menyulitkan proses transformas dari pos-pos neraca ke kode
transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode.

Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku
dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang
yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Kalau sistem ini dapat berjalan
maka proses penyusunan dapat dipersingkat dan penyajian NAD dapat |ebih dipercepat.
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BAB IV
ANALISISDESKRIPTIF NERACA ARUSDANA INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas perkembangan beberajpéealgoenting yang diturunkan
dari matriks Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2Q027Y. Pembahasan akan difokuskan
pada neraca pembiayaan modal masing-masing sedta Snjauan NAD untuk periode
tersebut. Pada bagian lain, diberikan analisis yaergaitan dengan sumber dan penggunaan
dana untuk sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (DKBfiun 2007 serta ulasan

mengenaFinancial Deepening danVelocity of Income.

4.1  Neraca Pembiayaan Sektoral

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelunamyzalpelaku ekonomi terdiri dari
berbagai sektor/institusi yaitu bank, bukan ban&merintah, rumah tangga, perusahaan
pemerintah, swasta dan luar negeri. Penyajian wetikp sektor dalam matriks NAD dibagi
menjadi dua kolom yaitu sumber dan penggunaan yamg dibentuk oleh adanya pembelian
dan penjualan berbagai jenis instrumen finansialaMi neraca pembiayaan modal sektoral
tersebut dapat dilihat berbagai sumber dana yamgudkan untuk membiayai investasi yang
dilakukan oleh setiap sektor dalam perekonomiardaPtabel 4.1 dan 4.2 disajikan
sumbangan tabungan bruto (tabungan neto ditambajugpatan barang modal) menurut
sektor terhadap total tabungan bruto dan terhadaguR Domestik Bruto (PDB). Sedangkan
tabel 4.3 dan 4.4 menyajikan struktur investastmoansial (pembentukan modal tetap bruto)
terhadap total investasi non-finansial dan terhaddpB. Kemudian pada tabel 4.5
diperlihatkan struktur pembentukan pinjaman netmgymerupakan selisih antara tabungan

bruto dan investasi nonfinansial menurut sektor.
4.1.1 Tabungan Bruto menurut Sektor

Pada tabel 4.1 berikut ini menunjukkan struktuutedan bruto selama periode 2002-
2007 yang terbagi atas tiga sektor; sektor pertadadah sektor bukan keuangan dengan sub
sektornya yaitu pemerintah, perusahaan dan runmajgaa sektor berikutnya adalah sektor
keuangan dengan dua sub sektornya yaitu bank deanlaank; dan sektor terakhir adalah

sektor luar negeri.

Sejak kurun waktu 2002-2007, jumlah tabungan bmgonperlihatkan kecenderungan

yang semakin meningkat dengan rata-rata pertumb2hadni persen.

37



TABEL 4.1. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR
TAHUN 2002-2007 (per sen)

A. BUKAN KEUANGAN 113,89 95,50 91,55 99,80 98,20 97,38

1 Pemerintah 19,75 20,37 18,44 14,73 21,36 ,2018
2 Perusahaan 66,45 53,96 48,01 59,11 55,59 ,6554
2.1 Pemerintah 20,74 10,31 15,20 0,52 40,4 4,13
2.2 Swasth 45,72 43,65 32,81 58,59 55,15 50,53
3 Rumah Tangga 27,68 21,17 25,10 25,96 21,2624,53
B. KEUANGAN 1,54 18,15 1341 9,94 6,33 2,91
4 Bank" 0,95 17,96 12,78 8,48 5,29 0,94
5 Bukan Bank 0,59 0,19 0,63 1,46 1,04 1,97
C. LUAR NEGERI -15,43 -13,65 -4,96 -4,54 -0,29
6 Luar Negeri -15,43 -13,65 -4,96 -9,74 -4,54 -0,29

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah Tab Bruto (Millar 405047 515470 552202 738726 847853 984001

Rp)
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dgrekasi
++)Termasuk OM

Pada tahun-tahun berikutnya tabungan bruto terusgat@mi peningkatan, yaitu
sebesar 25,47 persen menjadi sebesar Rp 492.8#9 palda tahun 2004, dan meningkat
sebesar 49.89 persen menjadi sebesar Rp 738.7i@9 paitla tahun 2005 yang menunjukkan
peningkatan tertinggi pada periode 2002-2007. Rysatan ini terus berlanjut hingga tahun
2006 dan 2007 dengan total nilai tabungan brutq ytarbentuk sebesar Rp 819.G88iar
dan Rp 984.09%niliar walaupun sempat terjadi perlambatan penitagkgpada tahun 2006
yaitu 10,97 persen yang kemudian kembali mening&da tahun 2007 sebesar 20,07 persen.
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Gambar 4.1 Perkembangan Tabungan Bruto Tahun 2002-2007
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Selama periode 2002-2007 sektor bukan keuangan likiepgranan yang dominan
dalam pembentukan tabungan bruto dibandingkan isk&tmngan maupun sektor luar negeri.
Hal ini ditunjukkan oleh gambar 4.1 Dalam kurun tuakersebut peranan sektor bukan
keuangan relatif berfluktuasi. Peranan sektor bukeuangan yang terdiri dari sub sektor
pemerintah, sub sektor perusahaan (perusahaanip&hedan perusahaan swasta) dan sub

sektor rumah tangga.

Peranan sektor bukan keuangan dalam pembentukamgai bruto mencapai
persentase tertinggi pada tahun 2002, yaitu seldd$g30 persen terhadap total tabungan
bruto. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2002ikbperekonomian Indonesia relatif
stabil dan terkendali serta prospek pemulihan merekian pasca krisis yang semakin baik.
Sedangkan peranan sektor bukan keuangan terhadapeptikan tabungan bruto yang
terendah terjadi pada tahun 2004, yaitu sebes&B@rsen dari total pembentukan tabungan
bruto. Kondisi tersebut dikarenakan adanya gejgiakitik (pemilihan presiden) yang
berdampak pada stabilitas perekonomian. Pada ta@0n peranan sektor bukan keuangan

sebesar 95,65 persen terhadap tabungan bruto.

Jika dilihat per sektor maka pada sektor bukan kgaia, peranan sektor pemerintah
relatif berfluktuatif dalam pembentukan tabungaotda Pada tahun 2002 peranan sektor
pemerintah terhadap pembentukan tabungan brutsaeBé,76 persen. Pada tahun 2003,
peranan sektor ini mengalami peningkatan menjduess 26,73 persen. Kenaikan peranan
sektor pemerintah dalam pembentukan tabungan lwel@ma tahun 2002 hingga 2003
disebabkan oleh upaya-upaya pemerintah dalam ifikaxss dan ekstensifikasi penerimaan
pajak serta peningkatan pelayanan kepada wajillx (j®) sehingga pendapatan pemerintah
dari pajak mengalami peningkatan. Selain itu addmfajakan untuk menurunkan subsidi
dan pengurangan beban bunga utang dalam negeftumelhijakanbuy back yang dilakukan

pemerintah mampu mengurangi beban belanja negara.

Memasuki tahun 2004 mengalami penurunan menjadisset20,67 persen, dan terus
menurun hingga menjadi sebesar 14,73 persen pddm tad005. Penurunan tersebut
disebabkan karena besarnya tekanan peningkatamjdbetegara sebagai dampak dari
tingginya harga minyak dunia sejak tahun 2004 yaweggakibatkan kenaikan subsidi BBM
oleh pemerintah serta berbagai kejadian bencama ghkng terjadi dalam kurun waktu
tersebut sehingga meningkatkan pengeluaran pemerinhtuk merestukturisasi daerah-
daerah yang terkena bencanBada tahun 2006, peranan sektor pemerintah dalam
pembentukan tabungan bruto kembali mengalami pkaiag menjadi 22,09 persen.
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Meskipun secara umum kondisi perekonomian di taR0@6 relatif belum stabil pasca
kenaikan BBM di tahun 2005 yang mencapai rata-i@@ persen, akan tetapi pemerintah
berhasil meningkatan penerimaan tetap yang bedesalpenerimaan pajak maupun non-
pajak serta peningkatan hibah. Pada tahun 2007grspkmerintah mengalami penurunan
menjadi 18,20 persen yang disebabkan karena péacepembayaran utang ke IMF.

Peranan sub sektor bukan keuangan yang lain, gaiusahaan yang terdiri dari sub
sektor perusahaan pemerintah dan perusahaan sedsidap pembentukan tabungan bruto
selama periode 2002-2007 berfluktuasi antara 41pé&8en. Sub sektor perusahaan pada
tahun 2002 memberikan andil sebesar 63,04 persbad@p total pembentukan tabungan
bruto. Masing-masing disumbang oleh perusahaan naie sebesar 22,84 persen dan
perusahaan swasta sebesar 40,20 persen. Pad2@,)kontribusi subsektor ini mengalami
penurunan menjadi 41,12 persen terhadap total pewi@n tabungan bruto, yakni dari
perusahaan pemerintah sebesar 13,53 persen dasalp@sn swasta sebesar 27,60 persen.
Pada tahun 2004 peranan subektor perusahaan terpad@bentukan total tabungan bruto
relatif stabil, yaitu 41,7¢ersen. Dengan peran perusahaan pemerintah med@apaipersen

dan peranan perusahaan swasta mencapai 24,71.persen

Peranan subsektor perusahaan terhadap pembentakamgan bruto kembali
mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,11 pdrgahun 2005. Akan tetapi peningkatan
subsektor ini diiringi dengan penurunan peranarugsraan pemerintah menjadi hanya
sebesar 0,52 persen, sedangkan peranan perusafesa sieningkat menjadi sebesar 58,59
persen.. Penurunan peranan perusahaan pemerimighsgagat signifikan ini disebabkan
perusahaan pemerintah pada tahun tersebut terjaditipasi atau mengalami kerugian.
Meningkatnya beban operasional perusahaan akibkby@aBBM sebesar rata-rata 126%
menyebabkan peranan subsektor perusahaan mengagammunan menjadi 51,73 persen.
Penurunan ini terjadi pada perusahaan pemeringalpum perusahaan swasta, yaitu masing-
masing sebesar 0,45 persen dan 51,28 persen. Uhituk 2007 sub sektor perusahaan
mengalami peningkatan menjadi 59,42 persen yangindiangkan oleh perusahaan
pemerintah dan perusahaan swasta masing-masingasebd3 persen dan 55,30 persen.
Perusahaan pemerintah dan perusahaan swasta mmenga&laingkatan pada tahun 2007

disebabkan oleh penguatan fundamental ekonomilairdaegeri.

Peranan sub sektor rumah dalam pembentukan tabumgito pada periode tahun
2002-2007 mengalami kecenderungan menurun darsael3®,50 persen pada tahun 2002
hingga menjadi sebesar 18,02 persen pada tahun. 2R8Zenderungan penurunan
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mengindikasikan bahwa membaiknya perekonomian jpad@de tersebut hanya didorong

olehbooming sektor finansial.

Selama periode tahun 2002-2007, peranan sektonganayang terdiri dari bank dan
bukan bank, terhadap pembentukan tabungan bratidf fecil dibandingkan peranan sektor
bukan keuangan. Peranan sektor keuangan dalam perkée tabungan bruto pada tahun
2002 mengalami penurunan menjadi 1,70 persen. Beaor peranan sektor keuangan
didorong oleh penurunan peranan subsektor bank iyemgalami penurunan menjadi sebesar
1,05 persen yang disebabkan oleh masih belum syabilondisi perbankan serta penurunan
jumlah bank yang beroperasi. Sedangkan untuk stdysékkan bank justru mengalami
peningkatan peranan menjadi sebesar 0,65 persdninHaecara tidak langsung juga
dipengaruhi oleh belum pulihnya kondisi perbankasional sehingga membuka peluang
bagi subsektor bukan bank sebagai alternatif pexatabagi masyarakat. Pada tahun 2003,
peranan sektor keuangan meningkat dengan signiftkanjadi 23,82 persen. peningkatan
peranan sektor ini didorong oleh peningkatan subsdlank yang mengalami peningkatan

menjadi 23,57 persen.

Kenaikan peranan subsektor perbankan ini disebablem belum pulihnya fungsi
intermediasi sektor perbankan sehingga penyaluraditkmasih terhambat. Sedangkan pada
tahun ini peranan subsektor bukan bank mengalamirppan menjadi 0,25 persen. Pada
empat tahun selanjutnya peranan sektor keuangas rregngalami penurunan hingga menjadi
sebesar 4,65 persen pada tahun 2007. Penurunarapesaktor keuangan pada tahun-tahun
tersebut seiring dengan penurunan peranan subdekt@ryang terus mengalami penurunan
sehingga menjadi sebesar 2,58 persen pada tahuh P@@anan sektor keuangan dalam
pembentukan tabungan bruto mengalami penurunaradiehg5 persen. Penurunan peranan
subsektor bank terhadap pembentukan tabungan disgbabkan selain karena penurunan
jumlah bank yang beroperasi juga semakin membaikoygsi intermediasi perbankan
dimana penyaluran kredit oleh perbankan semakiningkat. Sedangkan untuk peranan
subsektor bukan bank cenderung relatif stabil,uybérkisar antara 0,25 persen hingga 2,07

persen.

Struktur tabungan bruto sektor luar negeri selaahart 2002-2007 selalu mengalami
kontraksi (bernilai negatif), yaitu berkisar antat®,46 persen hingga -0,29 persen. Kondisi
seperti ini dapat dikatakan bahwa pembayaran hutatapesia pada pihak luar negeri masih

lebih besar dibandingkan dengan pinjaman yangimhigéeindonesia dari luar negeri. Pada
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tahun 2007, peranan sektor luar negeri terhadap@etukan tabungan bruto mengalami

penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesa@p-Persen dari total tabungan bruto.

TABEL 4.2. STRUKTUR TABUNGAN BRUTO MENURUT SEKTOR TERHADAP
PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2002-2007 (dalam persen)

SEKTOR 2002 2003 2004 2005 2006" 2007
A. BUKAN KEUANGAN 24,38 24,45 20,91 26,57 24,93 24,21
1 Pemerintah 4,23 5,21 4,44 3,92 5,42 4,53
2 Perusahaan 14,22 13,81 10,44 15,74 14,11 ,5913
2.1 Pemerintah 4,44 2,64 3,66 0,14 0,11 ,031
2.2 Swasth 9,79 11,17 6,78 15,60 14,00 12,56
3 Rumah Tangga 5,92 5,42 6,04 6,91 5,40 6,10
B. KEUANGAN 0,33 4,65 3,23 2,65 1,61 0,72
4 Bank? 0,20 4,60 3,07 2,26 1,34 0,23
5 Bukan Bank 0,13 0,05 0,15 0,39 0,26 0,49
C.LUAR NEGERI -3,30 -3,49 -0,08 -2.59 -1,15 -0,07
6 Luar Negeri -3,30 -3,49 -0,08 -2,59 -1,15 0,07
A.BUKAN KEUANGAN
TOTAL 21,40 25,60 24,06 26,63 25,39 24,86
Eg’g“k Domestk Bruto /1 o)1 g33 2013675 2295826 2774281 3339480 3957404
(Miliar Rp)

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dgrekasi
++)Termasuk OM

Selanjutnya pada Tabel 4.2 diatas, memperlihatk@ranan tabungan bruto yang
berasal dari sektor bukan keuangan, sektor keuadi@arsektor luar negeri terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Secara keseluruhan peranaumgan bruto terhadap PDB cenderung
mengalami peningkatan hingga mencapai 26,53 pgrada tahun 2005, yang kemudian
diikuti dengan sedikit menurun menjadi 24,55 perpada tahun 2006. Pada tahun 2007,
peranan tabungan bruto terhadap Produk Domestito Bsembali meningkat menjadi 24,87
persen. Kenaikan ini disebabkan perkembangan peoekian Indonesia yang membaik

sepanjang tahun 2007.

Peranan tabungan bruto sektor bukan keuangan tgHldB selama periode 2002-
2007 paling dominan dibandingkan dengan sektor rgara dan sektor luar negeri, hal
tersebut dapat terlihat pada gambar 4.4 yang mekken tingginya peran dari tabungan
bruto sektor bukan keuangan. Jika dilihat per sdktikan keuangan, peranan tabungan bruto
sektor pemerintah terhadap PDB dalam periode 200Z-Zukup berfluktuatif, kontribusi
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terkecil sektor ini terhadap PDB terjadi pada taR002 yaitu sebesar 4,13 persen. Hal ini
disebabkan kondisi keuangan pemerintah pada tabB08 fhasih mendapat tekanan yang
cukup berat, yaitu memburuknya lingkungan makroekan tidak optimalnya beberapa
kebijakan fiskal, dan ada pembatalan sebagian nanpancairan pinjaman program sebagai
pendukung pembiayaan pembangunan. Sedangkan kmnti#obesarnya sebesar 5,42 persen
terjadi pada tahun 2006, yang disebabkan karenangietrinya Pendapatan Negara dan hibah
didukung dengan perkembangan penerimaan nonpajak

& Keuangan ® Bukan keuangan @ Luar negeri

Gambar 4.2 Struktur Tabungan Bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Tahun 2002-2007

Peranan tabungan bruto sektor perusahaan terhdaBms&ama periode 2002-2007
paling dominan dibandingkan dengan sektor-sektergyiain. Pada tahun 2002, peranan
tabungan bruto sektor ini sebesar 11,98 yang dimdpadeh sub sektor perusahaan swasta
yang memberikan andil sebesar 7,64 peBahkan pada tahun 2005 peranan tabungan bruto
sektor perusahaan dalam pembentukan PDB meningiajach 15,68 persen, paling tinggi
selama periode 2002-2007. Peningkatan yang cukunifikein ini didorong oleh peranan sub
sektor perusahaan pemerintah sebesar 0,14 persesubdasektor perusahaan swasta sebesar
15,54 persenNamun pada tahun 2006, peranan sektor ini terh&@x#p menurun menjadi
12,70 persen, yang didorong oleh penurunan sulorspktusahaan pemerintah sebesar 0,11
persen dan sub sektor perusahaan swasta sebesampeisenPada tahun 2007, peranan ini
kembali meningkat menjadi 24,87 yang didorong gbelmingkatan sub sektor perusahaan
pemerintah sebesar 1,03 persen dan peningkatasektdr perusahaan swasta sebesar 13,75
persen. Selama keseluruhan periode tersebut, petabangan bruto sub sektor perusahaan
swasta dalam pembentukan PDB selalu lebih besaandibgkan peranan sub sektor

perusahaan pemerintah.
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Peranan tabungan bruto sub sektor rumah tanggadegghPDB dalam kurun waktu
2002-2007 relatif stabil, yaitu berada pada kisada#B persen hingga 6,89 persen, relatif
lebih kecil dibandingkan dengan peranan sub septousahaan dan relatif lebih besar
dibandingkan dengan peranan sub sektor pemeriRtdanan tabungan bruto sub sektor ini
pada tahun 2007 sebesar 4,48 persen lebih rendahdibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang disebabkan oleh kondisi perekomogiibal dan domestik yang kurang
menguntungkan serta masih belum pulihnya daya rhekyarakat pasca kenaikan harga
BBM.

Secara keseluruhan peranan tabungan bruto selitankeuangan yang terdiri atas
sub sektor pemerintah, sub sektor perusahaan damseddor rumah tangga terhadap PDB
dalam kurun waktu 2002-2007 cenderung berfluktuBranan tabungan bruto sektor bukan
keuangan yang terendah sebesar 18,45 persen tpgddi tahun 2003 dan yang tertinggi
sebesar 26,47 persen terjadi pada tahun 2005.

Peranan tabungan bruto sektor keuangan terhadalpepéwkan PDB selama periode
2002-2007 berada pada kisaran 0,32 persen hin@@apérsen. Jika dilihat per sub sektor,
maka peranan sub sektor bank terhadap pembentubBnsBlama periode tersebut relatif
lebih besar dibandingkan peranan sub sektor bu&ak. iPada tahun 2003 peranan tabungan
bruto sektor bank sebesar 4,55 persen terhadapPDf, ini merupakan peranan terbesar
selama periode tersebut, sementara pada periodesgana, peranan tabungan bruto sektor

bukan bank terhadap total PDB hanya sebesar Oj8Brpe

Struktur tabungan bruto sektor luar negeri terha@BB selama kurun waktu 2002-
2007 selalu bernilai negatif. Pada tahun 2003, n@@raabungan bruto sektor luar negeri
terhadap pembentukan PDB mengalami kontraksi sebes@5 persen, paling tinggi
dibandingkan periode yang lainnya. Sedangkan padant 2007, peranan tabungan bruto
sektor ini terhadap PDB mengalami kontraksi pakegil, yaitu hanya sebesar -0,07 persen.

4.1.2 Investas Non-Finansial M enurut Sektor

Investasi nonfinansial yang dirinci menurut sektokan keuangan, sektor keuangan
dan luar negeri disajikan pada tabel 4.3. Kontiidogestasi nonfinansial sektor bukan
keuangan selama periode 2002-2007 paling domirtzandingkan dengan sektor keuangan.
Selama periode tersebut sektor bukan keuangan mgsarb&ontribusi rata-rata 99,06 persen
terhadap total investasi nonfinansial. Kontribuskter bukan keuangan terhadap investasi

nonfinansial pada tahun 2003 sedikit mengalami paran dibandingkan tahun sebelumnya
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TABEL 4.3. STRUKTUR INVESTASI NON-FINANSIAL MENURUT SEKTOR
TAHUN 2002- 2007 (persen)

SEKTOR 2002 2003 2004 2005 20067 2007
A. BUKAN KEUANGAN 99,21 98,24 99,41 99,20 99,45 99,66
1 Pemerintah 15,90 16,02 13,84 12,21 13,41 5912
2 Perusahaan 68,28 77,63 72,11 82,46 82,33 ,6370
2.1 Pemerintah 30,48 16,03 26,73 9,54 09,2 7,67
2.2 Swasth 37,80 61,60 45,38 72,93 73,13 62,95
3 Rumah Tangga 15,03 4,59 13,46 4,52 3,71 4416,
B. KEUANGAN 0,79 1,76 0,59 0,80 0,55 0,34
4 Bank” 0,63 1,56 0,53 0,66 0,37 0,32
5 Bukan Bank 0,17 0,21 0,06 0,14 0,18 0,02

C.LUAR NEGERI
6 Luar Negeri

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

g;g"ah Tab Bruto (Millar 50947 300789 552202 738726 847853 984001

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dgrekasi
++)Termasuk OM

Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh menurunngiaran investasi di sektor
perusahaan pemerintah dan rumah tangga pada pé¢eicgdut yakni sebesar 21,04 persen
dan 6,02 perserSebaliknya, pada tahun 2004 kontribusi sektor ianhgalami penungkatan
yang cukup signifikan menjadi 99,34 perséteningkatan ini masih dipicu oleh sektor
perusahaan pemerintah dan rumah tangga yang menipgkat.Sayangnya, peningkatan
tersebut tidak terulang kembali pada tahun 20089aRzeriode ini, sektor bukan keuangan
mengalami sedikit penurunan menjadi 99,20 perseq visebabkan menurunnya kontribusi
sektor pemerintah dan sektor perusahaan pemenad juga dibarengi oleh penurunan
sektor rumah tanggaSelanjutnya, pada tahun 2006, kontribusi sektorabukeuangan
kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 9%948en atau meningkat sekitar 0,23
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatandidorong oleh meningkatnya
kontribusi dari sektor pemerintah. Sehingga, kesraikersebut berhasil mendorong sektor
bukan keuangan untuk kembali meningkat di tahur72@8@skipun tidak terlalu besar. Pada
tahun 2007, sektor bukan keuangan memberikan bkaosirisebesar 99,58 persen untuk
investasi non finansial atau meningkat 0,15 pedsantahun 2006. Bedanya, pada periode
ini, kenaikan justru dipicu oleh peningkatan sekpm®rusahaan swasta yang biasanya

berbanding terbalik dengan peningkatan kontribekias bukan keuangan tiap periodenya.
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Gambar 4.3 Struktur investasi non-finansial menurut sektor tahun 2007

Dari gambar 4.3. di atas, dapat dilihat bahwakstruinvestasi non-finansial pada
tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahbglsanya. Bedanya, pada periode ini,
kontribusi sektor perusahaan pemerintah terhadtg bovestasi non-finansial jauh lebih
rendah dibandingkan kontribusi sektor pemerintall Hi sedikit banyaknya mendapat
pengaruh tidak langsung dari gencarnya privatiBaiiN yang mulai marak tahun 2005.
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sektor pexrasaswasta masih menjadi kontributor
utama investasi non finansial, sedangkan sektoargan tetap merupakan sektor dengan

kontribusi terkecil untuk investasi non finansial.

Selama periode 2002 - 2007 kontribusi investasiosghemerintah terhadap struktur
investasi nonfinansial sangat berfluktuaBada tahun 2003 kontribusi sektor ini sebesar
21,02 persen, lebih besar dibandingkan tahun 2@@8 %ontribusinya hanya sebesar 17,51.
Namun pada tahun 2004 hingga 2005 kontribusi sektalerhadap pembentukan investasi
nonfinansial terus mengalami penurunan masing-rgasienjadi 15,51 persen dan 12,21
persen.Pada tahun 2006 kontribusi sektor ini mengalamiinmatan sebesar 1,66 persen
dibandingkan tahun 2005 menjadi 13,87 perstal. ini terjadi karena adanya peningkatan
jumlah tabungan yang dimiliki sektor ini dan kondpgerekonomian yang relatif stabil
sehingga sektor ini dapat melakukan investasi .fislamun, kontribusi sektor pemerintah
turun kembali menjadi 12,72 persen pada tahun 2B@F.ini menunjukkan bahwa sektor
pemerintah hanya menjadi stabilisator bagi strukitwestasi non finansial, sehingga

kontribusinya cukup fluktuatif tetapi masih dalaemtang yang tidak terlalu jauh.

Dibandingkan dengan kontribusi sektor-sektor lamlach pembentukan investasi
nonfinansial, sektor perusahaan yang terdiri daerugahaan pemerintah dan swasta
mempunyai kontribusi paling tinggi, yaitu berkisartara 65 - 82 perseRada tahun 2002
investasi nonfinansial sektor ini memberikan kdnitsi sebesar 65,05 persen terhadap total

investasi nonfinansiaKondisi sosial politik yang semakin stabil padaual2003 serta sikap

46



masyarakat yang mulai dewasa dalam menanggapi geastiwa seperti meledaknya bom di
beberapa tempat telah membuat persepsi dunia tgrhBudionesia mulai membaik. Hal
tersebut mampu mendongkrak kontribusi sektor pbasaterhadap pembentukan investasi
nonfinansial yang meningkat menjadi sebesar 70e65ep. Namun karena belum selesainya
berbagai permasalahan hukum, perburuhan dan UMRrsseadil pada tahun 2004
mengakibatkan kontribusi investasi sektor perusatltarun menjadi sebesar 68,75 persen.
Iklim investasi yang semakin kondusif dan perekomomyang relatif stabil telah
mengakibatkan kontribusi investasi nonfinansialt@elperusahaan mengalami peningkatan
yang cukup besar pada tahun 2005 dibandingkan takbelumnya, yaitu sebesar 82,46
persen atau meningkat sekitar 20 perg&aningkatan yang cukup besar ini didorong oleh
peningkatan kontribusi sektor perusahaan swastamuNgada tahun 2006 kontribusi sektor
perusahaan sedikit menurun menjadi 81,72 peRemnurunan ini didorong oleh menurunnya
jumlah tabungan bruto yang dimiliki oleh sektor m@n semakin diminatinya investasi
finansial yang menjanjikan return yang lebih badgin desiko yang relatif kecil. Kondisi yang
hampir sama terulang pada tahun 2007, di mana ikasirsektor perusahaan kembali
menurun menjadi 81, 38 persen, meskipun penuruammysin dalam batas kewajaran.
Kontribusi sektor perusahaan yang sejak tahun 2@@%pai tahun 2007 mampu menembus
angka 80 persen cukup menggambarkan bahwa ikimesiasi di Indonesia sudah semakin
stabil dan kondusif, sehingga perusahaan mulainyakituk menanamkan modal non

finansialnya di negara ini.

Kontribusi investasi sektor perusahaan pemerirgdiatlap total investasi nonfinansial
dalam rentang waktu 2002 — 2007 cukup berfluktiRadla tahun 2002 — 2003 kontribusinya
terhadap pembentukan investasi nonfinansial sew@s®@mnal cenderung menurun dari 33.57
persen menjadi 21,04 persen. Seiring dengan memj@aiklim investasi di Indonesia pada
tahun 2004, maka kontribusi investasi sektor pérama pemerintah terhadap total investasi
nonfinansial kembali meningkat menjadi 29,95 perseetapi pada tahun 2005 — 2007
kontribusi investasi sektor perusahaan pemerirgalistmengalami penurunan yang cukup

besar yaitu berturut-turut 9,54, 9,52 persen, déni.7

Tidak jauh berbeda dengan sektor perusahaan peaterikontribusi investasi
nonfinansial sektor perusahaan swasta dalam kwaktu 2002 — 2007 juga sangat
berfluktuasi. Kontribusi sektor ini pada tahun 2002 sebesar 3pd&en, kemudian pada
tahun 2003 meningkat menjadi 49,60 persen dan &krbyun pada tahun 2004 menjadi
38,80 persen.Pada tahun 2005 kontribusi investasi sektor peasmahswasta dalam
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pembentukan investasi nonfinansial meningkat taja@mcapai angka sebesar 72,93 persen.
Hal ini didorong oleh kondisi di sosial politik yastabil sehingga investasi di sektor riil atau
investasi nonfinansial kembali diminati. Peningkayang cukup tinggi ini tidak diikuti pada
tahun 2006 karena kontribusi sektor ini kembali gedami sedikit penurunaan menjadi 72,20
persen hingga akhirnya meningkat lagi pada tah@7 28enjadi 74,48 perseRada tabel 4.3
juga ditunjukkan bahwa selama periode 2002-2005rikmisi investasi perusahaan swasta
berbanding terbalik dengan perkembangan investasiusphaan pemerintah. Kenaikan
maupun penurunan kontribusi investasi sektor pbeaga pemerintah pada periode tersebut
juga diikuti oleh penurunan maupun kenaikan kbnosi investasi perusahaan swasta. Hal ini
tidak berlaku pada tahun 2006 karena kontribusestasi perusahaan swasta dan investasi
perusahaan pemerintah sama—sama mengalami penuRayat kita lihat lagi bahwa selama
periode 2002-2006, perubahan investasi non finengrduk sektor bukan keuangan
berbanding terbalik dengan perubahan investasospktusahaan swasta. Kenaikan investasi
sektor perusahaan swasta menyebabkan penurunastaisivantuk sektor bukan keuangan,
begitu pula sebaliknya. Bila hal ini berlanjut, tiebisa menjadi rambu bagi pemerintah untuk
lebih berhati-hati menentukan kebijakan dalam meradan kegiatan investasi di sektor riil
agar mampu menjaga kestabilan kegiatan investasldor bukan keuangan. Perlu dicermati
juga perubahan kontribusi sektor perusahaan petabrigang selama tahun 2005 sampai
tahun 2007 berubah dari dua digit dalam persemyasanenjadi hanya satu digit dalam
persentasenya, bahkan terus menurun. Sementanantuk periode yang sama, kontribusi
sektor perusahaan swasta justru meningkat hinggacapai level 70 persen. Hal ini
mengindikasikan bahwa sektor perusahaan swastahperltapi pasti mulai menguasai

permainan investasi non finansial di Indonesia.

Struktur investasi nonfinansial sektor rumah tanggsacapai 16,56 persen pada tahun
2002. Kemudian, pada tahun 2003 kontibusi sektorternadap pembentukan investasi
nonfinansial di Indonesia mengalami penurunan yarngp tajam yaitu lebih dari 10 persen
menjadi sebesar 6,02 persen dan akhirnya menitggatPada tahun 2005 kembali terjadi
penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelummg@jadi 4,52 persen. Penurunan ini
terus berlanjut di tahun 2006, di mana kontribnsestasi nonfinansial sektor rumah tangga
menjadi 3,83 persen. Penurunan kontribusi sekidvarturut-turut didorong oleh ekspektasi
kenaikan harga dan daya beli yang menurun sehidgga yang dimiliki oleh sektor ini lebih
banyak digunakan untuk konsumsi ataupun digerakRalalui investasi finansial daripada
digunakan untuk melakukan pembentukan investaki Bahkan, pada tahun 2007, meskipun
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terjadi kenaikan kontribusi sektor rumah tangga jadind4,62 persen, tetapi angka tersebut
menunjukkan bahwa kontribusi sektor rumah tanggakuivestasi non finansial sudah

cukup kecil dibandingkan 3 atau 5 periode sebelumny

Selain sektor bukan keuangan, sektor keuangan pegaeran dalam pembentukan
investasi nonfinansialDalam rentang waktu 2002 - 2007 sektor keuangan bwgkan
kontribusi investasi nonfinansial yang relatif Kedibandingkan dengan sektor bukan
keuangan.Dalam kurun waktu tersebut, kontribusi investaski@e keuangan dalam
pembentukan investasi nonfinansial hanya berkisgara 0,42 persen hingga 2,32 persen.
Pada tahun 2002 kontribusi investasi sektor keuasghesar 0,87 persen, yang berasal dari

sektor bank dan bukan bank masing-masing sebe&&p8rsen dan 0,18 persen.

Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2003 ya&besar 2,32 persen yang disumbang
oleh sektor bank sebesar 2,04 persen dan bukandh2nlpersenSementara pada tahun 2004
kontribusi sektor keuangan terhadap pembentukagsiasi nonfinansial hanya 0,66 persen,
menurun tajam jika dibandingkan periode sebelumPgala tahun 2005 kontribusi investasi
sektor keuangan mengalami sedikit perbaikan mer§e8D persen. Hal ini didorong oleh
kontribusi sektor bank sebesar 0,66 persen darorséktkan bank 0,14 perseNamun,
investasi sektor keuangan turun kembali menjadi7 Opgrsen pada tahun 2006 yang
diakibatkan penurunan kontribusi sektor perbankangyhanya menyumbang 0,35 persen
walaupun kontribusi sektor keuangan bukan bankimggat menjadi 0,19 perseontribusi
investasi sektor keuangan tahun 2007 merupakan palitgg kecil sepanjang periode 2002 —
2007 yaitu sebesar 0,42 persen yang disumbangseldior bank sebesar 0,10 persen dan
bukan bank sebesar 0,32 persen. Turunnya kontriaksor ini karena semakin menariknya
investasi finansial dalam hal return maupun ressiahingga sebagian besar kelebihan
likuiditas di sektor ini digunakan melalui instrumpasar finansial seperti obligasi pemerintah

dan Sertifikat Bank Indonesia.

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat struktur investasifinansial menurut sektor terhadap
PDB periode 2002 - 200ari tabel tersebut terlihat bahwa rasio investasifinansial dari
tahun 2002 sampai tahun 2007 berkisar antara X&pdringga 26 perseRada tahun 2002
rasio investasi nonfinansial sektor ini terhadapBPigbesar 19,00 persen dan mulai tahun
2003 hingga 2005 rasio investasi nonfinansial @mpaPDB terus mengalami peningkatan
menjadi masing masing sebesar 19,29 persen, 2&/B88rpdan 26,53 persddamun, tren
peningkatan tersebut tidak terulang pada tahun 2@bingga rasio investasi nonfinansial

terhadap PDB mengalami penurunan menjadi 24,55epe@enurunan ini menunjukkan
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berkurangnya pembentukan investasi fisik dibandingkahun sebelumnya. Namun, pada
tahun 2007, rasio investasi non finansial terhadB® meningkat kembali menjadi 24,61
persen.

TABEL 4.4. STRUKTUR INVESTASI NON-FINANSIAL MENURUT SEKTOR
TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2002 - 2007 (persen)

SEKTOR 2002 2003 2004 2005 2006" 2007""
A.BUKAN KEUANGAN 21,23 25,15 23,91 26,41 25,25 24,78
1 Pemerintah 3,40 4,10 3,33 3,25 3,41 3,13
2 Perusahaan 14,61 19,87 17,35 21,96 20,90 5617
2.1 Pemerintah 6,52 4,10 6,43 2,54 2,34 911
2.2 Swasth 8,09 15,77 10,92 19,42 18,57 15,65
3 Rumah Tangga 3,22 1,17 3,24 1,20 0,94 4,09
B. KEUANGAN 0,17 0,45 0,14 0,21 0,14 0,08
4 Bank" 0,13 0,40 0,13 0,18 0,09 0,08
5 Bukan Bank 0,04 0,05 0,01 0,04 0,05 0,01

C. LUAR NEGERI
6 Luar Negeri

TOTAL 21.40 25,60 24,06 26,63 2539 24,86
Eg’g”k Domestik Bruto /1 651 833 2013675 2205826 2774281 3339480 3957404
(Miliar Rp)

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dpekasi
++)Termasuk OM

Sedangkan, rasio investasi nonfinansial sektor mkkaangan terhadap PDB periode
2003-2005 terus mengalami peningkatan. Pada tab@® 1izsio investasi non finansial sektor
bukan keuangan terhadap PDB sebesar 18,84 pememaik 0,01 persen dari tahun 2002
yaitu sebesar 18,83 persen. Kemudian pada tahuhr@@@ingkat menjadi 21,54 persen, dan
berlanjut pada tahun berikutnya mengalami penirsgkaihenjadi 26,31 persen pada tahun
2005. Pada tahun 2006 rasio investasi sektor bukan kemateghadap PDB turun menjadi
24,41 persenhingga akhirnya meningkat lagi pada tahun 2007 awnpP4,50 persen
Berdasarkan tabel 4.4 dapat pula dilihat bahwaosdkikan keuangan mempunyai pengaruh
yang sangat dominan terhadap pembentukan invdsi&suntuk Produk Domestik Bruto di

Indonesia.

Pada tahun 2002 rasio investasi nonfinansial osedémerintah terhadap PDB
sebesar 3,33 persen dan kemudian pada tahun 200@alaei peningkatan menjadi 4,05

persenSelanjutnya pada tahun 2004 dan 2005 rasio investasfinansial sektor pemerintah
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terus menurun menjadi masing-masing sebesar 3,G&mpean 3,24 perseNMamun pada
tahun 2006 rasio investasi nonfinansial sektortémhadap PDB meningkat menjadi 3,41
persen.Meningkatnya tabungan yang dimiliki sektor ini sejga dapat digunakan untuk
menggerakkan perekonomian melalui pembentukan tasieBsik mendorong naiknya rasio
investasi nonfinansial sektor ini terhadap PDB. Mketapi, keadaan tersebut tidak terulang
pada tahun 2007. Rasio investasi non finansialateah PDB pada tahun 2007 menurun

menjadi 3,13 persen.

Selain itu, perkembangan investasi nonfinansiatssefierusahaan memperlihatkan
struktur yang searah dengan perkembangan sektokanbkeuangan dan investasi non
finansial total. Rasio investasi non finansial selgerusahaan terhadap PDB yang pada tahun
2002 sebesar 12,36, terus meningkati tahun 2003 —masing-masing menjadi 13,63 persen
14,91 persen dan 21,87 persen. Namun pada tahud r28d tersebut menurun hingga
mencapai 20,06 persen untuk kemudian meningkatiagiadi 20,24 persen.

Rasio investasi sektor perusahaan pemerintah tphRB®B 6,38 persen pada tahun
2002 menurun dan menjadi 4,06 persen pada tahuB. 3@dlangkan rasio investasi sektor
perusahaan swasta mengalami peningkatan dari ®/@8mp pada tahun 2002 menjadi 9,57
persen pada tahun 200Bada tahun 2004 rasio investasi nonfinansial sgi¢ousahaan
pemerintah naik menjadi 6,49 persen dan kembaliumenmenjadi 2,53 persen pada tahun
2005. Penurunan ini terus berlanjut pada periode 2006-200 mana rasio investasi non
finansial sektor perusahaan pemerintah terus bemgumenjadi 2,34 persen pada tahun 2006
dan 1,91 persen pada tahun 208&baliknya, rasio investasi nonfinansial sektougahaan
swasta menurun pada tahun 2004 menjadi 8,41 pdesemeningkat hampir dua kali lipat
menjadi 19,34 persen pada tahun 20@bgka ini merupakan rasio tertinggi investasi non
finansial sektor perusahaan swasta sepanjang pe2ia@2-2007Memasuki tahun 2006 rasio
sektor perusahaan swasta mengalami penurunan keméajadi 17,73 persemMamun, di
tahun 2007, rasio investasi non finansial sektougshaan swasta meningkat menjadi 18,33
persen. Rasio ini menunjukkan bahwa sektor perasalsavasta cukup berperan penting

dalam pembentukan investasi fisik di negara ini.

Pada bagian lain, struktur investasi nonfinansédtar rumah tangga bergerak pada
kisaran angka 0,9 persen hingga 3 perBada tahun 2002 hingga 2003 rasio investasi sektor
ini mengalami penurunan sebesar 3,15 persen pada 2002 menjadi 1,16 persen pada
tahun 2003, kemudian naik menjadi sebesar 3,2%&pgrada tahun 200Memasuki tahun
2005 hingga 2006, rasio sektor ini terus menurjantahingga 1,20 persen pada tahun 2005
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dan 0,94 persen pada tahun 2006 yang merupakanyaasy paling rendah dari sektor rumah
tangga sepanjang periode 2002 hingga 2007. Ras®stasi non finansial sektor rumah

tangga akhirnya meningkat kembali menjadi 1,14qemda tahun 2007.

Selain sektor bukan keuangan, struktur investagifimansial sektor keuangan
terhadap PDB pada periode 2002 hingga 2007 reidéik berubah di bawah 1 persétada
tahun 2003, rasio investasi nonfinansial di sektorsebesar 0,45 persen, mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2002 yaitu 0,18gePada tahun 2004 terjadi penurunan
menjadi 0,14 persem®enurunan ini tidak berlangsung lama, sebab pddat2005 kembali
meningkat sebesar 0,07 persen menjadi 0,21 pdxsenun, pada tahun 2006 dan 2007, rasio
investasi non finansial sektor keuangan terus no¢rognjadi masing-masing 0,14 persen dan
0,11 persen.Semakin menariknya investasi finansial dibandingkawvestasi fisik telah
mendorong sektor keuangan juga lebih tertarik unmodénggerakkan dananya melalui
investasi modal jangka pendek. Selama kurun waddsebut, rasio investasi nonfinansial
sektor bank terhadap PDB pernah mengalami mengaléknitertinggi, yaitu 0,39 persen
yang terjadi pada tahun 2003.

4.1.3 Struktur Pinjaman Neto menurut Sektor

Pinjaman neto menggambarkan besaran selisih (keggn) antara tabungan bruto
terhadap investasi non finansial (investasi fisd#tau kemampuan suatu sektor untuk
memberikan pinjaman bagi sektor lamet(lending) maupun memperoleh hutang dari sektor
lain (net borrowing) dalam membiayai investasi non finansial padaussaktor dalam NAD.
Berikut ini akan diuraikan secara ringkas perkengbanstruktur pinjaman neto masing-
masing sektor terhadap Produk Domestik Bruto (Pg)a periode 2002-2007

a. Sektor Keuangan

Struktur pinjaman neto pada sektor keuangan yanmyiteari sektor bank dan bukan
bank selama 2002-2007 selalu mengalami surplusa Rdtin 2002, surplus yang dialami
sektor ini relatif kecil dibandingkan periode bettikya yaitu sebesar 0,16 persen terhadap
PDB. Namun, sejak tahun 2003 pinjaman neto sektaneningkat cukup signifikan dengan
nilai sebesar 4,15 % dan cenderung relatif mentimgga tahun 2006 dengan nilai sebesar
0,22 persen terhadap PDB. Di tahun 2007 pinjamém sektor keuangan meningkat kembali
dan mengalammet lending sebesar Rp 41,55 triliyun (tabungan bruto; Rp B%;iliyun dan

investasi non finansial; Rp 4,16 triliyun). Hal imenunjukkan bahwa sektor ini masih tetap
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memiliki kelebihan (surplus) dana yang dapat merpatensi bagi penggerak dunia usaha di

periode tersebut.

TABEL 4.5. STRUKTUR PINJAMAN NETO MENURUT SEKTOR TERHADAP
PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2002-2007 (per sen)

A. BUKAN KEUANGAN 3,14 -0,70 -1,88 0,16 -0,32 -0,57
1 Pemerintah 0,83 1,11 1,11 0,67 2,02 1,40
2 Perusahaan -0,39 -6,06 -5,79 -6,22 -6,79 -3,97
2.1 Pemerintah -2,08 -1,47 -2,77 -2,40 -2,22 -0,88
2.2 Swasth 1,70 -4,59 -3,02 -3,82 -4,56 -3,09
3 Rumah Tangga 2,71 4,25 2,80 571 4,46 2,01
B. KEUANGAN 0,16 4,19 3,08 2,43 1,47 0,64
4 Bank" 0,07 4,20 2,95 2,08 1,25 0,15
5 Bukan Bank 0,09 0,00 0,14 0,35 0,22 0,48
C.LUAR NEGERI -3,30 -3,49 -1,19 -2.59 -1,15 -0,07
6 Luar Negeri -3,30 -3,49 -1,19 -2,59 -1,15 -0,07
A. BUKAN KEUANGAN
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produk Domestik Bruto
(PDB) (Miliar Rp.)
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
+)Terdiri dari perusahaan swasta nonfinansial dgpekasi
++)Termasuk OM

1.821.833 2.013.675 2295826 2.774.281 3.339.480 3957404

b. Sektor Bukan Keuangan

Pinjaman neto pada sektor bukan keuangan (yang palean gabungan dari
pemerintah, perusahaan dan rumah tangga) relafiikieatif. Sektor ini mengalami surplus
pada tahun 2002 sebesar 3,07 persen terhadap RDBefgadi defisit di tahun 2003 sebesar
0,55 persen terhadap PDB. Setelah mengalami dpéisia tahun 2003 hingga 2004 sebesar
minus 0,55 persen dan minus 1,92 persen, sekt@nikguangan kembali mengalami surplus
pada tahun 2005 dan 2006 masing-masing sebesarp@rd@n dan 0,36 persen. Hal ini
kembali menunjukkan bahwa sektor riil pada tahu@52@dan 2006 tidak begitu banyak
melakukan ekspansi di bidang investasi fisik. Najragktor ini kembali mengalami defisit
pada tahun 2007 sebesar minus 0,98 penrsarb¢rrowing sebesar minus Rp 38,66 triliun:
dimana tabungan bruto sebesar Rp 941,17 triliun ideestasi non finansial sebesar Rp
979,83 triliun). Hal ini mengindikasikan bahwa sektiil lebih banyak melakukan kegiatan

investasi fisik di tahun 2007 dibandingkan perisdbelumnya.
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C. Sektor Pemerintah

Selama periode 2002 hingga 2007, struktur pinjaneta sektor pemerintah terhadap
PDB selalu surplus dan relatif berfluktuasi. Sekiorselalu mengalami surpluset lending)
hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2006esab 2,02 persen. Surplus tabungan
pemerintah mengindikasikan bahwa sektor pemerim@hupakan faktor pendorong atau
stimulus bagi kegiatan ekonomi di sektor riil. Sumbumber penyebab surplusnya sektor
pemerintah utamanya berasal dari pinjaman luarrpdgbah serta dari hasil penjualan surat
utang negara (SUN). Pada tahun 2007 rasio pinjameém sektor pemerintah terhadap PDB
menurun pada level sebesar 1,14 persen dan mengsaiending sebesar Rp 48,08 triliyun
(tabungan bruto; Rp 179,12 triliyun dan investas finansial: Rp 134,04 triliyun). Hal ini
mengindikasikan terjadi ekspansi di bidang investam finansial yang masih berlebih

dibiayai oleh tabungan bruto pemerintah pusat @snepintah daerah di tahun tersebut.

d. Sektor Bisnis

Selama kurun waktu 6 tahun, rasio pinjaman netoattap PDB pada sektor bisnis
(perusahaan) selalu defisit. Di tahun 2002, rasi@man neto terhadap PDB sektor ini defisit
dan relatif kecil di bandingkan periode setelahggau sebesar minus 0,39 persen. Namun,
sejak tahun 2003 sektor ini mengalami defisit ylaih besar. Hal ini menunjukkan bahwa
sektor ini lebih ekspansif menggunakan sumber danantuk membiayai investasi fisiknya.
Perubahan yang terjadi cukup signifikan dari taR0602 ke tahun 2003 ini dipengaruhi oleh
mulai membaiknya kondisi perekonomian nasional @agcisis moneter 1997 yang
berpengaruh positif pada perusahaan untuk menikagkatvestasi fisiknya.

Di tahun 2007, pinjaman neto pada sektor ini malgfisit yaitu sebesar (tabungan
bruto; Rp 584,71 triliun dan investasi non finahskRp 800,79) atau 5,46 persen terhadap
PDB. Net borrowing yang terjadi pada sektor ini menunjukkan bahwalsrdana sektor ini
tidak cukup untuk membiayai ekspansi pada invesigiknya (baik dalam bentuk perluasan
produksi maupun peningkatan kapasitas produksi.b8urdana utama sektor bisnis untuk
melakukan investasi fisik terutama berasal darieggtan surat berharga seperti obligasi,

saham serta kredit jangka panjang (investasi)dark dan institusi lain.

e. Sektor Rumah Tangga

Selama periode 2002-2007, perkembangan pinjamanpageta sektor rumah tangga
selalu surplus. Dari tahun 2002-2005, pinjaman rsstktor ini relatif meningkat dengan
puncak surplus pinjaman neto pada sektor ini tegikdahun 2005 sebesar 5,69 persen
terhadap PDB. Namun, lain halnya yang terjadi padaun 2006 dan 2007, pinjaman neto
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pada sektor ini semakin menurun. Meskipun terjaghiypunan, pinjaman neto sektor ini
masih tetap surplus dan relatif besar dengan dilaahun 2007 sebesar Rp 132,33 triliun
(tabungan bruto; Rp 177,33 triliun dan investasn fimansial; Rp 45 triliun) atau 3,34%
terhadap PDB. Kondignet lending pada periode tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan
investasi fisik pada sektor tersebut masih sangijupyai oleh sumber dana (tabungan bruto)
yang dimiliki oleh sektor tersebut, dan sektorjuga berpotensi untuk menyalurkan surplus
dana yang ada kepada sektor lain yang defisit.itigliga menunjukkan bahwariority of
preferency penggunaan sumber dana pada sektor ini kurangodigskan dalam bentuk
investasi fisik. Sumber dana utama sektor rumalggarutamanya berasal dari balas jasa
faktor produksi, seperti upah dan gaji, pendapaewa dan bunga modal. Sedangkan
penggunaan dana sektor rumah tangga umumnya daatakbsimpanan seperti tabungan,

giro, dan deposito.

f. Sektor Perbankan

Selama periode 2002-2007, sektor perbankan selaungafami surplus meski
cenderung menurun. Di sini jelas terlihat bahwamdiank selama periode 2002-2007 lebih
dominan dalam menyalurkan dana dari dari pihalgketsumber dana sektor ini didapat dari
simpanan kekayaan rumah tangga dalam bentuk depdait tabungan yang kemudian
disalurkan ke perusahaan pemerintah maupun swaktm dentuk pemberian kredit usaha.
Pada tahun 2007 sektor keuangan mengalami surptisslpvel sebesar 1,05 persen terhadap
PDB (net lending sebesar Rp 22,2 triliyun; dimana tabungan brubesar Rp 25,36 triliyun
dan investasi non finansial sebesar Rp 3,16 tnhylebih besar dibandingkan tahun 2006

yang mencapai 0,22 persen.

g. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Struktur pinjaman neto terhadap PDB pada sektor BkBlama periode 2002-2007
relatif selalu surplus. Pada tahun 2003 rasio pigja neto sektor LKBB terhadap PDB
bernilai nol. Hal ini mengindikasikan bahwa seluriatbungan bruto yang dimiliki sektor
tersebut digunakan untuk pembiayaan investasi mangialnya. Sejak tahun 2004, rasio
pinjaman neto sektor LKBB terhadap PDB mulai susgdembali hingga puncaknya di tahun
2007 pada level sebesar 0,49 persen. Di tahun 2€Kidr ini mengalanmmet lending sebesar
Rp 19,34 triliyun (tabungan bruto; Rp 20,35 triliyalan investasi non finansial; Rp 1,01
triliyun).
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h. Sektor Luar Negeri

Struktur pinjaman neto sektor luar negeri terhadBB selama periode 2002 hingga
2007 selalu defisit. Hingga tahun 2007 defisit yadiglami sektor ini relatif semakin
mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini skimanengurangi kegiatan investasi non
finansialnya. Kondisi defisitngt borrowing) pada sektor ini mengindikasikan terjadinya
capital inflow. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembayaran utkegada luar negeri
lebih besar dibandingkan utang yang diterima olatomesia setiap tahunnya setelah

digunakan untuk memperoleh harta nonfinansial.

4.2  Tinjauan Ekonomi Indonesia berdasarkan NAD 2007

Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 menunjugkdiembangan yang cukup
baik. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhamako yang mencapai 6,3 persen, serta
didukung oleh kondisi moneter yang stabil. Disargpitn perkembangan sektor perbankan
dan pasar modal juga cukup menggembirakan.

Perkembangan moneter tahun 2007 dapat dilihabeaerapa indikator, antara lain:

. Meningkatnya cadangan devisa negara hingga men&&paimiliar USD pada tahun
2007, Sedangkan perdagangan luar negeri mengalketrekspor sebesar Rp. 159,45
triliun.

. Inflasi berada pada tingkat 6,59 % dan masih dalerdor yang ditargetkan
Pemerintah.

. Bl Rate telah turun menjadi 8%.

. Nilai tukar rupiah yang relatif stabil, dengan kederungan menguat.

Dari sisi perbankan, perkembangan tahun 2001dkiadengan perbaikan di beberapa
indikator, diantaranya adalah:

. Dana perbankan meningkat sebesar 17,6 %.

. Kredit meningkat sebesar 26,4%. Disamping itu pebwhan kredit juga terjadi secara
luas (across the board) di semua sektor ekonorta pemanfaatan yang menyebar di
seluruh Indonesia.

. Membaiknya kondisi bursa saham yang ditandai denganingkatnya IHSG yang
sempat mencapai 2.778,95. Penyebab kenaikan in@eksbut diantaranya adalah
adanya 16 emiten baru (IPO) pada tahun 2007 (I8atenya terjadi pada triwulan IV-
2007). Pada tahun itu juga, tepatnya tanggal 3gehMber 2007 terjadi penggabungan
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Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya)Btenjadi Bursa Efek Indonesia
(BEI)

Sementara itu, perkembangan pada sektor riil mdimat dilihat dari nilai nominal
PDB tahun 2007 yang mencapai Rp 3.800,84 trilydertumbuhan ekonomi berdasarkan
harga berlakudurrent price) mencapai lebih dari 15 persen. Sedangkan peratapatkapita
mencapai 1.946 USD.

421. Investas

Perkembangan investasi selama 5 tahun kebelakapat dilihat pada gambar 4.5.
Investasi yang dimaksud disini adalah investasifir@ansial dan investasi finansial. Investasi
finansial digambarkan melalui terciptanya pembeatuknodal tetap bruto (PMTB) dan
kenaikan (perubahan) inventori. Sedangkan investasi finansial digambarkan melalui
kegiatan dari para pelaku ekonomi dalam melakukamséksi dipasar modal dan pasar uang

melalui instrumen finansial.

Triliun Rp.
2500
2000 W investasi non ||
finansial
1500 O investasi B
finansial

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gambar 4.4 Pekembangan | nvestasi tahun 2002-2007

Dari gambar 4.4.dapat dilihat pula bahwa sejak raR002-2007 investasi non
finansial menunjukkan tren yang terus meningkatskipein peningkatannya terjadi secara
gradual. Sedangkan investasi finansial mengalanjakan yang cukup tajam di tahun 2007.

Pangsa investasi finansial terhadap total investada tahun 2007 sebesar 70,09%,
meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumyafag mencapai 56,97 %.

Sedangkan kondisi investasi non finansial tidalakermengalami perubahan yang signifikan.
Bahkan porsi dari investasi ini tehadap total itagissemakin lama semakin menurun. Pada
tahun 2002 porsinya mencapai 51,10% tetapi padant&®07 porsinya hanya mencapai
29,91 %.

57



4.2.2. Pinjaman Neto

Selama tahun 2007 sektor bisnis (termasuk perusghemerintah) dan bank sentral
mengalaminet borrowing, sedangkan sektor lainnya mengalaneti lending. Net borrowing
yang terjadi di kedua sektor tersebut mengindikasilavestasi fisik yang dilakukan lebih
tinggi dibandingkan dengan tabungan bruto yang ds#rhdihimpun. Hal tersebut
membutuhkan pembiayaan yang berasal dari pihak Rada sektor bisnis kekurangan dana
tersebut ditutup utamanya melalui penerbitan sattampenyertaan sebesar Rp. 743,3 triliun.
net borrowing yang terjadi pada bank sentral semata disebaldke@m& terjadi dissaving pada

tabungan brutonya.
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Gambar 4.5. Pinjaman Neto menurut Sektor tahun 2007

Pada sektor lembaga keuangan terjadi net lendioesae Rp. 41 triliun, yang sekitar
setengahnya (Rp. 21,8 triliun) merupakan net lapgtang dihasilkan oleh sektor perbankan.

4.2.3. Perkembangan Beberapa Instrumen Finansial

Pada tahun 2007 terjadi kenaikan penghimpunan gabasar Rp.259,1 triliun, dan
sekitar Rp. 246,1 triliun merupakan uang simparaard rupiah. Kredit yang disalurkan juga
mengalami peningkatan sebesar Rp.425,6 triliunatypyang disalurkan oleh seluruh sektor.
Kenaikan kredit tersebut berasal dari naiknya kregpiah sebesar Rp. 158,4 triliun dan
kredit dalam valas sebesar Rp. 47,4 triliun. Rghatan kredit tersebut sedikit banyak juga
dipicu oleh penurunan BRate yang diikuti oleh turunnya suku bunga simpanan siaku
bunga kredit. Suku bunga deposito 1 bulan turum &86 % menjadi 7,19% diakhir tahun
2007 sedangkan suku bunga kredit pada periode ysaimga turun dari 15,07%
menjadil3,00%.
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Sektor Perbankan selama tahun 2007 telah meneampakknanya dalam Fasilitas
Bank Indonesia (FASBI) sebesar Rp.7,4 triliun. Diping itu Bank Indonesia (BI) juga
menerima kenaikan dana akibat penjualan Sertifdatk Indonesia (SBI) sebesar Rp.38,1
triliun. Akibat peningkatan dana dari kedua insteimtersebut (yang merupakan instrumen
untuk melakukan Operasi Pasar Terbuka), Bl mengdlanaikan kewajiban sebesar Rp.88,2
triliun. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa ked@ijamoneter Bank Sentral selama tahun
2007 relatif kontraktif .

Peningkatan SBI sebesar Rp.38,1 triliun diantardos@asal dari sektor Perbankan
(Rp. 25,2 triliun), Lembaga keuangan bukan nank (R triliun), rumah tangga (Rp. 0,12
triliun), bisnis (Rp. 1,8 triliun), dan luar negdfRp. 9,9 triliun).Dilain pihak Bank Sentral
melepaskan kepemilikannya atas Obligasi Rekap aeBgs15,0 triliun (diantaranya Obligasi
Negara SRBI-01/MK20 sebesar Rp.13,7 triliun). Sg#tan sektor Luar Negeri selama tahun
2007 ikut memberikan kontribusi dalam pembiayaaktoseBisnis dan Rumah Tangga
melalui pemberian kredit sebesar Rp. 193,1 triliDisisi lain kontribusi sektor luar negeri
dalam pembiayaan dalam negeri juga tercermin dagstasi yang dilakukan dalam bentuk
modal dan saham. Pada instrumen tersebut tevghdiuying sebesar Rp. 113,8 triliun yang
dilakukan investor luar negeri pada beberapa salmaygulan disektor pertanian, perkebunan,
kehutanan dan pertambangan. Selain membeli SBhrskkar Negeri melakukan pembelian
SUN sebesar Rp. 38,6 triliun.

Aset finansial yang mengalami kenaikan terbesalabdaodal saham dan penyertaan,
yaitu naik sebesar Rp. 758,.44 triliun atau 32,8&@n dari total kenaikan aset finansial. Hal
ini terkait dengan maraknya penerbitan saham d&ygabl yang dilakukan oleh para pelaku
dunia usaha untuk memperoleh dana yang mudah daahmkenaikan instrumen modal
saham dan penyertaan tersebut terkait dengan ksgsiadan IPO saham yang dilakukan oleh
perusahaan bukan keuangan sebesar Rp. 644l@®, lembaga keuangan bukan bank
sebesar Rp. 5,25 triliun dan sektor perbankan ésuik bank sentral) sebesar Rp. 10,03
triliun. Pembeli terbesar dari surat berharga tarsguga berasal dari sektor bisnis yakni

mencapai Rp. 542,96 triliun atau 71,58 persentdtal penerbitan.

Jenis instrumen lainnya yang juga mengalami kenad&@alah uang dan simpanan
yang bertambah sebesar Rp. 259,05 triliun. Kenaitaatinggi terjadi pada instrumen
tabungan dalam rupiah, yakni bertambah sebaesat@p06 triliun serta giro dalam rupiah

yang bertambah sebesar Rp. 65,01 triliun.
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Di sisi lain, utang pemerintah dalam bentuk sumathlrga pemerintah meningkat
sebesar Rp. 59,25 triliun. Sebagian besar darit fagdnarga pemerintah itu dimiliki oleh
sektor bisnis dan luar negeri masing-masing seli®parl5,0 triliun dan Rp.38,66 triliun.
Sedangkan sektor perbankan justru mencairkan beraarga pemerintah sebesar Rp. 0,46

triliun.
4.3 Tinjauan NAD Sektor Lembaga K euangan Bukan Bank (LKBB) 2007

Sebagai salah satu lembaga keuangan, LKBB juga likemdsisi dan peran yang
hampir sama dengan perbankan yaitu sebagai leminégyanediasi dalam suatu sistem
perekonomian. Perbedaannya, LKBB tergolong lembaggrmediasi jenis nondepositori
(non-depository intermediaries), sedangkan bank termasuk lembaga intermediass jen
depositori (epository intermediaries). Dengan adanya perbedaan ini, secara mendasar
berdampak pada otoritas masing-masing lembagabtérsgalam hal memperoleh atau
menghimpun sumber dana bagi kegiatan usahanyaarikam, sesuai dengan ketentuan yang
ada diperbolehkan menghimpun dana dari pihak kétigladalam bentuk simpanan jenis giro
(demand deposit), deposito berjangkdifne deposit) maupun tabungarsdvings deposit) dan
dapat menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bgkian, sesuai dengan ketentuan yang
ada, LKBB tidak diperbolehkan menghimpun dana da@muk simpanardépository) dari
pihak ketiga.

Walaupun LKBB tidak mempunyai akses sumber dangslamg dari masyarakat
seperti halnya perbankan, namun sebagai lembagianiedliasi keuangan, LKBB mempunyai
akses sumber dana yang tergolong unik dan khusalsinHdikarenakan di antara berbagai
jenis LKBB yang ada (asuransi, perusahaan pemhbiaypegadaian dan dana pensiun),
masing-masing mempunyai akses sumber dana utan hembeda. Perbedaan tersebut
biasanya sangat erat kaitannya dengan usaha@ongilfussines) yang dilakukannya. Asuransi
misalnya, akses sumber dana utamanya diperolehpdami para nasabah pemegang polis.
Sedangkan dana pensiun, sumber dana utamanyaldipéiari iuran peserta dan/atau iuran
pemberi kerja (lembaga tempat peserta bekerjaJukJmemperkuat struktur keuangannya,
kedua lembaga tersebut juga masih bisa mencari esumhdina lain seperti akses kredit
perbankan.

Sebaliknya, perusahaan pembiayaan merupakan saflahemis LKBB yang tidak
mempunyai akses sumber dana secara khusus. Untuklukweng kegiatan usahanya,

perusahaan pembiayaan sangat tergantung kepadangdukusumber dana eksternal
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khususnya dari kredit perbankan. Mengingat cakigegmatan perusahaan pembiayaan cukup
beragam yaitu kegiatan sewa guna usalmasi(ig), kartu kredit, anjak piutang dan
pembiayaan konsumen, maka akses kreditnya pun higlaya terbatas dari kredit bank dalam

negeri tetapi juga dari kredit bank asing.

Terbatasnya sumber dana internal yang dimiliki LKB#agai lembaga intermediasi
keuangan, mengakibatkan LKBB tidak bisa menghiratn ketergantungan sumber dana
dari kredit perbankan. Namun, dalam menjalankaarpertermediasinya, kedua sumber dana
tersebut saling menunjang dan saling melengkapi.imigbisa dibuktikan untuk beberapa
fungsi intermediasi tertentu yang tidak dilakukdehoperbankan, peluang ini biasanya akan
dimanfaatkan LKBB. Tidak mengherankan jika untukbdrapa segmen tertentu dalam
kegiatan intermediasi, kegiatan yang dilakukan di&BB justru telah menjadi produk
unggulan dan strategis di mata para konsumen, mysglembiayaan kartu kredit. Dengan
pertimbangan bahwa peran intermediasi LKBB yangupugtrategis dan berpotensi dalam
mempengaruhi terjadinya transaksi finansial sekasgluruhan, maka dalam tulisan ini akan

dianalisis arus dana internal antar sektor LKBBsklamya yang terjadi selama tahun 2007.

Pada Tabel 15 ditunjukkan bahwa secara total seigmaalam tahun 2007, LKBB
ini mengalami surplus. Hal ini bisa dilihat darrglus yang terjadi sekitar Rp 19 342 miliar.
Surplus yang terjadi pada tahun 2007 ini meningl&&,8 persen dari surplus yang terjadi
pada tahun 2006. Surplus yang terjadi pada LKBBap@thun 2007 tersebut juga diikuti
dengan meningkatnya tabungan bruto menjadi sebgs&0 349 miliar, dan pada saat yang
sama investasi nonfinansial juga mengalami pentagkasebesar Rp 1 006 miliar.
Peningkatan ini diduga karena terjadi penurunaretagia suku bunga perbankan dan sudah
membaiknya persepsi terhadap iklim investasi yaagpkibat pada tingginya daya serap
sektor riil terhadap kredit perbankan. Sebagiartf@ay investasi LKBB yang sebelumnya
lebih banyak dalam bentuk simpanan seperti dep@géda tabungan di perbankan, secara
perlahan mulai dialihkan dalam bentuk investasifinansial seperti pembelian bangunan

atau aset tak bergerak lainnya

Jika diamati dari kinerja sektoralnya, surplus y#egadi pada LKBB di tahun 2007
ini lebih banyak disebabkan oleh surplus yang derjpada sektor-sektor, seperti pada
perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransial@@anspegadaian, dan perusahaan
pembiayaan, yang masing-masing surplus sebesar /g &niliar, Rp 6 937 miliar, Rp 336
miliar dan Rp 3 344 miliar, atau meningkat sebanyakpersen, 294 persen, 35 persen, dan
2044 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2@07ua sektor tersebut mengalami
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peningkatan surplus. Hal ini disebabkan karena isopérekonomian Indonesia yang relatif

stabil dan aman sehingga sektor-sektor tersebutpmanenghasilkan kinerja yang lebih baik.

Perusahaan
Asuransi

B Perusahaan
Pembiayaan

@ Pegadaian

® Dana Pensiun

Gambar 4.6 Sumber dana eksternal untuk masing-masing sektor
pada tahun 2007 (Miliar Rp)

Sebagian besar surplus yang terjadi pada sektoBL#iBebabkan oleh meningkatnya
dukungan dana internal dalam bentuk tabungan bsetmesar Rp 20 349 miliar, serta
didukung pula peningkatan dana eksternal sebesal Bp6 miliar. Jika dilihat dari aliran
dana sektoralnya, tampak bahwa meningkatnya ali@aa eksternal ke LKBB ini merupakan
refleksi dari meningkatnya sumber dana eksterndbpsemua sektor, seperti perusahaan
asuransi meningkat menjadi sebesar Rp 6 937 mgenysahaan pembiayaan sebesar Rp 3
344 miliar, pegadaian sebesar Rp 336 miliar, dava geensiun sebesar Rp 8 724 miliar. Dana
pensiun memberikan kontribusi paling besar untukamal dana eksternal ke LKBB.
Dibandingkan dengan tahun 2006, aliran sumber @&sternal ke perusahaan pembiayaan
meningkat paling tajam dibandingkan dengan sek#orgylainnya. Hal ini diduga karena
menurunnya tingkat suku bunga perbankan, sehingght&s sumber dana eksternal mulai
pulih yang ditandai dengan berkurangnya jumlah iknedcet. Sedangkan jika diamati dari
perubahan jenis instrumen finansialnya, peningkégdmesar disebabkan oleh meningkatnya
instrumen surat-surat berharga baik dalam jangkalgde (Rp -110 miliar) maupun jangka
panjang (Rp 3 382 miliar) dan pada instrumen kraéagang (Rp -2 miliar). Peningkatan surat
berharga jangka pendek yang terjadi pada LKBB, giabaterjadi pada perusahaan dana
pensiun (Rp 5 miliar), sedangkan pada surat besh@rgka pendek, sebagian besar terjadi
pada perusahaan pembiayaan (Rp 2 825 miliar). &S&emsamaan, peningkatan tersebut juga
disebabkan meningkatnya perolehan dana dari kdadjang, yang sebagian besar dialami

oleh pegadaian (Rp — 2 463 miliar).

Beberapa instrumen finansial lainnya juga mengaljaningkatan, seperti instrumen

kredit serta cadangan asuransi dan pensiun, yasgingrmasing sebesar Rp 10 666 miliar,

62



dan Rp 47 426 miliar. Secara keseluruhan, peniagkeaidangan asuransi dan pensiun ini
disebabkan meningkatnya cadangan asuransi danupgpada perusahaan asuransi sebesar

Rp 33 887 miliar, dan perusahaan dana pensiunaeRBesl3 538 miliar.

Perusahaan
Asuransi
B Dana Pensiun

Gambar 4.7 Pertumbuhan cadangan dana asuransi dan pensiun (persen)

Dibandingkan dengan tahun 2006, cadangan danaupempsida perusahaan dana
pensiun mengalami peningkatan yang tajam sebe&apdrgen, sedangkan pada perusahaan
asuransi sebesar 110 persen. Dalam kondisi perekangang sudah mulai berangsur pulih,
meningkatnya kemampuan perusahaan asuransi dalambentuk cadangan ini diduga
disebabkan adanya penurunan klaim, di samping sudakai meningkatnya minat
masyarakat dalam membeli polis asuransi. Begitwa jbglnya dengan perusahaan dana
pensiun. Peningkatan ini lebih banyak disebabkamysal peningkatan minat masyarakat ikut
dalam program dana pensiun baik melalui Dana PenBemberi Kerja (DPPK) maupun

melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Sepanjang tahun 2007 ini, aliran dana eksternalLikBB dalam bentuk kredit
perbankan justru mengalami penurunan yang disebamblkaurunnya aliran kredit perbankan
dalam rupiah ke LKBB sebesar Rp 3 583 miliar. Searanitu, perolehan dana dari modal
saham dan penyertaan mengalami peningkatan seRpsars508 miliar. Peningkatan modal
saham dan penyertaan yang terjadi pada LKBB, sabdggsar merupakan peningkatan yang

terjadi pada perusahaan pembiayaan (Rp 4 237 Jniliar

Stabilnya kondisi perekonomian Indonesia sepanjaigin 2007 ini berdampak
positif terhadap perkembangan LKBB di tanah air.mpak terbesar dirasakan oleh
perusahaan pembiayaan, karena dilihat dari struktumber pendanaannya, sumber dana
utama perusahaan pembiayaan berasal dari pinjamuak limik yang berasal bank dalam
negeri maupun pinjaman dari bank di luar negerrugshaan pembiayaan sebagai institusi
intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yapgsifik seperti halnya LKBB lain.

Dengan demikian, untuk mendukung kegiatannya, pbasn pembiayaan sangat tergantung
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pada aliran dana eksternal terutama kredit perlman8airing dengan perkembangan suku
bunga perbankan yang menurun, stabilitas makroekbgang membaik, imbal hasil yang
menarik, kondisi eksternal yang kondusif, dan buypiggaman luar negeri yang lebih rendah,
maka perusahaan pembiayaan juga sudah mulai agefaidad dalam melakukan
kegiatannya. Representasi mulai bergairahnya pesmasapembiayaan ini bisa dilihat dari
meningkatnya sumber dana eksternal terutama yaiagddedari kredit dalam valas (Rp 7 054

miliar).

Perusahaan pembiayaan sangat sensitif terhadapabaru kondisi ekonomi makro.
Bila kondisi perekonomian mengalami krisis, makeupahaan pembiayaan langsung terkena
dampaknya. Sebaliknya, apabila kondisi perekonoméakup kondusif, maka akan
berdampak positif terhadap perusahaan pembiayamalriyla dalam hal penggalian sumber
dana, perusahaan pembiayaan yang mengandalkan rsdamzeeksternal dari kredit dagang
dan kredit perbankan sebagai sumber utama, akah rselakukan penjadwalan utang
(rescheduling) jika kondisi perbankan sebagai krediturnya seéndedang mengalami
kesulitan. Sedangkan secara internal, perusahambiggaan sendiri juga sering menghadapi
persoalan yang disebabkan oleh tindakan ketidaks@pa (ismatch) dalam pengelolaan
utangnya. Paling tidak, ada dua indikator potersgakhgai penyebab timbulnya permasalahan
dalam pengelolaan utang di perusahaan pembiayaanngaturity mismatch dan currency

mismatch.

Persoalanmaturity mismatch terjadi karena perusahaan pembiayaan kurang tepat
dalam melakukan penyaluran kredit. Penyebabnyaalhdaumber dana yang diperoleh
melalui fasilitas kredit jangka pendek disalurkantuk pembiayaan jangka panjang.
Sedangkarcurrency mismatch ini terjadi karena fasilitas pinjaman dalam USlalo[valas)
ternyata banyak di antaranya yang disalurkan umekbiayaan yang pengembaliannya
dalam rupiah. Persoalan ini akan bertambah bessgnk jika kondisi perekonomian yang
kurang menguntungkan kalangan dunia usaha, makabatas(essee) akan memutuskan

kontrak atau terpaksa tidak bisa melakukan pembayar

Selanjutnya, jika ditelusuri dari sisi penggunaanalyang dilakukan LKBB, tampak
bahwa sepanjang tahun 2007 beberapa pos penggdaaanpada LKBB ini mengalami
peningkatan sangat signifikan, yaitu pos penggunarink pembelian surat berharga jangka
panjang (Rp 34 589 miliar), modal saham dan peagar{Rp 38 810 miliar), dan transaksi
rupa-rupa (Rp -4 948 miliar). Penurunan justruatdrjpada sisi penggunaan dana dari
transaksi antar bank yang berupa pembelian SBi y&besar Rp 1 162 miliar. Penurunan
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tersebut berasal dari menurunnya penggunaan daagppausahaan pembiayaan secara tajam
menjadi hanya sebesar Rp -524 miliar, atau mengat@murunan sebesar 108 persen.
Sedangkan pada perusahaan asuransi penggunaasedéitameningkat menjadi sebesar Rp
1 243 miliar, serta pada perusahaan dana penshesaeRp 486 miliar, atau meningkat
sebesar 271 persen, dan 697 persen dibandingkgard&ahun 2006.

(Miliar Rp)
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Gambar 4.8 Rekening antar bank pada masing-masing sektor (Miliar Rp)

Penggunaan dana untuk kredit dagang juga mengakmirunan, yaitu sebesar Rp 1

532 miliar. Penggunaan dana kredit dagang menuatenk terjadi penurunan penggunaan di
perusahaan asuransi menjadi sebesar Rp 1 464,mp#igadaian menjadi sebesar 68 miliar.
Di samping itu, peningkatan juga terjadi pada penggn dana kredit perbankan. Secara
agregat, kredit perbankan yang disalurkan padantab07 meningkat menjadi sebesar Rp 42
013 miliar yang sebagian besar digunakan oleh pbass) pembiayaan sebesar Rp 39 482
miliar. Pembelian surat berharga jangka pendek mugagalami peningkatan yaitu sebesar Rp
103 miliar, sebesar Rp 159 miliar dilakukan olehupahaan pembiayaan

(Miliar Rp)

14.000 13.200
12.0004
10.000+
8.000
6.000
4.000 2.475 2.289
2.000+
0]
-2.000

(730)
2006

E Dalam Valas 1 Dalam Rupiah

Gambar 4.9 Penggunaan uang dan simpanan menur ut jenisinstrumen
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Secara total pada tahun 2007, penggunaan uang ighgpanen menurun menjadi
sebesar Rp 4 765 miliar. Penurunan ini terjadi kk@renenurunnya penggunaan uang dan
simpanan pada perusahaan asuransi menjadi seheda532 miliar, perusahaan pembiayaan
sebesar Rp 2 743 miliar kemudian perusahaan damsiupesebesar Rp 466 miliar dan
perusahaan pegadaian sebesar Rp -29 mdangkan jika diamati dari perubahan jenis
instrumen uang dan simpanannya, penurunan terliegadi pada instrumen uang dan
simpanan dalam rupiah, yaitu sebesar Rp 2 289myiiag dialami oleh perusahaan asuransi
(Rp 56 miliar), pegadaian (Rp -27 miliar), dan mathaan dana pensiun (Rp 316 miliar).
Peningkatan yang tajam justru terjadi pada jersgriimen uang dan simpanan dalam valas,
yaitu sebesar Rp 2 475 miliar yang sebagian beésamibang oleh perusahaan asuransi, yaitu

sebesar Rp 1 528 miliar.
4.4 Financial Deepening dan Velocity of Income

Jumlah uang beredar merupakan salah satu faktotingedalam menetapkan
kebijakan moneter. Kebijakan ini ditujukan untuk noapai stabilisasi harga dan
pengendalian suku bunga dengan melakukan penamlzdharpengurangan uang beredar.
Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas nignperkembangan agregat moneter dan

gambararvel ocity of income (V) selama periode 2002-2007.

Triliun Rp
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Gambar 4.10 Perkembangan jumlah uang ber edar
tahun 2002-2007 (triliun rupiah)

Perkembangan uang beredar (M2) dalam periode 2002-4&rcermin pada Tabel 4.6
yang juga menggambarkan hubungan antara M1, M2atke®PB. Apabila diperhatikan
perkembangan M1 dalam periode 2002-2007, secaearat#t meningkat sebesar 19,35
persen. Jumlah M1 pada tahun 2007 mencapai Rp 4BO@liar atau meningkat sebesar
27,63 persen dibandingkan keadaan tahun 2006. §eslaperkembangan uang kuasi secara
rata-rata dalam periode 2002-2007 mencapai 11,4depedengan peningkatan tertinggi
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terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 18,16 pedsenlah uang beredar (M2) pada tahun
2007 mencapai Rp 1 643 203 miliar, dimana 64,64qmeratau Rp 1 182 361 miliar

diantaranya adalah uang kuasi dan 35,34 persenRy 460 842 miliar adalah M1. Secara
keseluruhan, peningkatan jumlah uang beredar seed@arata dalam periode 2002-2007
mencapai 13,29 persen dengan peningkatan terlefadi tpada tahun 2005 yang mencapai
16,42 persen. Peningkatan yang tinggi di tahun 2008isebabkan oleh adanya peningkatan
uang kuasi — simpanan tetap dan tabungan di bamkdraum yang meningkat sebesar 18,29

persen , sedangkan peningkatan M1 hanya sebe€&r{ddrsen.

Untuk mengukur pertumbuhan finansial dalam hubungandengan pertumbuhan
ekonomi, indikator yang biasa digunakan adalahor&dl terhadap PDB dan rasio M2
terhadap PDB. Sedangkan indikator untuk melihaaimagnavelocity of income (V) yang
menggambarkan perputaran uang beredar adalahRBEBOM1. JikaV rendah mempunyai
makna perputaran uang beredar lambat atau dendandm masyarakat memegang uang
lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan kuttansaksi. Sebaliknya, jika V tinggi
berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepatmasyarakat tidak berlama-lama untuk

menggunakan uang tersebut dalam transaksi.

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa hubungan yalagantara M1 terhadap PDB
selama periode 2002-2007 relatif tidak berubah,imadlitunjukkan oleh rasio M1 terhadap
PDB berkisar antara 10 persen hingga 11 persensatzara rata-rata 10,79 persen. Hal ini
berarti peran M1 dalam proses penciptaan PDB pagatahunnya secara rata-rata adalah

sebesar 10,79 persen.

TABEL 4.6. UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
TAHUN 2002-2007

Uang Beredar (Miliar Rp) PDB _ Rasio (%)
. Velocity
Tahun Uang (Miliar
M1 : M2 (PDB/M1) M1/PDB  M2/PDB
Kuasi Rp)

2002 191939 691969 883908 1863275971 10,30 47,44
2003 223799 731893 955692 2036352 9,10 10,.99 46,93
2004 253818 779709 1033527 2295826 9,05 11,06 45,02
2005 281905 921310 1203215 27849609 gg 10,12 43,20
2006 361073 1021001382074 3338196 g 25 10,82 41,40
2007 460842 1182361 643203 3957 404 8,59 11,65 41,52

Sumber: 1) Statistik Ekonomi-Keuangan IndonesankBindonesia
2) Pendapatan Nasional Indonesia, BPS
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Gambaran rasio M2 terhadap PDB dalam periode 200Z-%rlihat agak berfluktuasi
yaitu berkisar antara 41,40 persen sampai dengahl 4ersen. Rasio M2 terhadap PDB
selama periode 2002-2007 yang cenderung menurumpadean dampak makin menurunnya
tingkat suku bunga perbankan, walaupun pada ta@0n gieningkat dari 41,4 menjadi 41,52
(kenapa). Hal tersebut berarti bahwa pada sekttyapkan telah terjadi kelebihan likuiditas,
sehingga sektor ini agak mengerem masuknya uangj kaag berupa tabungan berjangka
dan tabungan penduduk lainnya. Keadaan ini puneakigpat dilihat pada tahun 2007,
dimana rasionya pada tahun tersebut hanya mentapd persen.
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BABV
KESIMPULAN

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang menggambarkan
penggunaan tabungan bruto di masing-masing sektor baik untuk membiayai investasi
real maupun investasi finansial. Sektor yang tabungannya lebih kecil dari kebutuhan
investasi real (sektor defisit) akan melakukan pinjaman neto, yang dalam kerangka
NAD dapat diterjemahkan sebagai selisih antarajumlah perubahan harta dan kewajiban
finansial. NAD disgikan dalam bentuk matriks, barisnya menunjukkan kategori

transaks finansial dan kolomnya menunjukkan pembagian sektor ekonomi. Setiap

sektor mempunyai dua kolom, kolom penggunaan untuk mencatat semua perubahan

(arus) harta finansial, sedangkan kolom sumber mencatat perubahan kewajiban

finansial. NAD berguna sebagal salah satu dat untuk perencanaan dan perumusan
kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dipakai untuk
melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional dan mengevaluas sistem
pengumpulan data keuangan yang selama ini terus dikembangkan oleh Badan Pusat
Statistik dan instansi-instansi terkait lainnya. NAD merupakan sistem data tertutup,
karena di dalamnya melibatkan pula sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem tertutup
berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban
dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing
kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah penggunaan
dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah sumber dana (kenaikan kewajiban
finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Untuk masing-masing sektor juga berlaku

identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan

perubahan kewajiban.

Sebagai suatu sistem data, NAD tentunya mempunya beberapa masalah dan
keterbatasan. Secara teoritis, karena NAD disusun dari dua neraca berurutan maka
ggolak arus finansial seperti uang kas dan deposito yang mempunyai fluktuasi cukup
tinggi dalam waktu yang pendek, tidak mungkin dapat diantisipasi perubahannya dalam
skala tahunan. Di samping itu, NAD belum mampu untuk menyusun arus finansial yang

memaka konsep true flows karena faktor-faktor seperti perubahan kurs, capital
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gaing/losses dan revaluas aset belum dapat dideteksi secara baik dari neraca

perusahaan.

Kondis datayang dipaka untuk NAD 2002-2007 masih sangat bervariasi. Pada tingkat
yang baik, misalnya sektor perbankan, datanya sudah merupakan neraca akhir tahun
yang dikonsolidasi, tetapi data untuk sektor lain masih merupakan neraca individu
perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sebaliknya pada tingkat
yang kurang baik, sgumlah sektor hanya mengandalkan data sekunder yang ada,
bahkan ada sektor-sektor yang datanya tidak tersedia sama sekali sehingga diperlukan
survei-survei khusus dan penggunaan metode aternatif. Oleh karena itu, sistem
pengadaan dan pengolahan data pada masing-masing unit penyedia data masih perlu
dikembangkan. Paling tidak untuk kebutuhan data NAD, misalnya dapat diintegrasikan
dengan sistem pengadaan data di masing-masing sektor. Di samping itu, bantuan dan
peran serta dari berbagai sumber data baik instansi pemerintah, dunia swasta maupun
masyarakat masih terus diharapkan guna memperbaiki kelengkapan data yang
dibutuhkan untuk penyusunan NAD.

Untuk dapat memantau perkembangan ekonomi yang terjadi khususnya perubahan pada
struktur sektor finansial, maka NAD Indonesia akan terus disesuaikan dan
disempurnakan dengan tetap memperhatikan keterbandingannya dengan NAD
sebelumnya. Pembagian sektor daam NAD harus tetap dapat mengantisipas
munculnya jenis-jenis lembaga keuangan yang baru, sebaliknya menghilangkan sektor-
sektor yang kurang penting di masa mendatang. Demikian juga penentuan kategori
transaksi, harus selau disesuaikan dengan instrumen-instrumen finansial baru yang
mungkin muncul di kemudian hari. Dengan demikian diharapkan NAD Indonesia akan
selau representatif dan peka terhadap perkembangan dan perubahan struktur ekonomi
yang terjadi.

Selama periode 2002-2007, komposisi tabungan bruto sektor bukan keuangan terhadap
total tabungan berkisar antara 95,82 persen sampai dengan 115,30 persen, atau rata-rata
sebesar 98,13 persen. Sedangkan komposisi tabungan bruto terhadap total tabungan
untuk sektor keuangan dan luar negeri secara rata-rata masing-masing sebesar 13,06

persen dan minus 12,14 persen selama periode yang sama.



Sumbangan investasi nonfinansial (real) sektor bukan keuangan secara rata-rata
selama periode 2002-2007 sebesar 98,75 persen, dan sisanya sebesar 1,25 persen
merupakan rata-rata kontribusi investas finansial sektor keuangan. Dari rata-rata
sumbangan sebesar 98,75 persen tersebut, sekitar 69,57 persen di antaranya
merupakan kontribusi perusahaan pemerintah dan swasta, dan sisanya merupakan
kontribusi investasi pemerintah dan rumah tangga.

Secara umum ada dua sumber pembiayaan pembangunan. Pertama, berasal dari
dalam negeri dan kedua berasal dari luar negeri. Keadaan pembiayaan
pembangunan tersebut dapat dijelaskan melalui struktur pinjaman neto terhadap
produk domestik bruto. Besarnya struktur pinjaman neto yang berasal dari dalam
negeri terhadap produk domestik bruto selama periode 2002-2007 untuk sektor
rumah tangga rata-rata 3,03 persen, sedangkan yang berasal dari sektor keuangan
ratarratanya mencapai 2,16 persen. Kekurangan dana dalam negeri tersebut
diperoleh dari pinjaman luar negeri dengan rata-rata 2,27 persen.

Transaksi finansial dengan menggunakan berbagai macam instrumen serta
dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi yang terjadi pada tahun 2007 adalah
sebesar sebesar Rp 2.305,6 triliun. Instrumen finansial uang dan simpanan yang
tercipta pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 259,0 triliun, terdiri dari uang dan
simpanan dalam rupiah sebesar Rp 246,1 triliun. Penyimpan dana terbesar dalam
bentuk uang dan simpanan adalah sektor rumah tangga, yaitu sebesar Rp 126,0
miliar.

Pada tahun 2007 semua sektor mengalami penambahan tabungan bruto yang
positip, kecuali sektor bank sentral dan luar negeri. Sebagian besar (sekitar 51 %)
dari seluruh tabungan bruto merupakan tabungan bruto milik sektor bisnis.
Jumlah tabungan sebesar itu telah digunakan seluruhnya untuk keperluan investasi
non finansial. Sektor bisnis dan perusahaan pemerintah merupakan sektor yang
melakukan investasi finansial melebihi tabungan brutonya. Pada tahun 2007 net
borrowing yang terjadi pada sektor bisnis sebesar Rp.122,2 triliun, sedangkan
pada sektor perusahaan pemerintah hanya sebesar Rp. 34,9 triliun. Sehingga
kekurangannya ditutupi dari investasi finansial yang dimiliki.
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DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

|. SEKTOR KEUANGAN (FINANCIAL SECTOR)

1.1  OtoritasMoneter (Monetary Authorities)

Otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi: (1)
mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai aat pembayaran yang sah, (2)
memelihara dan menjaga posis cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap lembagalembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas
pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi otoritas moneter seperti tersebut di atas, dilaksanakan
oleh Bank Indonesia (Bl). Selain memiliki sgjumlah fungsi, Bl juga memiliki sgjumlah
kewgjiban antara lain kewgjiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang
berada di luar Bl dan Kas Negara, simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI.
Sejumlah kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Otoritas Moneter di Indonesia di pegang oleh BI, maka
dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia neraca otoritas moneternya hanya merupakan
neraca BI.

1.2  Bank (Banks)

Sektor ini mencakup Bank Umum atau Bank Pencipta Uang Giral (BPUG), Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perbankan Syariah.

1.2.1 Bank Pencipta Uang Giral (Deposit Money Banks)

Bank Pencipta Uang Gira (BPUG) adalah bank umum yang mempunyai
kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang
kuasi. BPUG terdiri dari bank persero, bank umum swasta nasiona (BUSN) devisa,
BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing.
Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut kecuali yang berkategori bank non
devisa adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka
maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan
kredit bailk untuk tujuan moda kerja maupun investas, serta melakukan transaksi
perdagangan luar negeri.
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1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (Rural Banks)

Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan
BPR-Non BKD. Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit
untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang
berada di wilayah pedesaan. Sehingga bisa dimaklumi jika wilayah kerja BPR umumnya
lebih bersifat lokal tingkat desa.

1.2.3 Perbankan Syariah (Profit-sharing Banks)

Dimasukannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat
UU.No.7 tahun 1992 yang telah mel etakan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda
yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil
(syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU
perbankan yang baru yaitu UU. No0.10 tahun 1998 kembali ditindaklanjuti dan secara
transparan telah disebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan
syariah dalam struktur perbankan di Indonesia yang terutama ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan
mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

Daam UU. No. 10 tahun 1998 tersebut juga telah dikenalkan tiga cara dalam
mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum
konvensional menjadi bank umum syariah, dan (¢) pembukaan kantor cabang syariah (full
branch) pada bank umum konvensional.

1.3 LembagaKeuangan Lainnya (Other Financial Institutions)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari
perusahaan pembiayaan, modal ventura, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan
penunjang asuransi, dana pensiun, pegadaian dan pasar modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (Finance Companies)

Perusahaan pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya
memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Termasuk di dalam cakupan kegiatan
perusahaan pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (leasing),
pembiayaan anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance) dan
kartu kredit (credit card). Perusahaan pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk
memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, tetapi
perusahaan ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak dibenarkan menarik dana
secara langsung dari pihak ketiga (non depositories institution). Oleh karena itu, sebagian

L1-2



besar sumber dana perusahaan pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam
negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Kegiatan perusahaan pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan
pembiayaan (lessor) kepada para penyewa guna usaha (lease) untuk penyediaan barang-
barang modal baik secara "finance lease" maupun "operating lease" dalam jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

Anjak piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik
secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha anjak piutang adalah
membeli piutang baik dalam bentuk account receivable maupun promissory notes atas
dasar tingkat diskonto tertentu dari sipenjual baik dengan with recourse maupun without
recourse. Dalam hal anjak piutang jenis with recourse berarti tanggungjawab penagihan
piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)

Pembiayaan konsumen adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang memberikan
pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi
dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)

Pembiayaan kartu kredit adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan kepada para
nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
Kartu kredit sendiri merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit
kartu kredit biasanya pihak bank sebagal issuer. Sedangkan pihak yang menerima
pembiayaan atau pemagang kartu kreditnya disebut sebagai card holder, sehingga
pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah
terdaftar sebagai penerima kartu kredit (merchant).

1.3.2 Modal Ventura (Venture Capital)

Modal ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha (PPU)
dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan sesudahnya dapat
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diperpanjang kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal
ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha
modal ventura ini umumnya dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka

mel akukan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (Insurance Business)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasa 3, usaha
peransuransian dibedakan menjadi dua yaitu (@) usaha asuransi, (b) usaha penunjang
usaha asuransi.

1.3.3.1 UsahaAsurans (Insurance Business)

Usaha asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi.
1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (Loss Insurance Business)

Usaha asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan
risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asurans Jiwa (Life Insurance Business)
Usaha asurans jiwa yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan
risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggal nya seseorang yang dipertanggungkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasurans (Reinsurance Business)

Usaha reasuarns yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang
terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asurans
jiwa

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asurans (Insurance Supporting Business)

Usaha jasa penunjang asuransi terdiri dari (I) usaha pialang asuransi, (ii) usaha
pialang reasuransi dan (iii) usaha penilai kerugian asuransi, (iv) usaha kosultan aktuaria
dan (v) usaha agen asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (Insurance Brokerage Business)

Usaha pialang asurans yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam
penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak
untuk kepentingan tertanggung.
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1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (Reinsurance Brokerage Business)

Usaha pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam
penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan
bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (Loss Adjuster Business)
Usaha penilai kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap
kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuaria (Actuarial Consultan Business)
Usaha konsultan aktuaria yaitu usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (Insurance Agency Business)
Usaha agen asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan di bidang
pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggung.

1.3.3.3 Program Asurans Sosial (Social Insurance Program)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikena lagi perusahaan
asuransi sosial seperti sebelumnya. Yang diatur adalah program asuransi sosial yaitu
sebagal suatu program asurans yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu
undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan
masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan pasal 14 ayat (1) undang-undang tersebut,
disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah
:Perusahaan asuransi sosial di Indonesia seluruhnya berjumlah limabuah, yaitu:

» Program asuransi sosiad bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan
bermotor yang diselenggarakan olen BUMN PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja

» Program asuransi sosia bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh
Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti.

» Program asuransi sosia yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi
kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh
(Perum) ASABRI.

» Program asuransi sosiad yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai
negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (persero) Taspen.
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» Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan
kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT. Jaminan
Sosia Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (Pawnshops)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya antara lain
membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai.
Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam
tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 DanaPensiun (Pension Fund)

Sesuai dengan UU.No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan
ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun. Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) program pensiun
berdasarkan keuntungan (PPBK), (ii) program pensiun iuran pasti (PPIP) dan (iii) program
pensiun manfaat pasti (PPMP). Sedangkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun ada dua
yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga K euangan
(DPLK).

Dana pensiun bertujuan  untuk memelihara kesgahteraan sosiad karyawan
perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang
terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar
tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham
maupun disimpan dalam bentuk tabungan maupun deposito.
1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Program pensiun jenis ini biasanya karyawan tidak perlu ikut membayar iuran,
sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase
tertentu dari keuntungan dalam tahun tertentu. Dalam ha risiko kegagalan pengolahan
berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun luran Pasti (PPIP)

Program pensiun jenis ini kewgjiban membayar iuran ditanggung oleh pihak
pemberi kerja maupun peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan
masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini berarti dalam keadaan bagamanapun
pihak perusahaan sebagal pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak
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dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko
berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPM P)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program
ini besarnya iuran yang harus dibayarkan pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan
hasil perhitungan aktuaria dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, iuran
yang harus dibayarkan peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan
berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka
akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4  Pasar Modal (Capital Market)

Pasar modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor
dan pihak emiten. Dalam hal ini pasar moda sebagai sarana aternatif bagi pihak
perusahaan yang menginginkan sumber dana diluar kredit perbankan. Pihak perusahaan
yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui
penawaran perdana di pasar primer atau Initial Public Opinion (IPO). Selain terjadi
transaks jual beli saham, di pasar moda juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Di
Indonesia ada dua sarana untuk melangsungkan kegiatan pasar modal yaitu Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga
memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti halnya broker pasar modal, underwriter,

adjuster dan penjamin emisi.

. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (NONFINACIAL SECTORYS)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institus yang
memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh
karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan
penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor
pemerintah, perusahaan pemerintah, perusahaan swasta (bisnis) dan rumah tangga.

21  Pemerintah (Government)

Yang dimaksud sektor pemerintah disini adalah sektor yang semata-mata
melakukan kegiatan administrasi pemeritahan dan melakukan kegiatan pelayanan kepada
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masayarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah adalah
kegiatan lembaga-lembaga pemerintah bailk pada tingkat pusat maupun daerah tidak
termasuk didalamnya Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD. Dalam
penyusunan NAD Indonesia kedua sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor tersendiri
yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Untuk sektor pemerintah sendiri dibedakan menjadi
duayaitu (i) pemerintah pusat dan (ii) pemerintah daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (Central Government)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: departemen-
departemen, lembaga nondepartemen, lembaga tinggi negara dan lembaga pemerintah lain,
maupun semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan
jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-
peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan,
rekreasi dan jasa pelayanan sosia lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga
normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (Local Government)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propins,
kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini
mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri (hak otonom).

2.2  Perusahaan Pemerintah (Government Enterprises)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produks barang dan jasa
milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Termasuk juga di sini Badan Urusan Logistik
(BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk
mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (State Enterprises)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya
ditetapkan melalui undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, serta tatacara pembinaan dan
pengawasannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU
No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi:
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Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan
(PERSERO). Kecuai Pertamina yang badan hukumnya dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1971. Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT
(murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya
diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang nonfinansial, dan jenis
usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat
luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. Pada
umumnya kegiatan utamanya membutuhkan modal (investasi)) yang berskala besar.
Sedangkan BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah
dikategorikan sebagi sektor tersendiri yaitu sektor bank.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprises)

Mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan
pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah, jenis kegiatannya antara lain meliputi
penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan
sebagainya. Pada umumnya perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur
berdasarkan peraturan daerah.

2.2.3 Badan Urusan Logistik (National Food Authority)

Merupakan lembaga pemerintah Non-departement yang dibentuk berdasarkan
Keppres R.I. No. 11 Tahun 1969. Tugas utamanya adalah melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam menghimpun, menyalurkan, menjaga stabilitas harga barang kebutuhan
pokok pangan masyarakat berupa beras, jagung, terigu/gandum, gula pasir, kacang kedelai
dan sebagainya. BULOG tidak digolongkan sebagai bagian dari kegiatan BUMN karena
bentuk, sifat dan tujuannya berbeda. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai
usahanyatidak berasal dari anggaran belanja negara, tetapi dari pinjaman bank-bank dalam
negeri (Bl, BBD, BRI), pihak lain dan kekayaan/tabungan yang berasal dari usahanya.

2.3  Bisnis(Business Enterprises)

Sektor ini mencakup koperasi dan perusahaan swasta nonfinansial.
2.3.1 Koperas (Cooperative)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No0.25 Tahun 1992, yang
dimaksud dengan koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosia,
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beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan
ekonomi sebagal usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini koperasi
dibagi menjadi dua, yaitu koperasi perkotaan (Non-KUD) dan koperasi pedesaan (KUD).
Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya, koperasi yang berbentuk bank
(BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor
bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat
membentuk koperasi sekunder dengan berbagai jenisnya. Jenis koperasi sekunder dapat
berupa pusat (daerah tingkat I1), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperas Perkotaan (Non rural Cooperative)

Koperas Non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan
warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi-fungsi atau peran tertentu serta
pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke
dalam tiga golongan. Pertama adalah koperasi fungsiona seperti pegawai negeri, ABRI,
karyawan, dan lainnya. Kedua, golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi,
industri kecil dan kergjinan rakyat. Dan ketiga adalah koperasi serba usaha dan simpan-
pinjam.

2.3.1.2 Koperas Perdesaan (Rural Cooperative)

Yang dimaksud dengan koperasi pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang
berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai
fungs usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra,

koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Nonfinansial (Private Nonfinancial Enterprises)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat,
kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung.
Pemilik usaha ini bisa perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga dan
sebagainya yang bermaksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan
hukumnya bisa berupa perseroan terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok
ini tidak termasuk usaha rumah tangga.Karena usaha rumah tangga dimasukan sebagai
bagian dari sektor rumah tangga.
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24  Rumah Tangga (Households)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah
tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu
bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang
tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan
rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga
adal ah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga,
dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga® dengan tujuan
menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya,
usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

[1l. SEKTOR LUAR NEGERI (Rest of the World)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun
institusi dengan bukan penduduk (nonresiden/luar negeri). Transaks yang terjadi antara
residen dengan nonresiden ini dicatat di dalam neraca pembayaran (balance of payments).

8 Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang
bersifat tetap maupun yang sementara (dalam batas waktu tertentu).
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DEFINISI KATEGORI TRANSAK S
NERACA ARUSDANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto
Tabungan bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan
tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang M odal

Penyusutan barang modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap
(pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produks yang dibebankan
pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan
pengeluaran dana. Selain dari itu, penyusutan barang modal meliputi juga perkiraan
penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan
ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan meliputi
pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan
gaji serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup
penerimaan transfer berjalan, seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor
usaha, bantuan luar negeri dan pajak yang diterima pemerintah, pensiun yang diterimaoleh
sektor rumah tangga. Pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang
dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran dividen dan transfer seperti
pembayaran pajak. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dimaksudkan
sebagai pengeluaran modal.

0200 Perolehan Harta Nonfinansial
Merupakan penjumlahan dari pembentukan modal tetap bruto, kenaikan stok dan
pembelian hartatak berwujud neto.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Y ang dimaksud dengan pembentukan modal tetap bruto adalah pengeluaran untuk
barang modal yang mempunyai umur pemakaian |ebih dari satu tahun dan tidak merupakan
barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal,
bangunan lain seperti jalan, bandara, serta mesin peralatan. Pengeluaran barang modal dan
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bangunan untuk keperluan militer tidak dicakup di sini tetapi digolongkan sebagai
konsumsi pemerintah.

0220 Kenaikan Stok

Y ang dimaksud kenaikan stok adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun
dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan
yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga di sini
persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan
emas yang dikuasa oleh Otoritas Moneter merupakan bagian dari kategori trnsaksi
cadangan val uta asing pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200
Pinjaman neto merupakan selish antara tabungan bruto dengan perolehan harta
nonfinansial.

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih statistik adalah selisih antara peminjaman neto (sisi transaksi real, bagian
atas NAD) dan investasi finansia neto (sisi finansial NAD). Kalau dalam persamaan
akuntans total aset sama dengan kewagjiban plus kekayaan neto, maka peminjaman neto
harus sama dengan investasi finansial neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari
berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang
menimbulkan selisih tersebut. Penyebab utama adanya selisih statistik di beberapa sektor,
adal ah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansianya.

0500 I nvestasi Finansial Neto = 0600 - 0700
Merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial
neto) dengan jumlah sumber finansia (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial
Merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sis
aktiva. Kenaikan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial
Merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi
pasiva. Kenaikkan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

L2-2



0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan vauta asing (valas) pemerintah terdiri dari emas moneter, special
drawing rights, posis cadangan di IMF, deposito, dan surat berharga dalam valuta asing
yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan valas pemerintah adalah aktiva Otoritas
Moneter dan merupakan kewagjiban sektor luar negeri. Dalam penghitungan pendapatan
nasional, emas moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas M oneter

Mencakup emas yang dimiliki atau disimpan Bank Indonesia, termasuk juga emas
yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini
merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 Special Drawing Rights
Merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional
(IMF) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF
Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan dismpan Bank
Indonesia, giro dan deposito berjangka di bank-bank luar negeri, wesel ekspor yang
didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investas dalam surat-surat
berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya
Mencakup seluruh klaim luar negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam
kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi:
cadangan valas pemerintah, deposito dalam valas, pinjaman dalam valas, tagihan jangka
pendek dan jangka panjang dalam valas, sertaobligasi.
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1000 Uang Dan Simpanan (Jumlah)

Terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, deposito dan
giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta deposito dan simpanan
lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di luar negeri. Yang termasuk dalam
kategori ini adalah uang kartal dan uang logam yang beredar, giro, tabungan, deposito
berjangka dan tabungan giro pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan
tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang gira
(BPUG), dan bank asing, yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang
Mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro
Merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan
menggunakan cek.

1013 Tabungan
Merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan
menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah dismpan dalam
jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian
dibuat.

1019 Tabungan Lainnya
Mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011
sampai dengan 1014.
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1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan
simpanan pada Bank Indonesia, BPUG, dan bank asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk
giro, tabungan dan deposito berjangka.

1021 Uang Kertasdan L ogam
Mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas
Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro
antar bank tidak dimasukkan dalam kategori ini, tetapi masuk kategori klaim antar bank
(2000).

1023 Tabungan
Merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku
tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan
tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi
Tabungan giro pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro, berupa tabungan dan
giro. Sedangkan tabungan koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual
belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan
oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang
asing lainnya.
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1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi
lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara
peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansia yang
tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman
dari surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia,
BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank biasanya digunakan untuk tujuan bisnis,
tetapi kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada kredit konsumsi;
termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini mencakup
pinjaman bank dalam rupiah sgja, sedangkan pinjaman bank dalam valas dimasukkan
dalam kategori pinjaman dalam valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis
pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiaya operasi perusahaan sehari-
hari.

1212 Kredit Investas

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk
pembelian barang moda dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi,
perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk kredit
pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil
atau barang konsums barang tahan lama lainnya. Hutang hipotek atau persetujuan
penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal
jugatermasuk dalam kategori ini.
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1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah
yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan
bank dan perusahaan nonfinansial baik pemerintah maupun swasta termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja
Lihat definisi 1211.

1222 Kredit I nvestasi
Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi
Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari perusahaan asuransi jiwa,
koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing
Mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Mencakup segala jenis saham bak yang diperjualbelikan maupun tidak
diperjualbelikan. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan
penyertaan sektor-sektor lainnya Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang
diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan
harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup hutang jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu
tahun. Obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang.
Hutang obligasi tidak selalu dijamin oleh harta realnya. Kategori ini merupakan jumlah
obligas pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah
maupun valas.
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1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang pemerintah yang
dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka
panjang dalam nila rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan
dalam kategori surat berharga jangka panjang lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang
dikeluarkan bukan oleh pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor
dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan
untuk kredit pemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh yayasan,
perusahaan swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Mencakup cadangan asurans jiwa, asuransi non-jiwa, asurans sosial dan dana
pensiun. Bagi asurans jiwa dan dana pensiun, transaksi ini merupakan hutang perusahaan
asuransi jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada
anggotanya. Bagi asuransi nonjiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi
nonjiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa
yang akan datang. Cadangan teknis pada asuransi nonjiwa pada dasarnya adalah harta
perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai
harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis berupa hutang-piutang
antar pensuplai dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa
diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit dagang bukan merupakan
instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun
dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit dagang antara perusahaan afiliasi termasuk
dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas
dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka kredit dagang dalam NAD merupakan arus intra-
sektor.
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2000 Rekening Antar Bank

Rekening antar bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu
dengan bank lainnya. Tidak termasuk di sini rekening antar kantor, antar cabang dan
kantor pusat, atau di antara cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan
(sisi pasivadikurangi dengan aktivanya) dan dimasukkan dalam kategori rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam
semua kategori yang disebutkan di atas.
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TABEL 2. RI NGKASAN NERACA ARUS DANA

SEKTOR KEUANGAN

s KATEGOR TRANSAKS| OTCRI TAS MONETER | BANK [ BUKAN BANK RUMAH TANGGA |
P S P S P S P S

0100 Tabungan Bruto 16 437 76 144 978 HHH#HHH

0200 | nvestasi Nonfi nansi al 189 7 830 1 076 23 642

0300 Pi njaman Neto = 0100- 0200 16 248 68 314 ( 98) 85 506

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500 0 0 ( 0 0

0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700 16 248 68 314 ( 98) 85 506

0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al (19 164) 103 017 45 745 162 648

0700 Jum ah Sunber Fi nansi al (35 411) 34 703 45 843 77 142

0800 Cadangan Val as Penerintah 24 878 6 141

0900 Kl ai m dal am Val as Lai nnya 160 5 805 1 973 (14 066) ( 639) 57 138 12

1000 Uang dan Si npanan (Jun ah) 3 005 (9 435) 57 421 8 797 61 472

1010 Uang & Si npanan dal am Val as (4 172) (9 946) (9 110) ( 284) ( 299)

1020 Uang & Si mpanan dal am Rupi ah 7 177 512 66 531 9 081 61 771

1021 Uang Kertas dan Logam 14 328 472 ( 484) 13 546

1022 Gro (7 141) 25 352 3 133 6 669

1023 Tabungan ( 10) 1 50 658 2 730 48 850

1024 Deposito Berjangka 39 (9 478) 3 701 (7 294)

1025  Sinpanan Rupi ah | ai nnya

1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi

1100 Surat Berharga Jangka Pendek (2 186) (2 225) 883 700 245

1200 Kredit (Jum ah) ( 513) ( 822) 72 651 (3 012) ( 206) 2 216 1 399 2 099

1210 Kredit Bank dal am Rupi ah ( 511) 70 942 990 ( 15)

1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp (1 275) 368 ( 382) 1 399

1230 Kredi t dal am Val as (1) (822 1709 (1737) ( 574) 1 608 2 114

1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 527 (0 848 (224 075) 3 632 5 789 151 729

1400 Surat Berharga Jk Pjg (Juniah) (33 082) (73 957) (31 494) 4 093 14 087 2 648 21 747

1410 Surat Berharga Penerintah (33 082) (60 466) (34 778)

1420 Surat Berharga Lai nnya 0 (13 491) 3 284 4 093 14 087 2 648 21 747

1500 Cadangan Asuransi dan Pensi un 0 0 0 0 6 230 31 476 19 552

1800 Kredit Dagang 0 0 0 0O 6 988 810 2 900 5 347

2000 Rekeni ng Antar Bank (1 646) 36 477 33 351 (1 207) 0 0 0 0

9000 Rupa- r upa (9 488) (12 062) 37 308 217 775 5 973 2 147 (96 534) 69 684
TOTAL (18 974) (18 974) 110 847 110 847 46 821 46 821 186 290 #######

Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Total

penggunaan dan sunber untuk rekening antar bank (2000)

per bedaan dal am junm ah yang sana di cernm nkan pul a ol eh total

3. Jum ah mungkin tidak sama karena penbul at an



| NDONESI A, 2003 (M Il iar Rupiah)
SEKTOR BUKAN KEUANGAN LUAR NEGERI TOTAL KCODE
| PEMERI NTAH | PRSH PEMERINTAH | B SNI S NAD
P S B S P S 2 S E S
104 992 53 127 225 011 (70, 366) 515 470 0100
82 562 82 651 317 520 0 515 471 0200
22 430 (29 524) (92 509) (70 366) ( 0 0300
( 0) 0 0 0 ( 0 0400
22 430 (29 525) (92 509) (70 366) 0500
(144 977) 99 626 331 978 (40 489) 538 384 0600
(167 407) 129 151 424 487 29 877 538 384 0700
6 141 24 878 31 019 31 019 0800
3 178 13 3 ( 398) (13 512) (6 959) (9 010) (2 172) (17 709) (17 708) 0900
(7 799) 14 955 15 (10 252) (7 203) (9 906) 50 535 50 536 1000
(3 800) 5 320 (6 170) (8 049) (9 946) (23 228) (23 228) 1010
(3 999) 9 634 (4 097) 846 41 73 748 73 749 1020
0 293 501 14 328 14 328 1021
(2 557) 2 020 8 648 297 18 211 18 210 1022
359 (2 013) 720 50 648 50 648 1023
(1 802) L o (11 233) ( 171) 41 (9 438) (9 438) 1024
15 15 15 15 1030
( 417) (1 350) (2 710) ( 108) 14 177 12 406 (2 178) (1 610) 7 813 7 813 1100
(2 863) ( 81) 539 ( 431) (8 377) 60 895 ( 874) 445 61 757 61 309 1200
44 ( 115) 68 346 733 70 431 69 983 1210
(1 642) 628 181 (2 446) 216 (1 477) (1 476) 1220
(1 221) ( 125) ( 89) ( 497) (5 931) (7 451) (1 090) ( 288) (7 197) (7 198) 1230
(185 576) 142 461 189 006 241 253 5 224 ( 39) 165 390 165 390 1300
(84 974) (57 572) ( 577) 5 899 10 426 30 044 14 906 ( 115) (88 961) (88 961) 1400
(60 466) (57 572) 6 136 4 151 (118 039) (118 039) 1410
(24 508) ( 577) 5 899 4 290 30 044 10 755 ( 115) 29 078 29 078 1420
996 6 690 32 472 32 472 1500
1 645 17 288 18 580 6 668 30 113 30 113 1800
31 705 35 270 2000
133 474 (108 417) 85 771 (36 571) 125 240 80 180 (47 495) 18 395 234 249 231 131 9000
(62 415) (62 415) 182 278 182 278 649 498 649 498 (40 489) (40 489) 1053 855 1053 855
tidak samm, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas noneter). Akibatnya

penggunaan dan sunber untuk rupa-rupa (9000) pada posisi yang berlawanan



TABEL 1. RI NGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE SEKTOR KEUANGAN

NAD KATEGOR TRANSAKSI OTORI TAS MONETER| B ANK | BUKAN BANK RUMAH TANGGA |
P S P S P S P S

0100 Tabungan Bruto (6 922) 10 643 2 302 107 941

0200 I nvestasi Nonfi nansi al 338 2 109 645 58 620

0300 Pi nj aman Neto = 0100- 0200 (7 260) 8 534 1 657 49 321

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500 ( 0 0 0 0

0500 I nv. Finansial Neto = 0600-0700 (7 260) 8 534 1 657 49 321

0600 Jum ah Penggunaan Fi nansi al 28 982 26 635 23 753 76 393

0700 Jum ah Sunber Fi nansi al 36 242 18 101 22 096 27 072

0800 Cadangan Val as Penerintah (6 914) (30 986)

0900 Kl ai m dal am Val as Lai nnya ( 144) 3 028 (21 229) 4 855 618 66 ( 669) ( 34)

1000 Uang dan Si npanan (Jumni ah) 0 25172 (1 909) 12 180 3 768 30 800

1010 Uang & Si npanan dal am Val as 4 724 (4 702) (33 696) (1 260) (3 169)

1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah 20 448 2 793 45 876 5 028 33 969

1021 Uang Kertas dan Logam 7 142 2 798 60 3 347

1022 Gro 13 273 7 035 806 2 aah

1023 Tabungan 33 21 327 53 20 624

1024 Deposito Berjangka ( 5) 17 514 4 109 7 473

1025 Sinpanan Rupi ah | ai nnya
1030 Tabungan G ro Pos dan Koperasi

1100 Surat Berharga Jangka Pendek 2 405 (1 436) ( 710) 1 498 174
1200 Kredit (Jum ah) 465 (2 646) 56 162 (19 427) 1 855 2 509 5 313 40 677
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah 470 69 626 2 782 35 040
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp (1 582) 1 887 ( 245) 5 317 6 420
1230 Kredit dal am Val as ( 4) (2 646) (13 464) (17 845) ( 32) ( 28) ( 4 ( 783)
1300 Modal Saham dan Penyertaan ( 12) 2 459 8 218 6 521 2 412 2 960

1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jum ah) 28 687 27 595 (31 896) ( 221) 1 885 2 005 5 026

1410 Surat Berharga Penerintah 28 687 28 687 (32 655)

1420 Sur at Ber harga Lai nnya (1 092) 759 ( 221) 1 885 2 005 5 026

1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 2 811 16 453 8 387

1800 Kredit Dagang 2 541 1 201 (10 651) 1 885

2000 Rekeni ng Antar Bank (1 086) 13 456 15 592 (3 744)

9000 Rupa- r upa 7 986 623 5 050 17 676 4 464 (4 048) 35 053 (15 456)
TOTAL 29 320 29 320 28 744 28 744 24 398 24 398 135 013 135 013

Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Total penggunaan dan sumber untuk rekening antar bank (2000)
per bedaan dal am junm ah yang sana di cermi nkan pul a ol eh tota
3. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an



| NDONESI A, 2002 (M Iiar Rupiah)
SEKTOR BUKAN KEUANGAN LUAR NEGERI TOTAL KODE
| PEMERINTAH | PRSH PEMERINTAH| Bl SNI S NAD
B S B S P S B S P S
77 030 80 862 178 276 (60, 186) 389 947 0100
61 996 118 843 147 396 389 947 0200
15 034 (37 981) 30 880 (60 186) 0 0300
0 0 1 ( 0 0 0400
15 034 (37 981) 30 879 (60 185) ( 0 0500
32 104 (8 567) 45 746 148 044 373 091 0600
17 070 29 415 14 866 208 229 373 091 0700
(30 986) (6 914) (37 900) (37 900) 0800
65 ( 12) 694 (8 418) (5 685) 16 662 (16 025) (13 115) (13 113) 0900
24 040 (4 259) 802 7 (20 585) (4 701) 32 658 32 658 1000
7 814 1 679 (13 337) (20 698) (4 702) (33 673) (33 674) 1010
16 226 (5 938) 0 14 139 0 113 1 66 324 66 325 1020
951 ( 15) 7 141 7 142 1021
16 132 (8 426) 8 438 833 20 308 20 308 1022
58 16 436 173 21 360 21 360 1023
36 1 521 5 273 ( 893) 1 17 515 17 515 1024
7 7 7 7 1030
418 840 1 880 1 462 7 327 6 715 (2 080) 335 9 414 9 414 1100
(3 803) (2 367) (9 012) 8 136 169 17 161 (8 825) (1 720) 42 323 42 323 1200
(1 498) 6 185 27 617 ( 31) 70 095 70 095 1210
1 875 (4 031) 1 594 73 1 066 6 187 6 187 1220
(5 678) ( 869) (4 981) 357 96 (10 456) (9 891) (1 689) (33 960) (33 959) 1230
5 274 10 777 3 647 11 322 12 187 309 33 036 33 038 1300
28 687 (20 921) 1 451 2 416 3 556 6 535 (18 526) 1 460 18 870 18 869 1400
28 687 (20 921) (16 953) 7 766 7 766 1410
1 451 2 416 3 556 6 535 (1 573 1 460 11 104 11 103 1420
35 5 290 16 488 16 488 1500
8 028 2 471 8 290 2 651 8 208 8 208 1800
14 506 9 712 2000
(22 577) 39 530 (6 654) 3 424 25 082 (23 840) 200 198 235 485 248 603 253 394 9000
94 100 94 100 110 277 110 277 193 142 193 142 148 044 148 044 763 038 763 038
tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas noneter). Akibatnya

penggunaan dan sumber untuk rupa-rupa (9000) pada posis

yang berl awanan



TABEL 4. RI NGKASAN NERACA ARUS DANA

KCDE SEKTOR KEUANGAN
NAD KATEGORI TRANSAKSI OTORI TAS MONETER | B ANK | BUKAN BANK RUVAH TANGGA
P S P S P S P S
0100 Tabungan Bruto 17,138 45,511 10, 801 191, 768
0200 I nvestasi Nonfi nansi al 556 4,314 1, 036 33, 425
0300 Pi njaman Neto = 0100- 0200 16, 582 41, 197 9, 764 158, 343
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500 0 0 0 0
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700 16, 582 41, 197 9, 764 158, 343
0600 Jum ah Penggunaan Fi nansi al 30, 845 196, 786 53, 834 257, 427
0700 Juml ah Sunber Fi nansi al 14, 262 155, 589 44,070 99, 084
0800 Cadangan Val as Penerintah 4, 090
0900 Kl ai m dal am Val as Lai nnya (997) 691 (438) (13) 53 63
1000 Uang dan Si npanan (Juni ah) (1, 220) 19, 329 50, 122 170, 954 6, 826 120, 784
1010 Uang & Sinpanan dal am Val as (1, 220) 3, 206 46, 980 54, 810 1, 210 19, 859
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah 16, 123 3,142 116, 144 5, 616 75, 125
1021 Uang Kertas dan Logam 17,975 3, 003 - 749 5, 989
1022 Gro (1,895) (0) 22,950 (672) (684)
1023 Tabungan 43 (13,892) 227 (15, 265)
1024 Deposito Berjangka 107, 041 5, 295 85, 059
1025  Sinpanan Rupi ah | ai nnya 139 45 16 26
1030 Tabungan G ro Pos & Koper asi 25, 800
1100 Surat Ber harga Jangka Pendek - 5,116 (211) 422 418 178
1200 Kredit (Jumni ah) (13, 715) (4,491) 144,974 5, 148 1,672 15,127 68 85, 828
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah (13, 716) 134,594 4,992 86, 840
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp 2,929 L 1, 549 68 (835)
1230 Kredi t dal am Val as 2 (4,491) 10, 380 2,219 (80) 8, 586 (176)
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan (0) (79) (65) 3, 806 3,633 1,132 50, 211
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jum ah) 20, 322 7,139 (1,107) 790 17,760 3, 900 13, 200
1410 Surat Berharga Penerintah 20, 322 8, 582 (806) 11, 043 (1, 850)
1420 Surat Berharga Lai nnya (1, 443) (301) 790 B LT 3,900 15, 050
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 1,383 17,329 16, 106
1800 Kredit Dagang 13, 493 8, 854 6, 477 10, 197
2000 Rekeni ng Antar Bank (722) 11, 536 4, 839 3, 658 4,149 (24) 4, 237
9000 Rupa- r upa 23, 086 (19,172) (7,784) (28,119) 4,509 (2,720) 46, 167 2,995
TOTAL 31, 400 31,400 201, 100 201,100 54,871 54,871 290,852 290, 852

Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah rmungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka sementara
**) Angka sangat senentara



| NDONESI A 2005 (M | iar Rupiah)*)
SEKTOR BUKAN KEUANGAN LUAR NEGERI TOTAL KODE
| PEMERI NTAH | PRSH PEMERI NTAH | BI SNI S NAD
P S P S P S P S P S
108, 813 3,833 432,804 (71, 942) 738,726 0100
90, 213 70, 456 538, 726 738, 726 0200
18, 600 (66, 623) (105, 922) (71, 942) (0) 0300
(0) (0) 0 0400
18, 600 (66, 623) (105, 922) (71, 942) (1) 0500
55, 067 73,375 146, 802 14, 409 828, 545 0600
36, 467 139, 998 252,724 86, 351 828,545 0700
4,090 4,090 4,090 0800
97 (69) 10, 188 16, 386 14, 861 8,831 24, 827 24,827 0900
32,275 15, 646 41,914 25, 800 3,679 53,941 270, 025 270,025 1000
3,443 8, 586 30, 144 2,817 53,802 111, 818 111,818 1010
28, 832 7, 060 11, 770 862 139 132, 407 132,407 1020
749 1, 497 5,989 17, 975 17,975 1021
22,395 (741) (918) 1,676 21, 055 21,055 1022
388 (139) 838 102 (13, 849) (13,849) 1023
4,623 6, 558 5, 757 (251) 107, 041 107,041 1024
678 (115) 103 (664) 139 184 184
25, 800 25, 800 25,800 1030
(8) 1, 255 (5) 2,142 11, 010 8, 438 6, 330 17, 543 17,543 1100
(689) (31,712) 27 3,916 (109) 32,643 (24, 494) 1,275 107, 734 107,734 1200
(12, 734) 2, 637 38, 845 299 120, 878 120,878 1210
(385) 27 58 (1, 209) (732) 2,716 2,969 2,969 1220
(304) (18,977) 1,221 1,100 (5,470) (27,210) 975 (16, 114) (16, 114) 1230
(7, 934) 19,221 44,239 56,234 113, 259 41, 236 179 162, 536 162,536 1300
7 213 13, 598 1,715 3,637  (15,258) 46,558 33, 701 1,924 77, 546 77,546 1400
8, 582 13, 598 (192) (35, 265) 20, 345 22,180 22,180 1410
(1, 369) 1, 907 3,637 20, 007 46, 558 13, 355 1,924 55, 366 55,366 1420
590 430 17, 919 17,919 1500
7,782 21,183 12, 483 1,392 1,392 41, 627 41,627 1800
(4, 201) 24 6, 892 15, 195 15,195 2000
24,113 54, 649 27,729 66,438 42,979 5,652  (71,295) 9,781 89, 504 89,505 9000
145,280 145,280 143,831 143,831 685,528 685,528 14,409 14,409 1,567,271 1,567,271
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TABEL 3. RI NGKASAN NERACA ARUS DANA

KCODE SEKTOR KEUANGAN

NAD KATEGORI TRANSAKSI OTORI TAS MZNETER| B ANK | BUKAN BANK RUVAH TANGGA |
P S P S P S P S

0100 Tabungan Bruto 20 486 50 105 3 460 138 612

0200 I nvestasi Nonfinansi al ( 196) 3 147 316 74 321

0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200 20 681 46 958 3 145 64 291

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500 ( 0 0 0 ( 0

0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700 20 681 46 958 3 145 64 291

0600 Jum ah Penggunaan Fi nansi al 51 254 52 435 45 745 123 493

0700 Jum ah Sunber Finansi al 30 572 5 477 42 600 59 202

0800 Cadangan Val as Peneri nt ah 27 891

0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya 149 (23 294) 13 632 ( 3 ( 93) 19

1000 Uang dan Sinpanan (Jum ah) 2 283 (19 066) (9 739) 67 809 2 544 95 156

1010 Uang & Sinpanan dal am Val as 2 283 (17 974) (9 210) ( 817) (6 122)

1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah 0 (1 092 ( 529) 68 626 2 544 101 278

1021 Uang Kertas dan Logam 14 161 ( 534) 116 40 081

1022 Gro (15 217) ( 0) 17 560 114 4 318

1023 Tabungan ( 36) 53 590 73 54 341

1024 Deposito Berjangka ( 42) (2 444) 2 241 2 538

1025 Si mpanan Rupi ah | ai nnya 47 ( 80)

1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi

1100 Surat Berharga Jangka Pendek 5 642 5880 ( 373) ( 132) 298
1200 Kredit (Jum ah) 7 192 1 251 116 409 3 737 694 21 752 8 193 78 696
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah 7 189 96 934 6 899 67 063
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp 0 1 477 686 3 572 8 193 11 364
1230 Kredit dal am Val as 2 1 251 19 475 2 260 8 11 281 269
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan ( 4) 441 283 (31 856) 4 475 5 857 52 251

1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jumah) 7 267 5 780 (36 326) 1 977 31 564 4 954  ( 381)

1410 Surat Berharga Penerintah 7 267 34 140 (34 663) 22 989

1420 Surat Berharga Lainnya (28 360) (1 662) 1977 8 575 4 954 ( 381)

1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 156 17 425 10 271

1800 Kredit Dagang 17 844 1 346 9 372 5 829

2000 Rekening Antar Bank (4 362) 32 747 33 723 (3 386) 0 0

9000 Rupa-rupa 10 839 9 419 (34 265) (52 315) 6 502 (8 509) (51 666) (25 342)
TOTAL 51 058 51 058 55 582 55 582 46 061 46 061 197 814 197 814

Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Total penggunaan dan sunber untuk rekening antar bank (2000)

per bedaan dal am jum ah yang sama di cerm nkan pul a ol eh total
3. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an



| NDONESI A, 2004 (M liar Rupiah)
SEKTOR BUKAN KEUANGAN LUAR NEGERI TOTAL KODE
|  PEMERINTAH | PRSH PEMERINTAH [ Bl SNI S NAD
P S B S P S P S P S
101 857 83 933 181 223 (27 383) 552 292 0100
76 437 147 622 250 645 552 292 0200
25 420 (63 689) (69 423) (27 383) 0 0300
0 ( 0 (0 ( 0) ( 0 0400
25 420 (63 689) (69 422) (27 383) 1 0500
48 284 (22 835) 255 579 103 862 657 816 0600
22 864 40 854 325 001 131 244 657 816 0700
27 891 27 891 27 891 0800
1 659 72 1 824 ( 702) 12 864 (19 728) (6 800) (6 800) 0900
(21 112) 16 617 15 (33 102) (2 276) 1 614 50 373 50 372 1000
(12 154) 5 467 554 2 000 1 610 (17 181) (17 181) 1010
(8 958) L 150 (33 671) (4 275) 4 67 539 67 539 1020
502 (26 004) 14 161 14 161 1021
(7 583) 2 327 6 705 (3 538) (0 2 343 2 343 1022
( 23) 83 ( 9219 53 554 53 554 1023
(1 657) 8 322 (13 456) ( 432) ( 42) (2 486) (2 486) 1024
304 | 99 615 47 ( 33 ( 33) 1025
15 15 15 15 1030
(3 352) ( 419) (3 145) 881 3 950 5 829 8 978 ( 41) 11 998 11 998 1100
67 50 490 732 1 169 3 827 111 125 127 535 (3 581) 264 648 264 640 1200
(1 491) ( 125) 32 609 0 ( 832) 104 124 104 124 1210
831 732 201 6 147 26 0 16 614 16 614 1220
( 764) 51 981 1 093 (2 320) 78 516 127 510 (2 749) 143 911 143 902 1230
(37 041) 20 781 162 830 222 581 36 705 1 695 219 500 219 499 1300
5 586 (25 356) ( 623) 0 (17 338) 17 414 14 558 ( 461) 4 308 4 308 1400
34 140 (25 356) (34 914) 13 965 8 783 8 783 1410
(28 554) ( 623) 17 576 17 414 593 ( 461) (4 476) (4 475) 1420
1 084 8 082 18 509 18 509 1500
1 645 24 800 12 789 11 390 1714 43 365 43 365 1800
0 29 361 29 361 2000
102 477 (1 923) (38 061) (7 876) 112 717 (42 636) (96 219) 123 855 12 324 (5 328) 9000
124 721 124 721 124 787 124 787 506 224 506 224 103 862 103 861 1210 108 1210 108
tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (ternmasuk otoritas noneter). AKibatnya

penggunaan dan sumnber untuk rupa-rupa (9000) pada posisi yang berl awanan



TABEL 6. RI NGKASAN NERACA ARUS DANA

SEKTOR KEUANGAN

% KATEGORI TRANSAKSI OTORI TAS MONETER B ANK BUKAN BANK RUMAH TANGGA
P s P s P s P s
0100 Tabungan Bruto (15, 432) 24, 690 19, 386 241, 342
0200 Investasi Nonfinansi al 283 2,876 199 1161 72
0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200 (15, 715) 21, 814 19, 187 79, 571
0400 Selisih Statistik = 0300-0500
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700 (15, 715) 21, 814 19, 187
0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al 194, 331 298, 047 95, 082 484, 081
0700 Jum ah Sumber Finansi al 210, 046 276, 233 75, 895 404, 510
0800 Cadangan Val as Penerintah 157, 378
0900 Kl ai m dal am Val as Lai nnya 121 3,162 637 0 149 108
1000 Uang dan Sinpanan (Juni ah) (4,543) 43,289  (9,249) 232,504 4,766 126, 026
1010 Uang & Sinpanan dal am Val as (4,543) (4,626) (20,110) 35,276 2,475 3,844
1020 Uang & Sinpanan dal am Rupi ah 47,914 10,861 197,229 = 2,291 122, 182
1021 Uang Kertas dan Logam 42,213 9, 900 1, 616 12,925
1022 Gro 5, 698 59,407 2,694 8, 679
1023  Tabungan 3 102, 057 (393) 104, 291
1024 Deposito Berjangka 33,079 (1,625) (3,892)
1025  Sinpanan Rupi ah | ai nnya 960 2,686 (1) 179
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi
1100 Surat Ber harga Jangka Pendek 1, 751 9, 861 221 (111) (571)
1200 Kredi t (Jum ah) (11, 518) (62) 209,819 5,767 17,110 9,658 15,011 96, 985
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah (11, 519) 155, 013 14,398 3,389 97, 727
1220 Kredit Institusi Lain dal am Rp 1,527 2,629 (15) 15, 012
1230 Kredit dal am Val as i (62) 54,806 4,239 83 6,283 (1) (742)
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 288 (255) 9,746 38,813 5, 255 44,806
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jun ah) (7,860) 5,061 3, 289 3,076 23,739 3,966 10,930
1410 Surat Berharga Penerintah (7, 860) (464) 13, 904
1420 Surat Berharga Lai nnya 5, 061 3,753 3,076 9,835 3,966 10,930
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 389 47,426 5, 747
1800 Kredit Dagang 1,533 (2) 43,033 45, 846
2000 Rekeni ng Antar Bank (1,642) 87,668 80, 719 4,409 1,192 30 158
9000 Rupa-rupa 62,395 73,803 8,811 10,234 7,318 9,523 238,941 261, 572
TOTAL 194,614 194,614 300,924 300,924 95,281 95,281 645,852 645,852
Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Total penggunaan dan sunber untuk rekening antar bank (2000)
per bedaan dal am juni ah yang sama di cerminkan pula ol eh total
3. Jum ah mungkin tidak sama karena penbul atan

*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara
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| NDONESI A 2007 (M LI AR RUPI AH) "

SEKTOR BUKAN KEUANGAN FOF
LUAR NEGER! TOTAL
PEMERI NTAH ‘ PRSH PEMER! NTAH ‘ Bl SNI S CoDE
P s P s P s P s P s
179, 123 40, 594 497,178 (2, 882) 984, 001 0100
123, 886 75, 508 619, 477 984, 001 0200
55, 238 (34, 914) (122, 298) (2,882) (79, 571) 0300
0 0 0400
55, 238 (34, 914) (122, 298) (2,882) (79, 571) 0500
(818) 106, 512 903, 455 224, 987 2,305, 677 0600
(56, 056) 141, 426 1, 025, 754 227, 869 2,305,677 0700
157, 378 157, 378 157,378 0800
0 12, 729 16, 578 17, 315 15, 858 33, 330 33,330 0900
(8, 408) 27,513 116, 379 6,572 (16, 737) 259, 056 259, 056 1000
(4, 788) 2,235 30, 914 2,924 (17, 698) 12, 953 12,953 1010
(3, 620) 25,278 85, 464 3, 648 960 246, 103 246,103 1020
1,616 3 031 12, 925 420013 42,213 1021
(7, 21l 17, 849 40, 174 2,921 65, 105 65,105 1022
(773) (349) (91) (625) 102, 060 102,060 1023
2,288 4,074 2L, dlily il Ll 33, 079 33,079 1024
461 473 1, 340 235 960 3, 646 3, 646
1030
14 (0) 201 632 2,116 14, 410 17 320 (3,670) 240 123 21,123 1100
38 20, 824 187 12, 140 1,793 279,188 193,139 1,079 425,579 425,579 1200
371 (6, 784) (488) 148 64, 822 (256) 158, 411 158,411 1210
(299) 187 1, 396 634 16, 848 1,594 19, 757 19, 757 1220
(34) 27,607 11, 232 1, 010 197,518 191, 544 1,335 247, 410 247,410 1230
(169) 101, 356 542, 966 641,936 132, 278 (142) 758, 438 758, 438 1300
5, 020 59, 251 2,887 1, 960 5,913 5,539 32, 180 (2, 755) 76, 098 76,098 1400
59, 251 15, 004 38, 666 59, 251 59,251 1410
5, 020 2,887 1, 960 (9, 091) 5, 539 (6,485) (2, 755) 16, 847 16,847 1420
2,688 43, 979 50, 114 50,114 1500
2,830 11,518 82, 352 63, 083 3, 208 12, 512 132, 956 132,956 1800
1, 769 9,912 92, 107 92,107 2000
2,687 (136,130) 72,824 11,131 93, 457 5,019 (186,937) 64,346 299, 498 299, 498 9000
123,068 123,068 182,020 182,020 1,522,932 1,522,932 224,987 224,987 3,289,677 3,289,677
tidak sama, karena perbedaan waktu pencatatan antar bank (termasuk otoritas noneter). Akibatnya

penggunaan dan sunber untuk rupa-rupa (9000)

pada posisi yang berl awanan
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TABEL 5. RI NGKASAN NERACA ARUS DANA

KODE SEKTOR KEUANGAN
NAD KATEGORI TRANSAKSI OTORI TAS MONETER | B ANK | BUKAN BANK RUVMAH TANGGA
P S P S P S P S

0100 Tabungan Bruto 17, 256 27,613 8, 815 180, 262
0200 I nvestasi Nonfinansi al 243 2,891 1, 567 31, 417
0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200 17 018 24 722 7 249 148 845
0400 Selisih Statistik = 0300-0500 0 0 7 347 0
0500 Inv. Finansial Neto=0600-0700 17 013 24 722 ( 98) 148 845
0600 Jum ah Penggunaan Fi nansi al 126 964 229 329 30 887 237 046
0700 Juml ah Sunber Fi nansi al 109 951 204 607 23 638 88 201
0800 Cadangan Val as Peneri ntah 29, 423
0900 Kl ai m dal am Val as Lai nnya (729) (6, 295) (5,711) (25) 98 (70)
1000 Uang dan Si npanan (Jumnl ah) 13, 228 (76,335) (14,690) 161,175 12,470 84, 189
1010 Uang & Si npanan dal am Val as 13, 228 (8,458) (21,812) (4, 746) (730) (5, 526)
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah (67, 876) 7,122 165, 921 13, 200 80, 522
1021 Uang Kertas dan Logam 33,703 7,031 1, 334 10, 669
1022 Gro (101, 324) (1) 57, 241 1, 016 9, 362
1023 Tabungan (256) 52,904 372 43, 461
1024 Deposito Berjangka 55, 261 10, 522 17,021
1025 Si npanan Rupi ah | ai nnya 92 515 (43) 9
1030 Tabungan G ro Pos & Koper asi 9,193
1100 Surat Berharga Jangka Pendek 2. 127 6, 282 35 (409) 126
1200 Kredit (Juni ah) (156) (5, 834) 99, 969 (608) (123) 6, 636 (57) 65, 197
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah (154) 75, 599 5, 441 64, 781
1220 Kredit Institusi Lain dalamRp (2, 550) (123) 1, 321 (57) (1, 547)
1230 Kredit dal am Val as (2) (5,834) 24,370 1,942 (126) (0) 1,963
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 44 (117) (106) 8, 694 (136) 3,643 34, 824 (200)
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jum ah) 11, 810 13, 626 (9, 721) 1, 828 4, 689 (8) 1
1410 Surat Berharga Penerintah 11, 810 14, 349 (11, 505) 3,567
1420 Surat Berharga Lai nnya (724) 1,784 1,828 1,122 (8) 1
1500 Cadangan Asuransi dan Pensi un 4, 363 20, 976 16, 813
1800 Kredit Dagang 29, 784 (5,904) 19, 259 21,787
2000 Rekeni ng Antar Bank 167 142,713 156, 564 22,045 7,672 13 51
9000 Rupa-rupa 73,178 35, 898 1, 481 10, 902 (27,841) (1,406) 81, 839 1, 487

TOTAL 127, 207 127, 207 232, 220 232, 220 32,454 32,454 268, 463 268, 463

Ket er angan:

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an

*) Angka senentara
**) Angka sangat sementara



| NDONESI A 2006 (M Iiar Rupiah)*)
SEKTOR BUKAN KEUANGAN LUAR NEGERI TOTAL
| PEMER! NTAH | PRSH PEMERI NTAH | BI SNI S
P S P s P s P s P s
181, 082 3, 708 467,577 (38, 460) 847 853
113, 21 78, 006 620, 008 847 853
67 361 (74 298) (152 431) (38 460)
0 0 0 0 7 347
67 361 (74 298) (152 431) (38 460) (£ 31
98 784 12 952 323 518 44 642 1104 121
31 423 87 250 475 949 83 101 1104 121
29, 423 29, 423 29, 423
(184) 64 (51,331) (58,753)  (23,089) (17,280) (81, 653) (81, 653)
2,425 11, 642 53, 085 9,193 (76,257)  (7,943) 86, 091 86, 091
(11, 033) 5, 683 (1,514) 466 (8,034) (21, 238) (21, 238)
13, 458 5, 959 54, 599 (76, 724) 91 98, 136 98, 136
1334 2,667 10, 669 a3, 703 33,703
1,419 155 20, 647 (76, 682) (1) (44, 083) (44, 083)
1,508 1,148 5, 643 517 52, 648 52, 648
8,931 - 1L (551) 55, 261 55, 261
266 (24) 314 (7 92 607 607
- 9,193 9,193 9,193
(0) 49 (275) (3,110)  (1,205) 2, 205 (2, 962) 1,431 1,431
506  (67,241) (59) 10, 564 1,441  (94,598) (185, 876) 1,531 (84, 355) (84, 353)
898 2,876 - 943 506 75, 445 75, 445
321 (59) (30) 456 256 (3, 091) (2, 553) (2, 550)
185 (68, 139) 7,718 985  (95,797) (182, 786) 1,026  (157,248)  (157,248)
5, 680 7,670 65,774 464,912 519,376 79, 044 (5, 240) 591, 932 591, 932
15, 917 32,284 583 40 11, 946 16, 275 25, 991 (2,827) - 61,217
14, 349 32, 284 (472) 17, 638 11, 246 46, 633 46, 633
1,568 1,055 40 (5,691) 16,275 14, 745 (2,827) 14,584 14,584
600 400 21,576 21,576
5, 762 8,077 58, 352 59, 344 2,331 32,183 115, 488 115, 488
(2,978) 3,297 164, 772 164, 772
74, 440 66,316  (12,694) 2,469  (209,201) 26,316 216, 997 56, 215 179, 159 179, 156
212,505 212,505 90,958 90,958 943,526 943, 526 44, 642 44,642 1,951,973 1,951,973

KODE

0100

0200

0300
0400
0500

0600
0700

0800
0900

1000
1010
1020
1021
1022
1023
1024

1030

1100

1200
1210
1220
1230

1300

1400
1410
1420

1500
1800
2000
9000
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TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

2002-2007,
2002-2007,
TAHUN/YEAR
KODE KATEGORI TRANSAKSI 2002 2003 2004
NAD P S P S i S
U S U S U S
0100 Tabungan Bruto 10 643 76 144 50 105
0200 Investasi Nonfinansial 2 109 7 830 3 147
0300 Pinjaman Neto = 0100-0200 8 534 68 314 46 958
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500 0 0 0
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700 8 534 68 314 46 958
0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al 26 635 103 017 52 435
0700 Jum ah Sunber Finansi al 18 101 34 703 5 477
0800 Cadangan Val as Penerintah
0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya (21 229) 4 855 1 973 (14 066) (23 294) 13 632
1000 Uang dan Si npanan (Jumn ah) (1 909) 12 180 (9 435) 57 421 (9 739) 67 809
1010 Uang & Si mpanan dal am Val as (4 702) (33 696) (9 946) (9 110) (9 210) ( 817)
1020 Uang & Si mpanan dal am Rupi ah 2 lirhe e 45 876 512 66 531 ( 529) 68 626
1021 Uang Kertas dan Logam 2 798 472 ( 534)
1022 Gro 7 035 25 352 (0 17 560
1023 Tabungan 21 327 1 50 658 53 590
1024 Deposito Berjangka (s 17 514 39 (9 478) ( 42) (2 444)
1025 Sinpanan Rupi ah | ai nnya 47 ( 80)
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi
1100 Surat Berharga Jangka Pendek 2 405 (1 436) (2 186) (2 225) 5 642 5 880
1200 Kredit (Jum ah) 56 162 (19 427) 72 651 (3 012) 116 409 3 737
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah 69 626 70 942 96 934
1220 Kredit Institusi Lain dalamRp (1 582) (1 275) 1 477
1230 Kredit dal am Val as (13 464) (17 845) 1 709 (1 737) 19 475 2 260
1300 Modal Saham dan Penyertaan 2 459 8 218 848 (224 075) 283 (31 856)
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Jum ah) (31 896) ( 221) (31 494) 4 093 | (36 326) 1 977
1410 Surat Berharga Penerintah (32 655) (34 778) (34 663)
1420 Surat Berharga Lai nnya 759 ( 221) 3 284 4 093 (1 662) 1 977
1500 Cadangan Asuransi dan Pensi un
1800 Kredit Dagang
2000 Rekeni ng Antar Bank 15 592 (3 744) 33 351 (1 207) 33 723 (3 386)
9000 Rupa-rupa 5 050 17 676 37 308 217 775 | (34 265) (52 315)
JUMLAH 28 744 28 744 110 847 110 847 55 582 55 582
Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Junml ah mungkin tidak sama karena penbul atan
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara
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INDONESIA SEKTOR BPUG

OF INDONESIA FOR DEPOSITS MONEY BANKS
(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR

2005 2006" 20077 FOF
S CODE

TRANSACTION CATEGORY

24,690 0100 G oss Saving
0200 Non Financial |nvestnent

0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500

0500 Net Financial Investment = 0600-0700

0600 Total Financial Uses
155, 589 276,233 0700 Total Financial Sources

0800 O ficial Foreign Exchange Reserve

(438) 637 0900 CQther Foreign dains

170, 954 232,504 1000 Currency and Deposits (Total)

54,810 35,276 1010 Foreign Exchange Currency and Deposits
116, 144 197,229 1020 Rupiah Currency and Deposits

- 1021 Currency and Coin

22,950 59, 407 1022 Denmand Deposits
(13, 892) 102,057 1023 Savi ng Deposits
107, 041 33,079 1024 Tine Deposits

45 2,686 Q her Rupi ah Deposits

1030 Postal and Cooperation Deposits

9,861 1100 Short Term Securities

5,767 1200 Credit (Total)

1210 Bank Loans in Rupi ah
1,527 1220 COher Institutions Loan in Rupiah
4,239 1230 Loans in Foreign Currency

9,746 1300 Stock and Participation

3,076 1400 Long Term Securities (Total)
1410 Covernnent Bonds
3,076 1420 O her Bonds and Debentures

1500 Life Insurance and Pension Reserve
1800 Trade Credits

3,658 4,409 2000 Interbank O ains
(28,119) 10,234 9000 M scell aneous Accounts

201, 100 300, 924 TOTAL

Not e: 1. U= Uses of Funds, S = Sources of Funds
2. The total may be not equal due to rounding
*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures
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TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

2002-2007,
2002-2007,
TAHUN/YEAR
KODE KATEGORI TRANSAKSI 2002 2003 2004
NAD S
S
0100 Tabungan Bruto (6 922) 20 486
0200 Investasi Nonfinansial
0300 Pinjaman Neto = 0100-0200
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700
0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al
0700 Jum ah Sunber Finansi al 30 572
0800 Cadangan Val as Penerintah
0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya
1000 Uang dan Si nmpanan (Jumri ah) (19 066)
1010 Uang & Si npanan dal am Val as (17 974)
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah (1 092)
1021 Uang Kertas dan Logam 14 161
1022 Gro (15 217)
1023 Tabungan ( 36)
1024 Deposito Berjangka
1025 Si nmpanan Rupi ah | ai nnya
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi
1100 Surat Ber harga Jangka Pendek
1200 Kredit (Juni ah) 1 251
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp
1230 Kredit dal am Val as 1 251
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 441
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Junl ah) 5 780
1410 Surat Berharga Penerintah 34 140
1420 Surat Ber harga Lai nnya (28 360)
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun
1800 Kredi t Dagang
2000 Rekeni ng Antar Bank 32 747
9000 Rupa-rupa 9 419
JUMLAH 51 058

Ket er angan: 1. P = Penggunaan, S = Sunber
2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

C 13




INDONESIA SEKTOR BANK SENTRAL
OF INDONESIA FOR CENTRAL BANK
(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR
*) )
2005 2006 2007 FOF TRANSACTION CATEGORY
S CODE
S
(15,432) 0100 Goss Saving
0200 Non Financial I|nvestnent
0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
0500 Net Financial Investrment = 0600-0700
0600 Total Financial Uses
14, 262 109 951 210,046 0700 Total Financial Sources
0800 Oficial Foreign Exchange Reserve
0900 O her Foreign O ains
19, 329 (76, 335) 43,289 1000 Currency and Deposits (Total)
3,206 (8, 458) (4,626) 1010 Foreign Exchange Currency and Deposits
16, 123 (67, 876) 47,914 1020 Rupiah Currency and Deposits
17,975 33, 703 42,213 1021 Currency and Coin
(1, 895) (101, 324) 5,698 1022 Denand Deposits
43 (256) 3 1023 Savi ng Deposits
1024 Time Deposits
O her Rupi ah Deposits
1030 Postal and Cooperation Deposits
1100 Short Term Securities
(4, 491) (5, 834) (62) 1200 Credit (Total)
1210 Bank Loans in Rupi ah
1220 Gher Institutions Loan in Rupiah
(4, 491) (5, 834) (62) 1230 Loans in Foreign Currency
(79) (117) 288 1300 Stock and Participation
7,139 13, 626 5,061 1400 Long Term Securities (Total)
8,582 14, 349 1410 Government Bonds
(1, 443) (724) 5,061 1420 Oher Bonds and Debentures
1500 Life Insurance and Pension Reserve
1800 Trade Credits
11, 536 142,713 87,668 2000 Interbank O ains
(19, 172) 35, 898 73,803 9000 M scell aneous Accounts
31, 400 127 207 194, 614 TOTAL

Not e:

1. U = Uses of Funds,

S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding

*) Prelimnary Figures

**) Very Prelimnary Figures

C 14




TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA

TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

2002-2007,
2002-2007,

KODE

NAD KATEGORI TRANSAKSI

TAHUN/YEAR

0100 Tabungan Bruto
0200 Investasi Nonfinansial

0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700

0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al
0700 Jum ah Sunber Finansi al

0800 Cadangan Val as Penerintah
0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya

1000 Uang dan Si nmpanan (Jumri ah)
1010 Uang & Si npanan dal am Val as
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah
1021 Uang Kertas dan Logam

1022 Gro

1023 Tabungan

1024 Deposito Berjangka

1025 Si mpanan Rupi ah | ai nnya
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi

1100 Surat Ber harga Jangka Pendek

1200 Kredit (Jum ah)

1210 Kredit Bank dal am Rupi ah

1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp
1230 Kredit dal am Val as

1300 Mbdal Saham dan Penyertaan

1400 Surat Berharga Jk Pjg (Junl ah)
1410 Surat Berharga Penerintah
1420 Surat Berharga Lai nnya

1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun
1800 Kredi t Dagang

2000 Rekeni ng Antar Bank

9000 Rupa-rupa

JUMLAH

Ket er angan:

2002 2003 2004

C 19

107 941 109 148 138 612

59 202

19

78 696
67 063
11 364

269

1 885 5 347 5 829
0
(15 456) 69 684 (25 342)

135 013 186 290 197 814

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara




INDONESIA SEKTOR RUMAH TANGGA
OF INDONESIA FOR HOUSEHOLD

(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR
*) )
2005 2006 2007 FOF TRANSACTION CATEGORY
S CODE
S
180 262 241,342 0100 G oss Saving

0200 Non Financial |nvestnent

0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
0500 Net Financial Investrment = 0600-0700

0600 Total Financial Uses
99, 084 404,510 0700 Total Financial Sources

0800 O ficial Foreign Exchange Reserve
108 0900 O her Foreign O ains

1000 Currency and Deposits (Total)
1010 Forei gn Exchange Currency and Deposits
1020 Rupiah Currency and Deposits
1021 Currency and Coin
1022 Denmand Deposits
1023 Savi ng Deposits
1024 Time Deposits
O her Rupi ah Deposits
1030 Postal and Cooperation Deposits

1100 Short Term Securities

85, 828 96,985 1200 Credit (Total)

86, 840 97,727 1210 Bank Loans in Rupiah
(835) 1220 CQther Institutions Loan in Rupiah
(176) (742) 1230 Loans in Foreign Currency

1300 Stock and Participation

1400 Long Term Securities (Total)

1410 CGovernment Bonds

1420 O her Bonds and Debentures

1500 Life Insurance and Pension Reserve

10, 197 45,846 1800 Trade Cedits
2000 Interbank O ains
2,995 261,572 9000 M scellaneous Accounts
290, 852 645, 852 TOTAL
Not e: 1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding
*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures

C 20



TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

2002-2007,
2002-2007,
TAHUN/YEAR
KODE KATEGORI TRANSAKSI 2002 2003 2004
NAD S
S
0100 Tabungan Bruto 3 460
0200 Investasi Nonfinansial
0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700
0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al
0700 Jum ah Sunber Finansi al 42 600
0800 Cadangan Val as Penerintah
0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya ( 93)
1000 Uang dan Si mpanan (Jumni ah)
1010 Uang & Si npanan dal am Val as
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah
1021 Uang Kertas dan Logam
1022 Gro
1023 Tabungan
1024 Deposito Berjangka
1025 Si mpanan Rupi ah | ai nnya
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi
1100 Surat Ber harga Jangka Pendek 1 498 ( 132)
1200 Kredi t (Juni ah) 2 509 21 752
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah 2 782 6 899
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp ( 245) 3 572
1230 Kredit dal am Val as ( 28) 11 281
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 2 412 5 857
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Junl ah) 2 005 4 954
1410 Surat Berharga Penerintah
1420 Surat Ber harga Lai nnya 2 005 4 954
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 16 453 17 425
1800 Kredit Dagang 1 201 1 346
2000 Rekeni ng Antar Bank 0
9000 Rupa-rupa (4 048) (8 509)
JUMLAH 24 398 46 061

Ket er angan:

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

C 17




INDONESIA SEKTOR BUKAN BANK
OF INDONESIA FOR NON BANKS SECTORS
(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR

2005 2006" 20077 FOF
S CODE

TRANSACTION CATEGORY

19,386 0100 G oss Saving
0200 Non Financial |nvestnent

0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
0500 Net Financial Investrment = 0600-0700

0600 Total Financial Uses
44, 070 75,895 0700 Total Financial Sources

0800 Oficial Foreign Exchange Reserve
149 0900 Oher Foreign O ains

1000 Currency and Deposits (Total)
1010 Forei gn Exchange Currency and Deposits
1020 Rupiah Currency and Deposits
1021 Currency and Coin
1022 Denmand Deposits
1023 Savi ng Deposits
1024 Time Deposits
O her Rupi ah Deposits
1030 Postal and Cooperation Deposits

418 (409) (111) 1100 Short Term Securities
15, 127 6, 636 9,658 1200 Credit (Total)
4,992 5,441 3,389 1210 Bank Loans in Rupiah
1, 549 1, 321 (15) 1220 Oher Institutions Loan in Rupiah
8, 586 (126) 6,283 1230 Loans in Foreign Currency
1,132 3,643 5,255 1300 Stock and Participation
3,900 (8) 3,966 1400 Long Term Securities (Total)
1410 CGovernment Bonds
3,900 (8) 3,966 1420 O her Bonds and Debentures
17, 329 20, 976 47,426 1500 Life Insurance and Pension Reserve
8, 854 (5,904) (2) 1800 Trade Credits
(24) 13 30 2000 Interbank O ains
(2,720) (1, 406) 9,523 9000 M scel |l aneous Accounts
54, 871 32 454 95, 281 TOTAL
Not e: 1. U= Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding
*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures
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TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

2002-2007,
2002-2007,
TAHUN/YEAR
KODE KATEGORI TRANSAKSI 2002 2003 2004
NAD S
S
0100 Tabungan Bruto 83 933
0200 Investasi Nonfinansial
0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700
0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al
0700 Jum ah Sunber Finansi al 129 151 40 854
0800 Cadangan Val as Penerintah
0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya ( 398)
1000 Uang dan Si nmpanan (Jumri ah) 15 15
1010 Uang & Si npanan dal am Val as
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah
1021 Uang Kertas dan Logam
1022 Gro
1023 Tabungan
1024 Deposito Berjangka
1025 Si nmpanan Rupi ah | ai nnya
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi 15
1100 Surat Ber harga Jangka Pendek 881
1200 Kredi t (Juni ah) 1 169
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah ( 125)
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp 201
1230 Kredit dal am Val as 1 093
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 20 781
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Junl ah) 0
1410 Surat Berharga Penerintah
1420 Surat Ber harga Lai nnya
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 1 084
1800 Kredi t Dagang 24 800
2000 Rekeni ng Antar Bank
9000 Rupa-rupa (7 876)
JUMLAH 124 787

Ket er angan:

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

C 23




INDONESIA SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH
OF INDONESIA FOR GOVERNMENT ENTERPRISES
(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR

2005 2006" 20077 FOF
S CODE

TRANSACTION CATEGORY

40,594 0100 G oss Saving
0200 Non Financial |nvestnent

0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
0500 Net Financial Investrment = 0600-0700

0600 Total Financial Uses
139, 998 141,426 0700 Total Financial Sources

0800 O ficial Foreign Exchange Reserve
0 0900 Oher Foreign dains

1000 Currency and Deposits (Total)
1010 Forei gn Exchange Currency and Deposits
1020 Rupiah Currency and Deposits
1021 Currency and Coin
1022 Denmand Deposits
1023 Savi ng Deposits
1024 Time Deposits
O her Rupi ah Deposits
1030 Postal and Cooperation Deposits

(5) 632 1100 Short Term Securities
3,916 12,140 1200 Credit (Total)
2,637 (488) 1210 Bank Loans in Rupiah
58 1,396 1220 Oher Institutions Loan in Rupiah
1,221 11,232 1230 Loans in Foreign Currency
44,239 101,356 1300 Stock and Participation
3,637 1,960 1400 Long Term Securities (Total)
1410 Covernnent Bonds
3, 637 1,960 1420 Oher Bonds and Debentures
590 2,688 1500 Life Insurance and Pension Reserve
21,183 11,518 1800 Trade Credits
2000 Interbank O ains
66, 438 11,131 9000 M scellaneous Accounts
143, 831 182, 020 TOTAL
Not e: 1. U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal due to rounding
*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures

C 24



TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

2002-2007,
2002-2007,

KODE
NAD

KATEGORI TRANSAKSI

TAHUN/YEAR

0100
0200

0300
0400
0500

0600
0700

0800
0900

1000
1010
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1030

1100

1200
1210
1220
1230

1300

1400
1410
1420

1500
1800
2000
9000

Tabungan Bruto
I nvest asi Nonfi nansi al

Pi nj aman Net o = 0100- 0200
Selisih Statistik = 0300 - 0500
Inv. Finansial Neto = 0600-0700

Jum ah Penggunaan Fi nansi al
Jum ah Sunber Fi nansi al

Cadangan Val as Peneri ntah
Kl ai m dal am Val as Lai nnya

Uang dan Si npanan (Juni ah)
Uang & Si nmpanan dal am Val as
Uang & Si npanan dal am Rupi ah

Uang Kertas dan Logam

Gro

Tabungan

Deposi t o Berj angka

Si npanan Rupi ah | ai nnya
Tabungan G ro Pos dan Koperasi

Surat Ber harga Jangka Pendek

Kredit (Jum ah)

Kredit Bank dal am Rupi ah
Kredit Institusi Lain dalam Rp
Kredit dal am Val as

Mbdal Saham dan Penyertaan

Surat Berharga Jk Pjg (Jum ah)
Sur at Ber harga Penerintah
Surat Berharga Lai nnya

Cadangan Asuransi dan Pensi un
Kredit Dagang

Rekeni ng Antar Bank
Rupa- r upa

JUMLAH

Ket er angan:

2002 2003 2004

104 992 101 857

(167 407) 22 864

72

(1 350) ( 419)

( 81) 50 490
44 (1 491)

( 125) 51 981

(57 572) (25 356)
(57 572) (25 356)

(108 417) (1 923)

-62 415 124 721

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

G221




INDONESIA SEKTOR PEMERINTAH

OF INDONESIA FOR GENERAL GOVERNMENT
(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR
*) )
2005 2006 2007 FOF TRANSACTION CATEGORY
S CODE
S
181 082 179,123 0100 G oss Saving

0200 Non Financial |nvestnent

0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical D screpancy = 0300 - 0500
0500 Net Financial Investrment = 0600-0700

0600 Total Financial Uses
36, 467 (56,056) 0700 Total Financial Sources

0800 O ficial Foreign Exchange Reserve
(69) 0900 O her Foreign O ains

1000 Currency and Deposits (Total)
1010 Forei gn Exchange Currency and Deposits
1020 Rupiah Currency and Deposits
1021 Currency and Coin
1022 Denmand Deposits
1023 Savi ng Deposits
1024 Time Deposits
O her Rupi ah Deposits
1030 Postal and Cooperation Deposits

(0) 1100 Short Term Securities

(31, 712) 20,824 1200 Credit (Total)
(12,734) (6,784) 1210 Bank Loans in Rupiah

1220 Gher Institutions Loan in Rupiah
(18,977) 27,607 1230 Loans in Foreign Currency

1300 Stock and Participation

13,598 59,251 1400 Long Term Securities (Total)
13, 598 59,251 1410 Governnent Bonds
1420 O her Bonds and Debentures

1500 Life Insurance and Pension Reserve
1800 Trade Credits

2000 Interbank d ains

54, 649 (136, 130) 9000 M scel l aneous Accounts

145, 280 123, 068 TOTAL

Not e: 1. U= Uses of Funds, S = Sources of Funds
2. The total may be not equal due to rounding
*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures

C 22



TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

Ket er angan:

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2002-2007,
2002-2007,
TAHUN/YEAR
KODE KATEGORI TRANSAKSI 2002 2003 2004
NAD S
S
0100 Tabungan Bruto (60, 186) (70, 366) (27 383)
0200 Investasi Nonfinansial
0300 Pinjaman Neto = 0100-0200
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700
0600 Juni ah Penggunaan Fi nansi al
0700 Jum ah Sunber Finansi al 208 229 131 244
0800 Cadangan Val as Penerintah (6 914) 27 891
0900 Kl ai mdal am Val as Lai nnya (16 025) (19 728)
1000 Uang dan Si nmpanan (Jumri ah) (4 701) 1 614
1010 Uang & Si npanan dal am Val as (4 702) 1 610
1020 Uang & Si npanan dal am Rupi ah 1 4
1021 Uang Kertas dan Logam
1022 Gro ( 0)
1023 Tabungan
1024 Deposito Berjangka ( 42)
1025 Si mpanan Rupi ah | ai nnya 47
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi
1100 Surat Ber harga Jangka Pendek 335 ( 41)
1200 Kredit (Juni ah) (1 720) (3 581)
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah ( 31) ( 832)
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp 0
1230 Kredit dal am Val as (1 689) (2 749)
1300 Mbdal Saham dan Penyertaan 309 1 695
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Junl ah) 1 460 ( 461)
1410 Surat Berharga Penerintah
1420 Surat Ber harga Lai nnya 1 460 ( 461)
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun
1800 Kredi t Dagang
2000 Rekeni ng Antar Bank
9000 Rupa-rupa 235 485 123 855
JUMLAH 148 044 103 861

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an

*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

C 27




INDONESIA SEKTOR LUAR NEGER]
OF INDONESIA FOR REST OF THE WORLD
(MILIAR RUPIAH)

(BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR
*) **)
2005 2006 2007 FOF TRANSACTION CATEGORY
S CODE
S
(71, 942) (38, 460) (2,882) 0100 Goss Saving

0200 Non Financial |nvestnent

0300 Net Lending/Borrowi ng = 0100- 0200
0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
0500 Net Financial Investrment = 0600-0700

0600 Total Financial Uses
83 101 227,869 0700 Total Financial Sources

29, 423 157,378 0800 O ficial Foreign Exchange Reserve
(17, 280) 15,858 0900 O her Foreign Cains

(7,943) (16, 737) 1000 Currency and Deposits (Total)
(8,034) (17,698) 1010 Foreign Exchange Currency and Deposits
91 960 1020 Rupiah Currency and Deposits
1021 Currency and Coin
1022 Denmand Deposits
1023 Savi ng Deposits
1024 Time Deposits
960 Q her Rupi ah Deposits
1030 Postal and Cooperation Deposits

(2,962) (3,670) 1100 Short Term Securities
1,531 1,079 1200 Credit (Total)
506 (256) 1210 Bank Loans in Rupiah
1220 Gher Institutions Loan in Rupiah
1,026 1,335 1230 Loans in Foreign Currency
(5, 240) (142) 1300 Stock and Participation
(2,827) (2,755) 1400 Long Term Securities (Total)
1410 CGovernment Bonds
(2,827) (2,755) 1420 CQher Bonds and Debentures

1500 Life Insurance and Pension Reserve
12,512 1800 Trade Credits

2000 Interbank d ains
64,346 9000 M scel |l aneous Accounts

224,987 TOTAL

Not e: 1. U= Uses of Funds, S = Sources of Funds
2. The total may be not equal due to rounding
*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures
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TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONES
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONI
2002-2007, (MILIAR F

2002-2007, (BILLION F

KODE
NAD

KATEGORI TRANSAKSI

TAHUN/YEAR

0100
0200

0300
0400
0500

0600
0700

0800
0900

1000
1010
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1030

1100

1200
1210
1220
1230

1300

1400
1410
1420

1500
1800
2000
9000

Tabungan Bruto
I nvest asi Nonfi nansi al

Pi nj aman Net o = 0100- 0200
Selisih Statistik = 0300 - 0500
Inv. Finansial Neto = 0600-0700

Jum ah Penggunaan Fi nansi al
Jum ah Sunber Fi nansi al

Cadangan Val as Penerintah
Kl ai m dal am Val as Lai nnya

Uang dan Sinpanan (Juni ah)
Uang & Si mpanan dal am Val as
Uang & Si npanan dal am Rupi ah

Uang Kertas dan Logam

Gro

Tabungan

Deposi to Berj angka

Si npanan Rupi ah | ai nnya
Tabungan G ro Pos dan Koperasi

Sur at Ber harga Jangka Pendek

Kredit (Jum ah)

Kredit Bank dal am Rupi ah
Kredit Institusi Lain dalam Rp
Kredit dal am Val as

Mbdal Saham dan Penyertaan

Surat Berharga Jk Pjg (Jum ah)
Surat Berharga Penerintah
Surat Berharga Lai nnya

Cadangan Asuransi dan Pensi un
Kredit Dagang

Rekeni ng Antar Bank
Rupa- r upa

JUMLAH

Ket er angan:

2002 2003 2004 20(

178 276 225 011 181 223

424 487 325 001

(5 685) (6 959)

1. P = Penggunaan, S = Sunber

2. Jum ah nungkin tidak sama karena penbul at an
*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

C 25



»IA SEKTOR BISNIS

=SIA FOR PRIVATE ENTERPRISES

RUPIAH)
{UPIAHS)
TAHUN/YEAR
*) **)
5 2006 2007 FOF TRANSACTION CATEGORY
S P S P S CODE
S 0] S U S
432, 804 467,577 497,178 0100 G oss Saving
620, 008 619, 477 0200 Non Financi al Investnent
(152 431) (122, 298) 0300 Net Lendi ng/Borrowi ng = 0100- 0200
0 0400 Statistical Discrepancy = 0300 - 0500
(152 431) (122, 298) 0500 Net Financial Investment = 0600-0700
323 518 903, 455 0600 Total Financial Uses
252,724 475 949 1, 025,754 0700 Total Financial Sources
0800 O ficial Foreign Exchange Reserve
16, 386 (51,331) (58,753) 12 g 16,578 0900 COther Foreign d ains
25, 800 53, 085 9, 193 116, 379 1000 Currency and Deposits (Total)
(1, 514) 30, 914 1010 Forei gn Exchange Currency and Deposits
54, 599 85, 464 1020 Rupiah Currency and Deposits
10, 669 12, 925 1021 Currency and Coin
20, 647 40, 174 1022 Denmand Deposits
5, 643 (91) 1023 Savi ng Deposits
difi @@ 31, 117 1024 Ti me Deposits
314 1, 340 QO her Rupi ah Deposits
25, 800 - 9,193 1030 Postal and Cooperation Deposits
11, 010 (3,110) (1, 205) 2,116 14,410 1100 Short Term Securities
32, 643 1,441 (94,598) 1,793 279,188 1200 Credit (Total)
38, 845 - 943 148 64,822 1210 Bank Loans in Rupi ah
(732) 456 256 634 16,848 1220 Oher Institutions Loan in Rupiah
(5, 470) 985 (95, 797) 1,010 197,518 1230 Loans in Foreign Currency
113, 259 464,912 519,376 542, 966 641,936 1300 Stock and Participation
46, 558 11, 946 16, 275 5,913 5,539 1400 Long Term Securities (Total)
17, 638 15, 004 1410 Governnent Bonds
46, 558 (5, 691) 16, 275 (9, 091) 5,539 1420 (Qher Bonds and Debentures
400 43, 979 1500 Life Insurance and Pension Reserve
1, 392 58, 352 59, 344 82, 352 63,083 1800 Trade Credits
24 (2,978) 1, 769 2000 Interbank d ains
5, 652 (209, 201) 26, 316 93, 457 5,019 9000 M scellaneous Accounts
685, 528 943 526 943 526 1,522,932 1,522,932 TOTAL
Not e: 1. U= Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total
*) Prelimnary Figures

may be not equal due to rounding
**) Very Prelimnary Figures
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TABEL 15. NERACA ARUS DANA SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK ( LKBB)

TAHUN 2007 ( DALAM M LI AR RUPI AH) "
TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTTS OF | NDONESI A FOR

NON BANKS FI NANCI AL SECTORS, 2007 (BILLI ON RUPI AHS) )

ASURANSI PERUSAFAAN PEGADAI AN DANA PENSI UN TOTAL
KCODE KATEGORI TRANSAKSI PEMBI AYAAN o
NAD TRANSACTI ON CATEGORY | NSURANCES FI NANCE COVPANI ES PAWNSHOPS PENSI ON FUNDS TOTAL CODE
P S P S P S P S P S
U S u S U S U S u S
0100 Tabungan Bruto 6, 149 3, 966 391 8, 881 19,386 0100
0200 I nvestasi Nonfinansial (789) wn 54 157 199 0200
0300 Pinjaman Neto = 0100- 0200 6, 938 3,189 336 8,724 19, 187 0300
0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500 0400
0500 Inv. Finansial Neto = 0600-0700 6, 938 3,189 336 8,724 19, 187 0500
0600 Junmi ah Penggunaan Fi nansi al 54, 683 i, T 325 22, 297 95, 082 0600
0700 Jum ah Sunber Fi nansi al 47, 746 13,588 988 13,573 75,895 0700
0800 Cadangan Val as Peneri ntah 0800
0900 Kl ai m dal am Val as Lai nnya (12) 0 161 0 0 149 0900
1000 Uang dan Sinpanan (Juni ah) 1, 957 2,812 (30) 467 4,766 1000
1010 Uang & Sinpanan dal am Val as 1, 528 799 (2) 150 2,475 1010
1020 Uang & Sinpanan dal am Rupi ah 428 i, 573 (27) 316 2,291 1020
1021 Uang Kertas dan Logam 1,542 74 1,616 1021
1022 Gro 1,503 994 11 185 2,694 1022
1023 Tabungan (40) (135) (32) (186) (393) 1023
1024 Deposi to Berjangka (2, 585) 649 (7) 318 ({1 1625) 1024
1025 Si npanan Rupi ah | ai nnya 8 (8) (0) (1) (1) 1025
1030 Tabungan G ro Pos dan Koper asi 1030
1100 Surat Berharga Jangka Pendek (6) 283 (116) (56) 5 221 (111) 1100
1200 Kredit (Jun ah) 1,584 426 14, 580 8,528 i1, 239 696 (293) 8 ily/, L) 9,658 1200
1210 Kredit Bank dal am Rupi ah 397 14, 398 2,288 696 8 14, 398 3,389 1210
1220 Kredit Institusi Lain dalam Rp 1,638 (15) 18 i1 239 (266) 2,629 (15) 1220
1230 Kredit dal am Val as (54) 43 164 6, 240 (27) 83 6,283 1230
1300 Mpdal Saham dan Penyertaan 34, 247 3,271 8 1,984 (1) 4, 559 38, 813 5,255 1300
1400 Surat Berharga Jk Pjg (Juniah) 16, 391 60 3,155 557 7,288 254 23 39 3,966 1400
1410 Surat Berharga Penerintah 10, 782 3. 127, 13, 904 1410
1420 Surat Berharga Lai nnya 5, 609 60 3,155 557 4,166 254 9, 835 3,966 1420
1500 Cadangan Asuransi dan Pensiun 33, 888 389 13,539 389 47,426 1500
1800 Kredit Dagang 1, 465 68 (2) 1,533 (2) 1800
2000 Rekening Antar Bank 1,243 (538) 30 487 1,192 30 2000
9000 Rupa-rupa (2,198) 10,173 12 (154) 48 (263) 9, 456 (233) 7,318 9,523 9000
TOTAL 53, 894 53, 894 17,554 17,554 1,379 1,379 22, 454 22,454 95, 281 95, 281

Ket er angan:
1. P = Penggunaan, S = Sunber
2. Jum ah mungkin tidak sama karena penbul at an

*) Angka senentara
**) Angka sangat senentara

Not e:
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1. U= Uses of Funds, S = Sources of Funds

2. The total may be not equal

*) Prelimnary Figures
**) Very Prelimnary Figures

due to rounding



